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ABSTRAK

Al-Qardawi berpendapat bahwa pemgelolaan zakat mutlak dilakukan oleh pemerintah
melalui suatu lembaga khusus yang memiliki system manajemen yang fungsional dan
professional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Lebih jauh
la mengatakan bahwa zakat merupakan sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan
Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif
analitik. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan
sekunder.Setelah data terkumpul selanjutnya ditelaah dan dianalisis yang kemudian diambil
kesimpulan dengan metode deduksi, induksi dan komparasi.

Tujuan pokok disyari’atkannya zakat adalah sebagai upayalslam untuk menghapus
kemiskinan dengan indikasi meningkatnya perekonomian umat. Selain itu untuk
menimbulkan rasa persaudaraan dan terjalinnya kasih saying antar sesame manusia, meski
diantara masyarakat yang berbeda agama. Al-Qardawi menawarkan konsep pengelolaan
zakat yang dapat digolongkan menjadi dua pendekatan/segi. Yang pertama, melalui
pendekatan structural (institusional) yaitu suatu lembaga yang dibentuk khusus mengurusi
zakat. Yang kedua, dari segi operasional bahwa pengelolaan zakat untuk memberdayakan
ekonomi umat dapat dilakukan dengan system investasi yaitu dana zakat dapat dipergunakan
untuk mendirikan unit-unit usaha untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat dhuafa’ agar
dapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar.

Key word: pengelolaan zakat, pemberdayaan ekonomi umat
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1.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKI3 Mcenteri Agama dan Mcnteri Pendidikan dan Kcbudayaan Rl

tertanggal 22 Januari 1998

Nomor: 158/1987 dan §543b/U/1967

Konsonan Tunggal

Huruf Latin:. .

-~ - Keterangan

————— Tidak dilambangkan
I e e
C S -
< Tw’ T -——
< Sa’ 'S S dengan tilik di atasnya
z Jim J —
z Ha’ H H dengan tilik di bawahnya
& Kha’ Kh | e
3 Dal D ——
3 Zal Z Z dengan titik di atasnya
3 R&’ R | |
3 Zai /% e —
O Sin S —
U Syin Sy | e
U Sad S S dengan titik di bawahnya
ua Dad L D D dengan titik di bawahnya




L Ta’ T . T dengan titik di bawahnya
5 Zu’ Z Z dengan (itik di bawahnya
d Ain ot Koma (cerbalik

't Gain G e
s Fa’ LA T —

5 Qi @« | -

3 Kaf B

J Lam S R —

2 Mim M e

3 Nun N s

3 Wawu R

A Ha’ & S L ——

. Hamzah | , Apostrof (apostrof dipakai di

awal kata)
& Ya’ Y o e '

2. Konsonan rangkap karcna syaddah ditulis rangkap

-
-

(sl ditulis muta‘aggidain

e ditulis ‘iddah
3. Ta’ marbulah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
FETS ditulis Aibah

FERTN ditulis jizyah
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b. Biladihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t
) e ditulis mi  matullal

hadll 318y ditulis zakat ul-fitri

4, Vokal Pendck
__ {fathah)  ditulis a

(kasrah) ditulis i

* (dammiah) ditulis u

5. Vokal Panjang
a. Fathah + alif, ditulis a
Llals ditulis jahiliyyah
b.  Kasrah + yu’ mati, ditulis 1
RYEW ditulis majid

c. Dammah + wawu mati, ditulis u

uay A ditulis furad

6. Vokal Rangkap
a.  Fathah+ ya’ mati, ditulis ai
aSi ditulis bainakmmn
b. Fathah + wawu mati, ditulis au

J s ditulis gaul
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7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kala, dipisahkan dengan

apostrof
(53371 ditulis dengan a’anfum
el dilulis dengan u ‘fddat
2558 oA ditulis dengan /a’in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam
a. Bila ditkuli hurut qomariyyah ditulis al-
Ll ditulis al-Imam
el ditulis al-Qiyas
b. Bila ditkuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf
syamsiyyah yang mengikulinya serta menghilangkan huruf | nya
aliall ditulis ag-siyam

-

Lpadil ditulis asy-syams

9. DPenulisan kata dalam rangkaian Kalimat

g 8l 5 g ditulis Zawil-furud alau Zawi al-furod
A Jal ditulis ablussunnah atau ahf as-sunnah -
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Segala pupr bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang teiah
melimpahkan rahmat dan karunia—Nya kepada manusia, yang .tela‘n menurunkan
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berlindung dan mohon pert.olongan. Salawat serta salam semoga tetap
terhimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW ., beserta keluarganya, para sahabat
dan para pengikutnya.

Penyusun ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT.
yang telah memberikan rahmat serta inayah-Nya kepada penyusun, schingga
dapat menyelesaikan skrip§i ini guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam
mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Skripst inmi merupakan hasil penelitian maksimal penyusun, akan tetapi

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki, maka
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dibangun di atas lima pilar, seperti yang termaktub dalam hadis

Nabi SAW :

PGy 1 J gy okt Oy BV AN 01 B3lgd i o sVl

o Qlizs g3 w@;\j 5\53-“;-\%*)' s

Kelima rukun Islam itu sama kedudukannya antara satu dengan yang
lainnya dan dengan mudah dapat dipahami karena semuanya bernilai ritual dan
ibadah kepada Allah yang harus diterima secara ¢« ‘abbud]

Di antara kelima pilar di atas, adalah zakat 2 sebagai pilar ketiga dari
Islam yang mempunyai dua nilai yaitu ibadah yang bernilai ketuhanan dan ibadah
yang bernilai sosial. Zakat merupakan hak Allah atas harta benda atau kekayaan

orang muslim. Oleh karena itulah zakat juga dapat dikatakan sebagai salah satu

Y Abu ‘Abd Aliah Muhammad Ibe Isma’ll al-Bukhari, Sahik al-Bukbari, Kitab al-Imaan, bab
Buniya al-Islam *ala Khamsin, {Beirut: Dar al-Fike, 1981), Juz 1, hlm. 8. Hadis Sahih, dari Ton Umar.
Selanjutnya dalam penulisan nama, penyusun akan menyebutkan al-Bukhari saja.

' ?) Zakat berasal dari kata kerja zak4 yang berarti tambuh, berkembang. Zakah (yang merupakan
! kata bendanya) secara etimologis berarti kesucian, kebersihan. AW. Munawwir, Kamis al-Muncwwir,
: cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 577.

; Sedangkan secara terminologis fikih =zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengelvarkan jumlah tertentu itu
sendiri. Yusuf al-Qaradawi, Fiqh az-Zakah Dirasah Muqaranab I Ahkamika wa Falssfatiba i Daw’
al-Qur’an wa as-Summah, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1980), juz I, him. 37. Dalam penulisan
nama, selanjutnya akan ditulis al-Qaradawi saja.



ritual ibadah vang membebankan pada pemilikan harta benda yang
pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan techadap agama, sehingga
mempunyai signifikansi bagi peningkatan spiritualitas dan religiusitas seorang
muslim.

‘ Tujuan zakat baru dapat dipahami dan divakini apabila di dalam jiwa
sescorang telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan dan
keadilan. Oleh karena itu, al-Qur’an menggunakan kata sudagah sebagai padanan
dari kata zakat tersebut, karena makna sadagah sendiri merupakan manifestas
atas pengakuan dan pembenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul
suatu kesadaran untuk mengamalkannya,”

Zakat merupakan salah satu rukun Islam 4;/ang memiliki komitmen sosial
yang begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat
hidup orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat
dari fungsi ganda zakat itu sendirt yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyyah

(individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada

*) Abdurrahman Qadir, Zakal dalam Dimensi Mahdah den Sosial (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1998), him. 62,

9 Kewajiban pembayaran zakat dalam rukun Islam ini memiliki empat asas teori. Pertama,
teori beban umum. Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk
membebankan kepada hamba-Nya apa yang dikehendali-Nya, baik kewajiban badani maupun harta.
Kedua, teori khatifah yaitu bahwa harta itu adalah milik Allah, manusia sebagai pemegang amanah
atas barta tersebut. Kefiga, teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat. Teorl ini lebih
menitikberatkan amtara pribadi sebagai individu dan sebagai makhiuk sosial yang dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya membutuhkan pertolongan orang lain. Keempatf, teon persaudaraan
Persaudaraan menghendaki agar memberi saudaranya, walaupun tanpa imbalan apapun dan menolong
saudaranya walaupun ia tidak memerlukannya dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya
sendiri. Al-Qaradawi, Figh., juz 11, him. 1008-1022.



Allah, dan sebagai ibadah mu‘ammalah ijtima‘iyyah (sosial) dalam rangka
menjalin hubungan horisontal sesama manusia.

Dalam fungsinya sebagai ibadah mahdah fardiyyah zakat dapat menjadi
salah satu indikator bagi ketaatan seorang muslim kepada Allah. Sedangkan
sebagal ibadah mu‘ammalah ijtima ‘iyyah (sosial), zakat dapat menjadi indikator
bagi seorang muslim dalam posisinya sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa
sebagal makhluk sosial seorang muslim dituntut agar mempunyai kesadaran
sosial, di mana dalam interaksinya sebagai anggota suatu komunitas harus saling
peduli atas sesama, sehingga apabila kesadaran sosial itu telah menjadi bagian
dari individu yang berakhir menjadi bagian dari komunitas tersebut (kesadaran
kolektif), maka segala permasalahan sosial dapat diselesaikan. Dalam rangka
mengatasi permasalahan sosial inilah zakat yang merupakan amalan sosial yang
telah ditawarkan dan diajarkan oleh Islam memiliki peran yang signifikan di
dalamnya.

Sementara ity banyak kalangan beranggapan bahwa amaliyah sosial umat
Islam di Indonesia hanyalah masalah pengurusan masjid, madrasah, zakat fitrah
dan anak-anak yatim piatu saja, sehingga amaliyah lainnya seperti peningkatan
dan pemberdayaan ekonomi umat, mengangkat derajat fakir miskin dan
penanggulangan pengangguran kurang mendapat perhatian. Dari sinilah
kemudian muncul pemikiran tentang pendayagunaan zakat dalam rangka
mengatasi permasalahan sosial di atas.

Melihat kenyataan tersebut, maka realisasi pendayagunaan dan

pengelolaan zakat perlu diakfualisasikan. Dalam pelaksanaan zakat,



pendayagunaannya secara umum dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu
konsumtif dan produktif. Berdasarkan kedua model pendayagunaan tersebut,
nantinya dapat diketahui dengan model manakah zakat dapat berfungsi untuk .
mengatasi masalah-masalah sosial tersebut di atas terutama dalam pemberdayaan

ekonomi umat.

Realisasi dari pelaksanaan zakat itu ditentukan oleh tiga aspek utama
yaitu sumber pemungutan (penarikan) zakat, distribusi zakat dan manajemen

pengelolaannya.

1. Mengenai sumber pemungutan zakat ini Allah telah menetapkan dalam

fimman-Nya :
(s rk};;pj@r_@jjjr;g}a;aiwé\f\dﬂu
Selain itu hadis Nabi :
15 3L Y OF aatgs ) genl JB ol U] Slas Eony o ST )
o (Ml (3 el 23] 10T galels LU 150l oa 06 ) e
bl (55 AL D el 0B g B e 58 gt e s g
6 .gu:}ﬁnwj%u.;ajpwm\;f;@j

Bahwa zakat itu dibayar oleh orang-orang kaya dari golongan muslimin

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena dengan zakat 1w

% At-Taubah (9) :103.;

) Al-Bukhari, Sahlh .;I;Bukbin’, Kitab az-Zakah, bab wujub az-Zakah, Juz I, him. 108.



dapat membersihkan jiwa bagt pelakunya dari noda-noda dosa dan dapat
menyucikan akhlak dan hartanya.” Sementara itu, mengenai harta apa saja
yang dikenakan zakatnya, dalam kitab-kitab hukum (fig#) Islam terdapat lima
kategori, yaitu: 1). Emas, perak dan uang, 2). Barang yang diperdagangkan;
3). Hasil peternakan; 4). Hasil bumi; 5). Hasil tambang dan barang temuan.”
Namun dalam perkembangan pemikiran hukum selanjutnya, muncul
kategori baru tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal imi
al-Qaradawi menyebutkan ada delapan kategori.”
2. Aspek selanjutnya adalah mengenai distribusi zakat. Dalam hal in1 Allah
telah menetapkan secara konsisten delapan jalur {agnaf) yang menjadi sasaran

distribusi zakat, seperti dalam firman-Nya :

GO 3y kB W Lede calalally nSLly oAl clbalal L)
(o o e By A e imp T L iy B e 35 e

Delapan jalur (rustahiq) zakat tersebut menuntut adanya perhatian yang

lebih besar dalam pelaksanaan distribusinya.

N Al-Qaradawi, Kijat Islam Mengatasi Kemiskinan, alih bahasa Syafril Halim, ( Jakarta: Gema

Insani Press, 1996), him. 98,

%) Kelima jenis harta kekayaan tersebut di atas merupakan pokok-pokok harta yang wajib

dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat pada zaman Nabi SAW.
Sebagai rujukan nas al-Qur'an dalam surat an-Nahl (16): 44, at-Taubah (9): 34, al-An’am (6): 141, al-
Bagarah (2). 267 dan az-zariyat (51): 19.

” Al-QaradawA, Figh., juz 1, hlm. 167-533.
[4

1) At-taubah (9) : 60.



Dalam mengatur pemerataan pembagian harta zakat ini Islam mempunya
suatu politik yang sangat bijaksana, adil, tepat sasaran dan mengungguli
perkembangan yang dicapai oleh sistem politik dan tatanan pengelolaan harta
pada masa kita dewasa mi. Inilah mengapa delapan jalur tersebut disebutkan
secara eksplisit dan tegas dalam al-Qur'an sehingga menutup kemungkinan
celah-celah unfuk menambah kategori mustahiq zakat selain delapan jalur
tersebut kecuali pada kategori-kategori mana saja yang termasuk dalam
kelompok mustahiq.

3. Aspek yang ketiga adalah mengenai sistem manajemen pengelolaan zakat.
Mengenai sistem pengelolaan zakat ini sudah muncul konsep-konsep tentang
pengelolaan zakat seperti yang tertuang dalam UU Nomor 38 tahun 1999
tentang pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan
amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini disadari oleh pemerintah
bahwa zakat memiliki efektifitas dalam memberdayakan ekonomi umat dan
mengentaskan kemiskinan. Dikeluarkannya intruksi Menteri Agama No.
16/12 Desember 1989 tentang Pembinaan Zakat Infaq dan Sadaqgah, satu
tahun kemudian disusul dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 147/9 September 1991 tentang
Pembinaan Badan Amil Zakat Infag dan Shodaqoh (BAZIS) merupakan
kelanjutan dari legalitas yang telah Iebih dulu dikeluarkan. Dengan ketegasan
méngenai ZIS dan status BAZIS, pengelolaan ZIS di Indonesia telah
mendapat pengesahan resmi. Selain itu ada konsep “Bank Zakat” dalam

rangka mengelola zakat sebagai salah satu teori dalam Bank Islam ;rang bebas



bunga. Kemudian konsep pendayagunaan =zakat untuk usaha produktif
sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak
yang berperan dalam pelaksanaannya. Karena sistem zakat pada dasamnya adalah
suatu sistem pengalihan kekayaan (pendapatan dan pemilikan) dan mobilitas
modal untuk pembangunan kelompok lemah dalam sistem yang jelas dan terarah.
Mobilitas tersebut bukan hanya sekedar diarahkan pada pemerataan pendapatan,
tetapi juga mencakup pemerataan kepemilikan.

Berkaitan dengan sistem pengelolaan ini al-Qaradawi berpendapat bahwa
pelaksanaan/pengelolaan zakat mutlak dilakukan oleh pemerintah melalui suatu
lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan
profesional.’” Hal itu dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan
efektif. Lebih jauh 1a mengatakan bahwa zakat merupakan sumber pertama dan
utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan.

Berdasarkan pemikiran al-Qaradawi inilah yang menarik bagi penyusun
unfuk menganalisis pemikirannya mengenai pengelolaan zakat melalui suatu
lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang .fungsional dan
profesional. Hal lain yang juga mendasari peneliian ini adalah bahwa
pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah berlangsung di Indonesia selama ini
dirasakan belum terarah, begitu juga pendapat yang mengatakan bahwa persoalan

zakat adalah persoalén individual saja.

1) Al-Qaradawi, Kiat Islam. him. 85



Dalam penelitian ini, penyusun lebih memfokuskan pada analisis konsep
pengelolaan zakat yang kemudian akan dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi
umat. Sedangkan analisis mengenai konsep pengelolaan zakat menurut tokoh lain
juga menjadi bahasan yang cukup signifikan atau minimal sebagai komparasi

pendukung dalam penelitian ini.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan
pokok permasalahan sebagai berikut
1. Bagaimana pandangan al-Qaradawi tentang zakat dan konsep
pengelolaannya.
2. Bagaimana relevansinya dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di

Indonesia sekarang ini.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka tujuan dan manfaat yang dapat
dicapai adalah :
1. Tujuan Penelitian
a. Menelaah dan menganalisis pemikiran al-Qaradawi mengenai zakat dari
segi konsep pengelolaannya.
b. Memperoleh suatu pola sistem pengelolaan zakat yang berorientasi pada

pemberdayaan ekonomi umat.



2. Kegunaan Penelitian
a. Menjadi sumbangan pemikiran, dalam penyempurnaan sistem
pengelolaan zakat bagi ilmu pengetahuan hukum Islam pada khususnya

dan bagi pengembangan sistem ekonomi Islam serta memperkaya hasanah

pengetahuan pada umumnya.
b. Bahan studi lebih lanjut bagi mahasiswa, Badan Pengelola Zakat maupun
pakar hukum Islam dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan

yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai masalah di atas telah banyak dilakukan. Wahbah az-
Zuhaili seorang pakar hukum Islam dan bidang tafsir al-Qur’an kontemporer
mengkaji tentang zakat dengan menggunakan pendekatan komparatif dari
berbagai imam mazhab. Ta mengikutsertakan persoalan aktual tentang zakat
sebagai obyek kajian, seperti zakat profesi, zakat bangunan, zakat pabrik. Ia
menggunakan pendekatan komparatif yang sangat kental dan apresiatif. Dalam
penelitiannya itu Wahbah az-Zuhaili tidak hanya membandingkan pendapat ahli
sunnah sebagai rujukan tetapi juga pendapat ulama Syi’ah seperti Zaid ibn ‘Ali
Zain al-‘Abidin ibn Husain {w. 122 H) yang dianggap sebagai madzhab ke-V."?

Lain halnya dengan Muhammad Abdul Mamnan yang menyebutkan

bahwa zakat merupakan salah satu teort yang dapat diterapkan dalam perbankan

12 Wahbah az-Zuhaili, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, alih baliasa Agus Effendi, (Bandung;
Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 15-81 dan 82-275.
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vang bebas bunga dalam Islam. Lebih jauh dikatakan bahwa pada suatu tingkat
teoritis, penghapusan bunga dan dikenakannya 2,5 persen zakat pertahun pada |
uang yang tidak digunakan sangat memungkinkan berkurangnya nafsu motif
spekulasi untuk memiliki uang tunai. Dengan demikian turut membantu stabilitas
nilai uang. Tidak adanya bunga dan adanya pajak zakat menempatkan suvatu
ekonomi Islam dalam kedudukan yang lebih baik untuk menangani masalah
spekulasi yang tidak jujur dan penimbunan uang yang memungkinkan uang
melaksanakan fungsi pendapatan lainnya dengan cara yang relatif lebih mudah.'?

Penelitian mengenai konsep pengelolaan zakat adalah penelitian yang
dilakukan oleh Djamaluddin Ahmad al-Bunmi yang mengemukakan tentang
sistem distribusi zakat dalam sebuah manajemen profesional. Manajemen
profesional yang dimaksud adalah dengan suatu altematif sistem pengelolaan
zakat dalam bentuk Bank Zakat sebagai salah satu sistem penyusunan modal
dalam melaksanakan mu’ainmalat moneter tanpa bunga dengan prosedur
perbankan,'?

Kajian mengenai akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi
pengelola zakat dikemukakan oleh Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan.
Diungkapkan bahwa sebagal organisasi nmirlaba, organisasi pengelola zakat

memiliki karakteristik tersendiri yaitu: 1). Terikat dengan aturan dan prinsip-

M. Abd al-Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa Nastangin, (Yogyakarta:
PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 256-271.

') Diamaluddin Ahmad al-Bunni, Problematikan Harta dan Zakat, (Surabaya: Bina limu,
1983), him. 60-101.
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prinsip syari’ah lslam; 2). Sumber dana adalah zakat, infaq shodagoh dan wakaf;
3). Biasanya memiliki dewan syari’ah dan struktur kepengurusannya. 19)

M. Daud Ali menggolongkan pemarfaatan zakat sebagai sistem ekonomi
Islam ke ” dalam empat kategori yaitu pendayagunaan zakat yang konsumtif
tradisional, zakat konsumtif kreatif, zakat produktif tradisional dan zakat
produktif kreatif.'®

Dalam kontekstualisasi zakat di Indonesia yang diatur melalui
perundang-undangan yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan
fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna.

Sebuah studi yang khusus membahas konsep pengelolaan zakat mal
dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Raden Intad dalam bukunya (yang
merup;akan kumpulan dari makalah seminar) yang berjudul “Pengelolaan Zakat
Mal, Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif™.

Dari beberapa buku yang telah penulis telaah tersebut di atas secara
umum dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut mengkaji zakat dari segi

kedudukan zakat sebagai lembaga ekonomi Islam. Sedangkan dalam dataran

) Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk

Organisasi Pengelola Zakat (Ciputat: Institut Manajemen Za_kat, 2001), him. 11.

19 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988),

him. 62-63.
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konsep operasional pengelolaannya masih dalam kerangka konsep, belum pada
dataran konsep operatif.

Studi-studi yang secara khusus membahas biografi dan pemikiran al-
Qaradawi dapat penyusun kemukakan di antaranya adalah al-Qaradaws Fagihan
karya Ishom Talimah. Buku imi membahas biografi al-Qaradawi dan marhay figh
yang digonakannya dalam menggali hukom Islam. Juga berisi tentang karya-
karyanya, kontribusi dan aktifitasnya dalam pengabdian kepada Islam, wawasan figh
al-Qaradawi, karakteristik fighnya serta pengaruh al-Qaragdawi terhadap figh Islam
kontemporer seperti pendapatnya tentang darfbat ur-fakaful dan ekonomi Islam.

Kemudian dalam sebuah thesis karya Rahman Qadir yang menelaah
“Pemikiran al-Qaradawi Tentang Zakat Profesi”. Juga dua buah skripsi yang
menelaah dan menganalisis pemikiran al-Qaradawi yaitu skripsi karya Rahmawati
yang berjudul Studi Atas Pemikiran Yisuf al-Qaradaw! Tentang Etika Fkonomi Islam,
tahun 2000. Penilitian ini lebih menitikberatkan tentang etika yang di dalamnya
meliputi mlal, moral dan akhlak serta perannya dalam kegiatan ekonomi Islam.
Kemudian skripsi karya Sartono yang berjudul “Studi Terhadap Pemikiran Yusuf al-
Qaradaws Tentang Hukum Zakat Madu” tahun 1999. Penelitian ini lebih terfokus
pada metode penggalian hukum yang dipakai oleh al-Qaradawi dalam menetapkan
hukum zakat madu. |

Adapun judul sknipsi penyusun mengenai “Konsep Pengelolaan Zakat
Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Analisis Atas Pemikiran Yusuf
al-Qaradawi dan Relevansinya Da]a_m Konteks Ke-Indonesia-an) ini secara khusus

belum pemnah ada yang membahasnya terutama dalam konsep pengelolaannya.
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E. Kerangka Teoretik
Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun
kemasyarakatan yang paling tampak di antara semua rukun-rukun Islam, sebab di

dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada masing-masing

individu.'?

Dinamakan zakat karena zakat menyucikan jiwa dan masyarakat, firman
Allah;

(IRLV_GTLPZ}NGJL,@FG;{):JV_AJ@QJEBM(._MJAQMJ}

Zakat didistribusikan dan dikelola untuk kemaslahatan, schingga dalam
hal ini zakat sangﬁt berkaitan dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Zakat
memegang peranan penting dalam menyeimbangkan pembagian kekayaan dalam
masyarakat. Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi
pengambilannya dari orang-orang kaya dan seg pexﬁberiannya kepada orang-
orang yang membutuhkan.

Pendayagunaan zakat sebagai sarana peningkatkan ekonomi masyarakat
perlu ditekankan. Karena zakat itu mempunyai dua fungsi utama (fungsi zakat),
pertama adalah unfuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya
senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat juga berfungsi sebagai
dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guha

mengurangi kemiskinan. Untuk dapat memposisikan zakat sesuai dengan fungsi

' Muhammad ‘Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi
Islam, alih bahasa Imam Saefudin, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), him. 109.

18 At-Taubah (9) - 103.
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utamanya, maka ada empat ketegori pemanfaatan zakat Pertama, pendayagunaan
zakat konsumtif tradisional sifatnya, artinya bahwa zakat langsung dibagikan
kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan secara langsung
oleh orang vang bersangkutan. Kedua adalah zakat konsumtif kreatif, maksudnya
bahwa zakat diwnjudkan dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan,
beasiswa dan lain-lain. Ketiga adalah zakat produktif tradisional, zakat diberikan
dalam bentuk barang-barang produktif. Keempat adalah zakat produktif kreatif,
maksudnya bahwa ke dalam bentuk ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat
yang diwnjudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan.'” Kedalam
kategori yang keempat ini bahwa pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam
bentuk modal dapat dipergunakan untuk suatu usaha-usaha yang produktif
(sistem penerapan zakat produkitif).

Penyaluran harta zakat dalam bentuk material, bahan pangan dan hewan
ternak dan sebagainya harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal guna
mendorong orang—oraﬁg miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk
meningkatkan produktifitas dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha
karena dengan produktifitasnyalah yang dapat membebaskan mereka dan
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Jika pemberian pinjaman modal usaha gardi! hasan masih kurang efektif
maka harus membuka suatu unit usaha kegiatan ekonomi yang diprioritaskan
bagi pemberdayaan ekonomi “kelompok lemah”. Model zakat produktif seperti

ini telah dicontohkan oleh khalifah “Umar Ibn Khattab yang menyerahkan zakat

1) Muhammad Daud Ali, Sistesm., hlm. 62-63.
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berupa tiga ekor unta sekaligus pada salah seorang mustahik yang sudah rutin

meminta zakatnya tatapi belum berubah nasibnya.*”

F. Metode Penelitian
Suatu hal yang sangat penting dalam karya ilmiah adalah metodologi.
Proposal (sknipsi) sebagai salah satu karya ilmiah tidak dapat lepas dan
metodologi 1lmiah. Oleh karena itu, penulis mencoba. untuk membuat gambarén
mengenai metodologl yang merupakan barometer darn suatu karya ilmiah.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian skripsi ini adalah library reseach yaitu riset yang
dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan
kepustakaan yang ada relevansinya dengan materi pembahasan.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan cara mengumpulkan

data-data tentang obyek-obyek penelitian, kemudian diuraikan secara

M Al-Qaradawi, Kiar, hlm. 123-124. Pernah dating kepada Umar r.a (yang juga dikenal
dengan sebutan Umar al-Faruq) seorang taki-laki yang nasibnya sengsara. Umar lalu memberinya tiga
ekor unta untuk mengentaskannya dari kemiskinan. Saat itu unta dianggap sebagai harta yang paling
berhargadan bermanfaat. Umar r.a memerintahkankan kepada pegawainya “berilah lagi zakat kepada
mereka yang berhak walaupun salah seorang dari mereka telah menghabiskan seratus ekor unta”
Umar mengemukakan kebijakannya dengan menyatakan “apabila kamu memberi, berilah sampai
mereka berkecukupan”. Juga dalami Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Islam Pemeriniahan
Khalifah Umar Ibn Khattab, alih bahasa Mansuruddin Djoely, (Fakarta: Pustaka Firdaus, 1979), him.
88.
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obyektif yang selanjutnya dianalisis secara konsepsional dengan
menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis).*"
3. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini, penyusun
melacak literatur-literatur baik yang berbahasa Indonesia, Arab maupun
Inggris yang akan dijadikan sebagai sumber primer maupun sumber sekunder.

Literatur-literatur yang menjadi sumber primer di antaranya adalah sebagai

berikut :
a. Figh az-Zakah
b. Likay Tanjah My assasatuz-Zakaht fi at-Tathig al-Mu ‘asir
Kedua buku di atas adalah karya al-Qaradawi yang penyusun jadikan sebagai
sumber primer.
Sedangkan sumber sekunder adalah literatur-literatur lain yang secara tidak
langsung berkaitan dengan penelitian 1ni. Sumber sekunder ini dapat
dikategorikan menjadi tiga macam yaitu :
a. Karya-karya yang ditulis sendiri oleh al-Qaradawi , di antaranya :

a. Musykilatul-Fagr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam (terjemahan)

b Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-lqtisad al-Islam {terjemahan)

c. Al-ljtihad al-Mu'asir Baina al-Indhiba wa al-Infir & (terjemahan)

) Anglisis ini adalah penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih
data dengan memperhatikan konteksnya. Klaus Krippendorff, Arnglisis Isi : Pengantar Teori dan
Metodologi, alih bahasa Farid Wajdi (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 15.
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b. Karya-karya yang ditulis orang lain yang menyangkut pemikiran al-
Qaradawi yang meliputi buku dan karya ilmiah lainnya (Skripsi, Tesis
Disertasi dan lainnya) "

¢. Karya-karya lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian
ini.

4. Metode Analisa Data
Setelah data terkumpul, penyusun selanjutnya menelaah dan
menganalisisnya yang kemudian mengambil kesimpulan dengan metode
sebagal berikut :

a. Deduksi, yaitu analisis data-data yang merupakan kesimpulan umum
menuju kepada kesimpulan yang khusus. Metode ini penyusun terapkan
pada sebagian bab II dan bab IIL

b. Induksi, yaitu analisis terhadap data-data yang khusus untuk dibawa
kepada kesimpulan umum. Sedangkan metode ini penyusun terapkan pada
bab 1V dan tidak menutup kemungkinan pada sub-bab dalam bab
sebelumnya.

Selain kedua metode di atas, penyusun juga menggunakan metode komparasi

seperlunya untuk melacak posisi pemikiran al-Qaradawi. Metode im

digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat para ulama dan sikap

al-Qaradawi terhadap pendapat tersebut dalam beberapa permasalahan.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan menarik suatu kesimpulan, maka
penulis akan menyusun Skripsi ini ke dalam lima bab yang antara satu bab
dengan bab yang lain saling berkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan
arah yang akan dicapai dalam penelitian meliputi, latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan fnanfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang biografi Yusuf al-Qaradawi yang meliputi,
kelahiran dan pendidikan, aktifitas ilmiah, perjalanan hidup dan perjuangannya,
karva-karya ilmiah dan pemikirannya teniang zakat. Pembahasan im dianggap
penting, karena untuk mengetahui secara lebih akurat latar belakang al-Qaradawi
yang mempengaruhi pemikirannya tentang zakat.

Bab ketiga berisi tentang zakat beserta unsur-unsurnya yang meliputi;
sumber-sumber zakat, siapa yang memungut/mengumpulkan zakat dan siapa yang
berhak menerima (mustahik az—zakélf). Kemudian dalam sub-bab bernikutnya-
mengenai pengelolaan zakat yang mencakup tentang pemungutan/pengumpulan
zaKat, siapa yang wajib zakat (muzakki), waktu pemungutan zakat dan waktu
pembagiannya {distribusi), besar bagian zakat bagi mustahik, cara pembagian dan
model pendayagunaan zakat. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang kegiatan
ckonomi menurut al-Qaradawi. Dengan sistematika tersebut akan diketahui

hubungan antara unsur-unsur zakat dan pengelolaannya untuk menghasilkan
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pemikiran tentang pengaruh zakat terhadap aktifitas ekonomi. Dalam bab 1ni juga
akan disinggung mengenai jawaban pokok-pokok permasalahan

Beralih bab keempat yang akan menguraikan analisis atas pemikiran
Yusuf al-Qaradawi tentang konsep pengelolaan zakat sebagai sarana
pemberdayaan ekonomi umat termasuk di dalamnya administrasi zakat, pengaruh
zakat terhadap aktifitas ekonomi serta relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi
tentang pengelolaan zakat dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia.
Bab ini akan menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir skripsi ini berisi penutup yang

memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB ]I

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADAWI.

A. Kelahiran dan Pendidikan

Al-Qaradawi dilahirkan di sebuah Desa'' di Republik Arab Mesir pada
tanggal 9 September 1926, ]a lahir dalam keadaan yatim, oleh karena itulah ia diasuh
oleh pamannya. Pamannya inilah yahg mengantarkan al-Qaradawi kecil ke surau
fempat mengaji.

D1 tempat tersebut al-Qaradawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat
cerdas. Dengan kcccrd#sunnyu, ia mampu menghafal al-Qurian dan menguasai
hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat ia masih berada di
bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikannya sebagai
imam -salat dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat -salat . shubuh.
Sedikit orang yang tidak menangis saat -salat .di belakangnya.

Setelah itu al-Qaradawi bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. la
menyelesaikan Sekolah Dasar dan menengﬁhnya di lembaga pendidikan tersebut dan -
selalu imenempati rangking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak masih kecil,
hingga salah seorang gurunya menggelarinya dengan a/-‘Affamah. la meraith

rangking kedua untuk tingkat Nasional Mesir pada saat kelulusannya di Sekolah

Menengah Umum.

" Nama Desa itu adalah Saf? Turdb. Desa ini dikenal sebagai desa yang ramai. Di sana
dikuburkan seorang sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Mesir yakni ‘Abdullah Ibn al-
Haris’ Ihn Juxz az-Zubaidi sebagaimana yang ditulis oleb al-Iafiz Ibn Ilajar dan yang lainnya. lsam
Talimah, Manhsj Iikih Yusul® Al-Qaradawi, alih bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-
Xautsar, 2001) him. 3 :

20
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Kemudian al-Qaradawi masuk fakultas Usul ad-Din di Universitas al-Azhar.
Dari al-Azhar ia lulus sebagai sarjana strata satu pada tahun 1952, Kemudian 1a
memperoleh ljazah setingkat S2 dan mendapatkan rekomendasi untuk mengajar di
Fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954.

Pada tahun 1958 al-Qaradawi memperoleh ijaiah Diploma dari Ma‘had
Dirasatil-‘ Arabiyyatil-‘ Aliyyah dalam bidang bahasa dan sastra, Sedang pada tahun
1960 ia mendapatkan ljazah setingkat Master di Jurusan Ilmu-ilmu al-Qur’an dan
Sunnah di fakultas Ushuluddin.

Kemudian pada tahun 1973 ia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat
Summa Cum Laude dengan disertasi yang berjudul “ Az-Zakaht wa Asaruha fi Hill
al-Masyakil al-Ijtima‘iyyah *“ (Zakat dan Pengaruhnya Dalam Memecahkan

Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan).”

B. Aktifitas Ilmiak al-Qaradawi

Sebagai seorang intelektual, al-Qaradawi tidak lepas dari berbagai kegiatan
ilmiah. Wajar saja kalau ia selalu diundang untuk menjadi penceramah dan pengajar
dalam berbagai pertemuan baik di masjid-masjid maupun di instansi-instansi formal
lainnya. Menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, sebuah lembaga yang berada
di bawah Kementrian Wakaf di Mesir pemah dipangkunya. Setelah itu ia pindah ke

Urusan Bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-

Azhar.

D Ibid., Wm. 3-5.
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Pada tahun 1961 al-Qaradawi ditugaskan sebagai tenaga bantuan®’ untuk
ménj adi kepala sekolah sebuah Sekolah Menengah di negeri Qatar. Dengan semangat
yang tinggi ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat
signifikan di tempat tersebut serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh
dalam bidang pendidikan dengan menggabungkan antara Khasanah lama dengan
kemodernan pada saat yang sama.

Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal
Universitas Qatar. Al-Qaradawi ditugaskan ditempat tersebut untuk mendirtkan
Jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya. Kemudian pada tahun 1977 1a
ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama
Fakultas Syari’ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Ia menjadi Dekan Fakultas
Syari’ah itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990, dan hingga kini menjadi dewan
pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirrah Nabi di Universitas Qatar.

Al-Qaradawi ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi Dosen tamu
di Aljazair pada tahun 1990-1991. Di Aljazair ia memangku jabatan sebagai ketua

Majlis Iimiah pada semua Universitas dan Akademi yang ada di sana.

C. Perjalanan Hidup dan Perjuangan Al-Qaradawi
Sejak kecil al-Qaradawi sudah menampakkan “kehausannya” terhadap ilmu,
sehingga ia sudah malang-melintang dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Perjalanannya

untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu keagamaan tidak mulus

2)Awalnya penugasan ini hanya akan berlangsung dart empat hingga lima tahun. Namun karena
kondisi politik di Mesir sangat tidak menentukan, maka masz penugasan ini berlanjut hingga masa
waktu yang lama.
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seperti yang dibayangkan. Kelahirannya dalam keadaannya yatim menjadikannya
scbagai orang yang bersemangat tinggi. Sehingga wajar saja ia memperoleh
kedudukan yang terhormat baik di kalangan guru-gurunya maupun dalam lingkungan
masyarakalt.

Setelah menginjak usia remaja al-Qaradawi telah aktif melakukan dakwah. Ia
melakukan dakwahnya itu melalui khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah. Dan yang
sangat membantu aktifitas dakwahnya adalah keterlibatannya sejak dini dengan
gerakan Tkhwan a]—Muslim.Fh'ﬂ‘)serta perkenalannya secara baik dengan Imam Hasan
al-Banna. Hal inilah yang pada saat kelulusannya dari Sekolah Menengah Umum ia
pernah dipenjarakan karena kakacauan politik (political chaos) yang sedang terjadi.”
Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1950-an tatkala Gamal Abdul Nasser dan para
pembantu militernya (Kolonel Muda) yang dikenal dengan rezim Opsir Bebas mula-
mula berupaya membatasi partai-partai politik dan Jkhwan al-Muslimin dikecualikan.
Pada masa-masa awal yang kritis Jkhwan al-Muslimin mendukung militer karena
menentang elit sekuler lama. Akan tetapi sebagaimana nasib ulama tradisional di
tangan Muhammad “Ali*} Nasser menentang Ikhwan al-Muslimi ketika ia berupaya

mengkonsentrasikan kekuasaannya sendiri yang berakhir pada penindasan dan

Diktwar al-Muslimi adalah sebuah gerakan yang didirikan pada bulan Maret 1928 di Kairo,
Mesir oleh al-Imam Hasan al-Banna yang bertujuan untuk mempromosikan Islam sejati dan
meluncurkan perjuangan melawan dominasi asing, David Commins, “Hasan al-Banna (1906-1949)",

dalam Ali Rahnema (Ed.), Para Perintis Zaman Baru Isiam, alih bahasa Ilyas Hasan, {(Bandung:

Mizan, 1995), him. 133,

“Beliau dipenjarakan sudah beberapa kali vaitu pada masa pemerintahan Raja al-Faruq tahun
1948, pada masa revolusi bulan Januan 1954, kemudian pada bulan November ditahun yang sama,
juga pada tahun 1963, Isam Talimah, Manha/., him. 18.

°) Muhammad ‘Afi adalah dinasti yang berasal dari Albania-Usmaniyah. Dinasti im
memerintah Mesir sejak 1805 hingga 1952 vang berusaha untuk mendifnkan Mesir Modem
{Modernisasi Mesir). John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islantic World, (New
York: Oxford University Press, 1995), vol. I, him. 433, artikel “Muhammad ‘AL”.

-
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pembubaran fkhwan al-Muslimin sehingga’ganyak para anggotanya yang ditangkap
dan dipenjarakanla aktif dalam perakan lkhwan of-Muslimp: tersebut karena
menurutnya bahwa perakan Ikhwan al-Muslimin adalah gerakan yang selalu menyeru
kepada sikap moderat dan menjadikannya sebagai gerakan yang selalu menegakkan

manhqf pertengahan. Inilah salah satu hal yang memberikan andil besar dalam
pembentukkan pribadi moderat al-Qaradawi yang juga berpengaruh pada
pandangannya terhadap madzhab-madzhab fikih.

Kemudian setelah meniti perjalanan hidupnya pada usia remaja yang cukup
berat, al-Qaradawi dewasa telah menampakkan kemapanan mental dan kecendc_ekiaan
pemikirannya dalam banyak bidang ilmu. la sudah mulai dikenal halayak ramai baik
di tingkat lembaga-lembaga formal seperti universitas-univqrsiias, akademi-akademi
maupun tingkat nasional. Pemikirarmya dalam membaca persoalan umat sangat
mendalam, sehingga mampu menghasilkan buah pemikiran yang maju dan banyak
diakui serta ditkuti oleh masyarakat pada saat itu |

Kim al-Qaradawi adalah salah seorang tokoh umat lslam yang sangat
menonjol di zaman ini dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikirannya tentang.
dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat besar bagi dunia Islam di
seluruh dunia. _

Pengabdiannya pada lslam tidak hanya terbatas pada satu sisi- saja,
aktifitasnya sangat beragam serta luas ke banyak bidang, antara lain :

1. Bidang llmu Pengetahuan
. Tulisan dan karangan baik dalam bentuk artikel maupun buku merupakan

salah satu sisi paling penting dari pribadi al-Qaradawi. la adalah salah seorang
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alim yang produktif dalam mengarang dan banyak mengoreksi. Buku-bukunya
memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan memiliki pengaruh besar di dunia Istam.”

Al-Qaradawi telah mengarang buku-buku keislaman hampir berjumlah
seratus buku dengan orisinalitasnya tersendin. Selain buku, 1a juga memiliki
karya sastra seperti naskah drama yang berjudul “ ‘Alim wa Tagiyah “ yang
menggambarkan ke-istigamoh-an Sa’id bin Zubair dalam memegang prinsip
ketika menghadapi kelaliman al-Hajjaj 1bn Y usuf as-saqgafi.
2. Bidang Fikih dan Fatwa

Salah satu kontribusi al-Qaradawi yang sangat menonjol adalah dalam
bidang fikih dan fatwa. Setiap ia menyampaikan ceramah, menghadiri seminar
selalu disodori pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keislaman.
Dan ia memberikan jawaban yang memiliki cini keilmuan yang kuat dan
moderat. la menjelaskan secara panjang lebar tentang metode dan manhaj vang
ia gunakan dalam berfatwa pada bukunya yang terkenal yaitu Fatawa al-
Mu‘asirah.
3. Bidang Seminar dan Muktamar

Di antara muktamar-muktamar yang dihadin oleh al-Qaradawi antara
lain :
a. Muktamar Internasional pertama tentang ekonomi Islam yang dikoordinasi

oleh Universitas Malik ‘Abd al-Aziz di Makkah al Mukarramah.

b. Muktamar Internasional pertama tentang orientasi dan pembekalan para da’l

yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Madinah.

? Ucapan ini pernah disampaikan oleh al-‘Allamah Syeikh ‘Abd al- ‘Aziz ibn Baz. Dalam

Isam Talimah, Marthaj., hlm. 6.
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¢. Muktamar Internasional pertama tentang fikih Islam di Riyad yang
diselenggarakan oleh Universitas Islam Muhammad Ibn Sa’ ﬁd_.
Dan masth banyak lagi seminar dan muktamar lain yang ia hadiri. -
4. Dalam t;idang ekonomi Islam
Al-Qaradawi telah lama memfokuskan diri terhadap masalah ekonomi
Islam baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis ia telah mengarang
beberapa buku tentang ekonomi islam yaitu Figh az-zakah, Musykilatui-Faqr wa
kaifa ‘Alajaha al-Isfam, Bai® al-Murabahal Ii al amir bi asy-Syira® kama
Tajrifibi al-Magsarif al-Islamiyah dan Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram.
Sedangkan dari sudut praktis 1a adalah pendukung pendirtan Bank-bank Islam.
Hal ini yang kemudian mengantarkannya sebagat pemenang hadiah dan
International Development Bank (IDB) pada tahun 1411 H. dalam bidang Bank
Islam.
5. Dalam usaha kebangkitan generasi muda
Kepedulian al-Qaradawi terhadap masalah kebangkitan generasi muda
umat dibuktikan dengan menghadirt pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan
oleh anak-anak muda Islam baik Nasional maupun Internasional seperti
Amerika, Kanada maupun Negara-negara Eropa.
Beberapa buku yang berkaitan dengan usaha untuk mengokohkan
gerakan kebangkitan ini antara lain Awulawlyyatul-Harakatil-Isiamiyah, Asy-

Syahwatul-Islamiyah Bain al Juhud wa at-Tatarruf.
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6. Bidang pergerakan dan Jihad

Al-Qaradawi sejak remajanya telah aktif melakukan dakwah agar orang
lain paham tentang Islam. Dengan asumsi bahwa Islam adalah akidah dan aturan
hidup. Melalui fkhdwan a[—MusJinf}n ia mendapat tugas untuk melakukan dakwah
di wilayah-wilayah seperti Iskandariyyah, Aswan dan Sinai. Ia juga mendapat
tugas untuk melakukan kunjungan ke berbagai negeri Arab seperti Suriah,
Libanon dan Yordania.

Apa yang dicapai oleh al-Qaradawi dalam bidang yang beragam tersebut
tidak lepas dari andil besar sebuah keluarga yang Allah karuniakan sejak bulan
Desember 1958. la memiliki seorang istri yang berasal dan Hasyimivah
Husainiyah. Darinya Allah karuniakan beberapa orang putra dan putri.® Dia
adalah Ummu Muhammad, seorang pejuang yang tak dikenal oleh orang banyak
dalam peperangan besar yang al-Qaradawi lalui. Walaupun ia mempunyai beban
untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, namun 1ia tetap pada
prinsipnya utuk memperjuangkan I[slam. Sebuah karakteristik yang patut

dicontoh oleh para generasi muda Islam.”

% Putra beliau berjumlah tujuh, yaitu empat orang putri dan tiga orang putra. Nama-nama
mereka berurutan dari yang tertua adalah Itham, Siham, ‘Ala, Asma’, Muhammad, Abdurrahman dan
Usamah. 7hid, him. 20-21. ’

% 1a juga terlibat dalam lembaga-lembaga dunia seperti anggota Majelis Tingkat Pendidikan
di Qatar, anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaumm Muslimin Dalam Peradaban, Qatar dan

anggota Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Liga Muslim dunia yang berpusat di Damaskus.
Ibid, him. 15-18.
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D. Karya-Karya Hmiah Al-Qaradawi

Berikut ini adalah karya-karya al-Qaradawi menurut bidangnya masing-

masing.

1. Bidang fikih dan usul al-figh.

a.

b.

m.

n.

Al-halal wa al-haram f7 al-Islam

Fatawa al-Mu’asirah Juz I, II dan ITT
Taysir al-figh: Figh as-Siyam

Al-ljtihad fi asy-Syari’atil-Islamiyah
Madkhal Ii Dirasatisy-Syari’atil-{slamiyall
Min Figh ad-Daulah fi al-Isfam

Taysir al-Figh I al-Muslim al-Mu‘ashir

. Al-Fatwa baina al-Indibat wa at-Tasayyub

‘Awamil as-Sa’ah wa al-Murv‘ah i asy-syari’atil-Isfamiyaf
Al-Figh Isiami Baina al-Aslahah wa at-Tajdid

Al-Jjtihad al-Mu‘ashir Baina al-Indibat wa al-Infiraf

Ziwaf al-Misyar

Ad-Dawabit asy-Syar’iyyah Ii Binaa al-Masajid

Afl-Gina wa al-Musiga 1 Dau’ al-Kitab wa as-Sunnah

2. Bidang ekonomi Isiam

a.

b.

Figh az-Zakal (dva juz)
Musykilatul-Fagr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam
Bai’ al-Murabahah Iil al-Amir bi asy-Syira’

Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram
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Daur al-Qiyain wa al-Akhlag i al-Igtisad al-Islami

3. Bidang ‘Ulum al-Qur’an dan as-Sunnah

da.

b.

E.

h.'

i.

/-

As}-Spabru wa al- 'lmu fi al-Qur’a>n al-Kari>m
Al-‘Aqlu wa al-“llmu fi al-Qur’an al-Karimn

Kaifa Nata'a>mal ma’a al-Qur'a>n al-‘Adzi>m
Kaifa nata'a>mal ma’a as-Sunnatin-Nabawiyah
Tafsir surat ar-Ra'd

Al-Madkhal li Dira>satis-Sunnatin-Nabawiyyah
Al-Muntaga> fi at-Targib wa at-Tarhib (dua Juz)
As-Surmah Mas}dar li al-Ma'rifah wa al-Had}arah
Nahwa Mausu'ah li al-Hadis\ an-Nabawi>

Quthuf ad-Daniyah min al-Kita>b wa as-Sunnah

4. Bidang akidah

[48

b.

C.

d.

e,

Al-Tman wa al-Hayah

Maugif al-1slam min Kuft al-Yahod wa -an-Naséra_
Al-Tman bi al-Qadr

Wujudullah

Hagigatut-Tauhid

5. Bidang fikih prilaku

a.

b.

C.

Al-Hayatur-Rabbaniyyah wa al- ‘llmu
An-Niyyat wa al-ikhlas

At-Tawakkul

d. At-Taubah Ila Allah



. Bidang dakwah dan tarbiyah

a. Sagafatud-Da’iyyah

&

At-Tarbiyatul-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Banna
¢. Al-Tkhwan al-Muslimin 70 ’Aman fi ad-Da’wah wa at-Tarbiyah

d. Ar-Rasul wa al-‘Ilmu

~

Risalatul-Azhar baina al-Amsi wa al-Yaum wa al-Ghad

f Al-Wagtu fi Ha yalil-Muslim

. Bidang gerakan dan kebangkitan Islam

Dalam bidang in1 ada sekitar 22 judul buku dan di antaranya:

a. Fi Figh al-Auvlawiyyat

b. Al-Islam wa al-‘Almaniyyah Wajhan bi Wajhin

c. Afna al-Khalal?

d. (air al-Musflimin fi al-Mujtamna’ al-Islami

e. Syari’atul-Islam Salihah If at-Tatbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin

. Bidang penyatuan pemikiran Islam

Dalam bidang ini ada empat buku di antaranya :

a. Syumu al-Isfam

b. Maugif al-Islam min al-fhsan wa al-Kasyf wa ar-Ru’a wa min at-Tamaim
wa al-Kahanan wa aJ;-R uga

. Bidang pengetahuan [slam umum

Dalam bidang ini1 ada sembilan buku, di antéxanya :

a. Al-Ibadah fi al-Islam

b. Al-Khasais al-‘Ammah Ii al-Islam’



c. Afl-Islam Hadaratil-Gad
d. Madkhal Ii Ma’rifatil-Islam
10. Tentang tokoh-tokoh Islam
Di antara lima buku dalam bidang im adalah :
a. Afl-Imam al-Gazali baina Madihihi wa Nagidihi
b. Nisa’ al-Mu’minat
¢. Umarlbn ‘Abd al-Aziz Khamis al-Khulafa al-Rasyidin
11. Bidang Sastra
Ada sekitar empat buku dalam bidang sastra, di antaranya yaitu :
a. Al-Musiimun al-Qadimun (merupakan kumpulan puisi)
b. Nafazhat wa Lafahat (juga merupakan kumpulan puisi)
Selain buku-buku di atas yang disusun menurut bidangnya masing-masing,
juga ada buku-buku kecil tentang kebangkitan Islam, di antaranya; Ad-Din £ ‘Asr al-
‘iimi, al-Islam wa al-Fann, Fatawa [i al-Mar’atil-Musiimah, al-Muslimun wa al-
‘Awlamah, al-Quds Qadivat Kulli Muslim, al-Mubasyirat bi Intisar al-Islam. Juga
dalam bentuk kaset-kaset ceramah yang di antaranya sudah diterbitkan datam bentuk
buku vaitu Likay tanjah Muassasatuz-Zakah fi at-Tatbiq al-Mu’asirah dan Limadza

al-Isfam.

Dari semua bidang yang dikaji oleh al-Qaradawi ada sekitar seratus lima

belas karya yang telah dihasilkan olehnya. 10)

9 1pid, him. 35-39.
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E. Pemikiran al-Qaradawi Tentang Zakat

Zakat merupakan sumber pertama pendapatan di dalam suatu pemerintahan
Negara Islam pada periode klasik serta negara-negara Islam. Pada umumnya
dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada
umat Islam. Karenanyalah zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat
digantikan Qleh model sumber pembiayaan negara apapun, di manapun juga. Dan
karena itulah, Khalifah pertamma memerangi suku-suku bangsa yang menolak untuk
membayar zakat.

Zakat dipandang sebagai sumber utama pendapatan dalam suatu
pemerintahan Negara Islam tidak lepas darnt ruang lingkup bidang yang ada dalam
zakat itu sendiri yaitu bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat
mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat
bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari
masyarakat dengan menyadarkan si kaya terhadap tanggung jawab sosial vang
dimilikinya. Sedangkan daiam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan
kekayaan di tangan segelintir orang.'”

Pemikiran mengenai zakat yang meliputi ketiga bidang di atas dalam
perkembangan selanjutnya mengalami kemajuan yang cukup signifikan.
Pembahasannya tidak hanya  melingkupi strategt hukumnya saja, lebih dari itu

pembahasan atau penelitian tentang zakat ini sudah memasuki dataran fungsional

" M., Abdul Mannan, Teori dan  prakiek Ekonomi Islam, atih bahasa Nastangin
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 256,



yang menjadikan zakat sebagai sebuab teori ekonomi, bagian dan sistem moneter
dan sosial Islam.'?

Beberapa buku misalnya af-Kharaj (pajak hasil bumi) karya Yahya Ibn
Adam, al-Amwal (kekayaan) karya Abu “Ubaid, a/-Kharaj karya Abu Yusuf, di
dalamnya 'menyinggung mengenai zakat. Sumber-sumber tersebut kiranya dapat
dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian mengenai zakat.

Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, ternyata terdapat perbedaan
pandangan mengenai hukum zakat, sasaran, dampaknya terhadap kehidupan
perekonomian individu dan masyarakat dan sebagainya. Sebagai contoh ada yang
berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib dizakati, ada yang
berpendapat sebaliknya. Ada yang berpendapat bahwa segala yang ditanam wajib
dizakati , ada yang berpendapat tidak. Ada yang menyamakan antara pajak dengan
zakat, ada yang tidak. Perbedaan pandangan tersebut hampir saja menyentuh kepada
persoalan yang prinsip yaitu kewajiban zakat itu sendiri.

Dalam penelitian ini penyusun tidak membahas perbedaan pandangan yang
terjadi di kalangan ulama tersebut secara terperinci. Penyusun hanya menyajikan
pandangan al-Qaradawi mengenai mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan
oleh lembaga zakat. Adapun pandangan dan beberapa tokoh juga akan menjadi
maéukan yang cukup berarti, baik sebagai penguat maupun sebagai komparasi.

Dalam beberapa literatur karya al-Qaradawi yang cukup komprehensif telah
mengungkap fungsi-fungsi zakat yang multidimensional. Dalam dimensi ibadah

mahdah zakat merupakan jembatan menuju Islam. Hal i terkait dengan kewajiban

B Al-Qaradawi, Fiqh az-Zakah Dirasah Muqaranah I Abkamika wa Falsalatiba i Dan’ al-
Qur’an wa as-Sunazh, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1980), juz 1, him. 8.



salat yang merupakan tiang agama. Al-Qur'an dan as-Sunnah selalu mengkaitkan
salat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa erainya hubungan antara keduanya.
Keislaman seseorang tidak akan sempurmna kecuali dengan keduanya. Al-Qur’an
menjadikan tindakan penunaian zakat sebagai salah satu karakter orang beriman,
pemurah, baik dan taqwa. Sebaliknya al-Qur’an menjadikan sikap enggan membayar
zakat sebagai salah satu ciri orang musyrik dan munafik.'” Menunaikan zakat adalah
bukti keimanan dan ketulusan. Tanpa membayar zakat, sescorang tidak dapat
dianggap masuk ke dalam kelompok orang yang beriman yang untuk mereka Allah

telah tuliskan kemenangan, surga dan kabar gembira. Allah berfirman:

C’JJJJ*JJ-G-{ L'ya-é )Lé‘\” Lg-:-;-j ¢=§J.4:- oo r_<¢].>~' 'D;Y} ‘,_{.Ti.:;, rgﬁ :)J:_{Y

(e ol 6 :}.-3 B S

Dalam dimensi sosial, zakat memiliki fungsi mengentaskan masyarakat dari
kelemahan, baik karena bawaan maupun karena keadaan, menanggulangi berbagai
bencana, memberikan santunan kemanusiaan, yang berada menolong yang tidak
punya, yang kuat membantu yang lemah dan memperkeci! perbedaan antara si kaya

dengan si miskin (kesenjangan sosial).

') Al-Qaradawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, alih bahasa Syafril Halim (Jakarta:
(Gema Insani Press, 1995), him. 93.

) Al-Maidah (5) : 12.
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Zakat juga memiliki dimensi politik, karena pada asalnya negaralah
(penguasa) yang mengetola pemungutan dan pembagian terhadap sasarannya dengan
memperhatikan atas keadilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Itu semua
dilakukan dengan mengangkat petugas (amil) yang kuat dan amanah.

Dari dimens: keuangan dan ekonomu, zakat merupakan pajak harta yang
ditentukan. Kadang-kadang sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah dan kadang-
kadang sebagai pajak kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan seperti
halnya zakat pada umumnya (zakat mal). Zakat adalah sumber keuangan bair af-maf
dalam Islam yang terus menerus yang dipergunakan untuk membebaskan tiap orang
dari kesulitan dan menanggulangi kebutuhan mereka dalam bidang ekonomi dan
lainnya. Kemudian zakat merupakan suatu cara yang praktis untuk pengumpuian
kekayaan dan menjadikannya agar dapat berputar dan berkembang.

Sedangkan dalam bidang moral, zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa
orang-orang kaya dari kebakhilan yang merusak dan sifat egoistis. Zakat

membersihkan mereka dengan pengorbanan dan ikut merasakan penderitaan orang

lain.”>

') Al-Qaradawi, Figh.,blm. 1118-1119. Fungsi ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh nas
al-Qur’an secara tekstual. At-Taubah (9) : 103.

J"r.é-&i.‘chb'uaalirg,lsl}ajmrg.__(j)raﬁh:aém(...Ll),.f‘-_,...l:.:
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Al-Qaradawl menganggap bahwa zakat merupakan jaminan
sosial.'® Zakat merupakan undang-undang jaminan sosial yang tidak
mengandalkan sadagah atau sumbangan sukarela masyarakat.'”
Undang-undang ini ditegakkan atas bantuan penguasa untuk memenuhi
kebutuhan setiap orang. Hal ini1 berlaku bukan hanya bagi kaum
muslimin, namun juga yang hidup di bawah naungan Negara Islam. Al-
Qaradawi juga mengutip pendapat dari Mr. Daniel S. Gerard dalam
seminar mengenai berbagai permasalahan sosial yang diselenggarakan
pada tahun 1952 oleh Liga Arab di Damaskus yang menjelaskan bahwa
jaminan sosial ini {(zakat) berbeda dengan berbagai sistem manajemen
bantuan untuk kaum miskin di masa sebelumnya -tidak hanya
diberikan kepada kaum miskin-. Masyarakat yang berpenghasilan

cukup juga boleh menikmatinya jika memenuhi persyaratan yang telah

'} Zakat adalah salah satu dari jaminan sosial. Islam memperkenalkan aturan jaminan dalam
ruang lingkup yang lebih luas yaitu jaminan akhlak, jaminan pendidikan, jaminan politik, jaminan
pertahaman, jaminan pidana, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan jaminan sosial. Dengan
demikian, jaminan sosial adalah aturan yang lebih luas dari zakat, karena ia mencakup berbagai segi
ketudupan dan perhubungan kemanusiaan secara keseluruhan, Sedangkan zakat merupakan satu
bagian darl berbagai macam bagian ini. Zakat mencakup apa yang sekarang disebut dengan “asuransi
sosial” dan “tanggung jawab sosial”. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada asuransi sosial
setiap orang mempunyai bagian sesuai dengan modalnya dalam pandangan pengurusnya, ketika ia
sudah lemah untuk selamanya maupun sementara. Sedangkan dalam tanggung jawab sosial,
penguasalah yang menentukan ukuran yang bersifat umum tanpa mengikutsertakan masyarakat dalam
bagian yang telah ditentukan.

Zakat sebagai asuransi sosial dapat dilihat dari segi pemberiannya, yaitu apabila zakat itu
diberikan kepada seseorang berdasarkan apa yang telah diberikannya. Misalnya, seseorang yang pada
suatu tahun mengeluarkan zakat. Akan tetapi pada tahun berikutnya ~karena mungkin tertimpa
musibatl- ia menjadi mustahik. Sedangkan zakat sebagai jaminan sosial yaitu apabila zakat diberikan
berdasarkan pada kebutuhannya. Misalnya orang-orang yang sebelumnya tidak wajib zakat, tidak pula
berusgha untuk menjadi wajib zakat, akan tetapi ia berhak menerima karena kefakirannya dan
kebutuhannya. Dalam al-Qaradawi, Figh., him. 878-879.

N Zakat merupakan kewajiban, oleh karenanya jaminan ini bersifat terus menerus.
Sedangkan sumbangan sukarela dari masyarakat tergantung kemauannya untuk menyisihkan sebagian
hartanya sebagai rbadalh maliyal tatawu’iyyah (Sadagah tatawu’) seperti hibab, wasiat, infaq wakaf
dan sebagainya.



ditentukan. Jaminan ini mempunyai sumber dan tempat penyaluran
tertentu yang bersifat tetap, dengan demikian tidak akan muncul
parasaan malu atau terhina di kalangan musfafig yang meminta

pertolongan.'®

' Dalam sejaran politik kenegaraan barat, peran negara dalam mengusahakan kesejateraan
mengalami kegagalan. Sebagai contoh adalah negara yang berideologi kapitalis. Dalam negara ini
hanya kelompok borjuis saja yang memperoleh fasilitas-fasilitas dari negara, sehingga kelompok
proletar termarginalkan. Kekayaan hanya menumpuk di tangan orang-orang borjuis (kaum bangsawan
dan orang-orang kaya) saja. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, wacana peran negara secara
historis berkembang melalut proses kausalitas dari Political State (Negara Politik) dan Legal State
{Negara Hukum). Dalam hal ini bisa diambil contoh negara demokrasi, negara liberalis, negara
pluralis, negara kapitalis dan negara komunis.

Selanjutnya muncul wacana konsep Welfare Siafe (Negara Kesejahteraan). Konsep negara
kesejahteraan yang merupakan alternatif bagi demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 dapat dilihat
sebagai pendekatan teoritis untuk memahami realitas kepolitikan di negara-negara dunia ketiga.
Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap akses dari paham pluralisme-fiberal pada sistem
demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang dianggap gagal untuk mewujudkan kesejahteraan
warganya, Dalam hal ini negara harus mengusahakan -kesejahteraan warganya melaloi kebijakan-
kebijakan yang bersifat umum. Sehingga dalam hal-hal tertentu terkadang negara mengambil suatu
kebijakan secara sepihak dengan alasan untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Terdapat dalam
Mohammad Mahfud MD, Demokrasi Konstitusi di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993), him. 7-12.

Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan,
Melalui salah satu sisteminya yaitu zakat, Islam berusaha untuk mewujudkannya, Dalam zakat, peran
negara sangatlah menentukan dan babkan merupakan suatu kehanisan dalam hal pengelolaannya, baik
pengumpulan maupun pendistribusiannya. Namun dalam hal ini Islam tidak sama dengan wacana
Welfare State, karena Islam adalah sistem tersendir yang integral. Dengan demikian, Isiam lebih lebih
dulu dan pertama dari wacana Helfare State dalam hal fungsi negara uatuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.



BAB II

ZAKAT DAN KEGIATAN EKXONOMI MENURUT AL-QARAD AWI

A. Unsur-unsur Zakat
Sebagai dasar untuk menganalisis pemikiran al-Qaradawi mengenai
pengelolaan zakat, maka merupakan hal yang mutiak bagi penyusun untuk
memaparkan tentang zakat dan segala unsur-unsumya.
1. Sumber-sumber zakat
Al-Qaradawi telah mengategorikan kekayaan atau harta benda yang
dikenakan zakatnya berdasarkan kajian (penelitian) terhadap al-Qur’an dan
as-Sunnah, ijma’ serta hasil ijtihad para ulama yang kemudian dilakukan
perbandingan dan pentarjihan terhadap pendapat para ulama. Adapun
kekayaan yang dikenai zakatnya menurut al-Qaradawi adalah sebagai
berikut:
a. Zakat kekayaan ternak
b. Zakat emas dan perak
c. Zakat kekayaan dagang
d. Zakat tanaman dan buah-buahan
e. Zakat madu dan produk-produk hewani
f Zakat kekayaan tambang dan laut
g Zakat “pengeksploitasian” gedung-gedung, pabrik-pabrik dan
semacamnya

h. Zakat pendapatan usaha dan pekerjaan-pekerjaan bebas.
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Semua kekayaan tersebut di atas wajib dizakati setelah mencapai syarat-
syarat yang telah ditetapkan. D
2. Pemungut (pengumpul) zakat
Zakat, scbagaimana telah jelas bagi kita adalah kewajiban yang
bersifat pasti telah ditetapkan sebagai suatu kewajiban dari Allah. Kemudian
kewajiban ini tentunya ada pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan
zakat, apakah pihak pertama yaitu orang vang wajib zakat (muzakkr), pihak
kedua yaitu para mustafiig atau pihak ketiga yaitu petugas khusus zakat.
Mengenai pelaksanaan zakat ini, al-Qaradawi menyatakan bahwa
penguasa bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dari para muzakks
dengan membentuk petugas yang menangani dana zakat.” Dasar yang dipakai

adalah firman Allah :

¢ Lﬁ:h:}.éjléﬁg;jrbg‘ajaimr&yufb

") Syarat-syarat tersebut adalah: Milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan
biasa, bebas dari hutang dan berlalu satu tahun. Al-Qaradawi, Figh az-Zakak Dirasal Mugaransh I
Abkamiha wa Falsafatiha i Day’ al-Qur’an wa 25-Suppal, (Beirut: Mu’assasatur-Risalah, 1980), juz
1, him. 127-166. Kajian yang dilakukan oleh al-Qaradawi adalah kajian komparatif’ dari berbagai
Mazhab. Oleh karena itu kategorisasi ini tidak lepas dari perbedaan pendapat masing-masing Mazhab.
Dalam hal ini penjelasan baik yang berkaitan dengan syarat wajib zakat, rukun-rukun maupun
besarnya =zakat bukanlah proritas penulis dalam penelitian ini. Dan penulis tidak akan
menjelaskannya secara terperinci.

) Namun demikian para fugaha membagi harta zakat dibagi dua yaitu zahir dan batin. Harta
zahir adalah harta yang memungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh orang yang bukan
pemiliknya seperti pertanian, biji-bijlan dan peternakan. Sedangkan harta batin seperti uang dan
sejenisnya serta perdagangan, Terhadap bagian pertama ulama bersepakat bahwa pengumpulan dan
pembagiannya diserahkan kepada penguasa. Sedangkan bagian yang kedua diserahkan kepada
individu. Menurnt al-Quaradawi, apabila terhadap haria batin tersebut muzakki enggan/malas
mengeluarkan zakatnya, maka penguasa hendaknya mengumpulkannya dari mereka (sebagai mana
asalnya dalam hal tanggung jawab). [bid, him. 760-761. Juga dalam Abu al-T{asan °“Ali Ibn
Muhammad lbn Habib al-Basn al-Bagdadi al-Mawardi, Al-Ahkam as-Suvltaniyyah wa al-Walayat ad-
Diniyya#, (t.1p: Dar al-Fikz, 1960), hlm. 113.

) At-Taubah (9) : 103.
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Kata J>= dalam ayat tersebut menunjuk (khitah) kepada Rasulullah

(sebagal pemimpin agama, kepala negara dan kepala pemerintahan) untuk
mengambil harta dari i;arta mereka (orang kaya) yang berupa sodaqoh
(zakat).” Dengan demikian bahwa setelah wafatnya Nabi, vang bertanggung
jawab atas pengumpulan zakat adalah para khalifah dan pemimpin
(penguasa) Islam sesudahnya. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu
Bakar yang akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat,
padahal orang tersebut wajib untuk membayarnya. Pendapat tentang
tanggung jawab penguasa atas pengumpulan dan pendistribusian
(pengelolaan) zakat ini diperkuat oleh Wahbah az-Zuhaili yang menerangkan
bahwa nmas ini mengandung pengertian khuéus yaitu menunjuk kepada
Rasuluilah dan yang memiliki sebab khusus yaitu pengertian umum yang
mencakup para khalifah dan pemimpin-pemimpin Islam  (penguasa)
sesudahnya.”

Selain itu dalam hadis dari Tbn ‘Abbas, menerangkan bahwa Nabi

SAW. ketika mengutus Mu’az ke Yaman beliau berkata :

e

P ) g’l Y of astgs U ¢! JW el A e Cmy Lol 2 ‘_‘;j\ :)l
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* Jumhur ulama telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sodagoh dalam ayat tersebut
adalah zakat.

) Wahbah az-Zuhaifi, ar-Tafsir al-Munir fi ‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj, (Beirut:
Dar al-Fikr al-Mu’asir, t1), juz T, kim. 27-29.
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Syeikh Islam Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam mensyarah hadis tersebut

mengatakan :
Uly acnity Ul Lgh o g S 2 Lgm s 5o YO0 e 4y Juze)
7 Sj@uoubigdc:ﬂluu casly

Pendapat ini juga dipegang oleh al-Qaradawi dalam hal wewenang

pemerintah untuk memungut zakat.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penguasa bertanggung jawab

atas pengumpulan zakat dari para muzakky.
3. Orang yang berhak menernima zakat.

Allah telah menyebutkan zakat dan salat pada sejumiah 82 ayat
dalam al-Qur’an.® Namun demikian, permasalahan zakat disebutkan dalam
al-Qur’an secara ringkas, al-Qur’an tidak menyebutkan harta apa saja yang

wajib dizakati, berapa besamya dan apa saja syaratnya. Ketentuan-ketentuan

S Al-Bukhad, Sahlh al-Bukhari, Kitab az-Zakah, bab wujub az-Zakah, Juz I, him. 108.
7 Ahmad Ton ‘Al Thn Hajar al-’ Asqalani, Fath al-Bar, (ttp: Maktabah as-Salafiyah, tt), juz
[, klm. 360.

® Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘Ali ad-Dar al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-ihya’,1987), juz I,
hlm 2, .
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tersebut dijelaskan melalui sunnah Nabi. Seperti ketentuan tentang zakat

tanarn-tanamaﬁ.

Loy ol O penlly U s Lo 28 Loy ade B Lo Bl e, O

RS-V I W IYE N o g
Walaupun so’al zakat disebutkan secara ringkas dalam al-Qur’an, tetapi al-
Qur’an secara khusus telah menerangkan kepada siapa zakat itu harus

diberikan, sehingga dalam hal ini bagi amil tidak boleh membagi zakat

menurut kehendaknya sendiri. Dalam firman Allah disebutkan :

PN 3y okl a5y Lede calebaly onSLadly o Rl Bl L)

A0 S ale By ™ B o iy p 7 Ll B e 3 ey
Delapan jalur sasaran distribusi zakat tersebut secara konstan disebutkan
dalam al-Qur’an.

Pertama dan kedua, yaitu fakir dan miskin. Urutan ini menunjukkan tingkat
kondisi ekonomi dari yang paling lemah ke tingkat yang memiliki potensi
ekonomi iebih baik. Namun keduanya sama-sama berada di bawah gars
perekonomian normal yaitu tercukupinya kebutuhan sehari-hari terutama
untuk biaya hidup (paﬁgan). Mereka itulah yang pertama diberi dana zakat

berdasarkan ketentuan syar 7. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat

% Abu Dawud Sulaiman Tbn ai—Asy‘at as-Sajistani, Supan Abf Dawud, (Semarang: Toha
Puira, 1.1}, juz I, hlm. 373. Hadis Sahik dari Jabir Ibn “Abd Allah.

19 At-Taubah (9) : 60
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adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam
masyarakat.
Ketiga, vyaitu amil zakat. Mereka adalah para petugas zakat vyang
melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulan dan pengumpul,
bendahara, sekretaris, penjaga sampal kepada penghitung yang mencatat
keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiik.
Keempat, yaitu mu’allaf. Mu'allaf adalah orang-orang yang diharapkan
kecenderungan hatinya atau keyakinannva dapat bertambah terhadap Islam,
atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin. Termasuk juga harapan
akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum
muslimin dari musuh. Adapun golongan mu’allaf ada beberapa macam:
a. (olongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok
serta keluarganya
b. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya
c. Golongan orang yang baru masuk [slam
d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang
mempunyai sahabat-sahabat kafir.
e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan
kaumnya, akan tetapl imannya masih lemah
f Kaum muslimin yang bertempat tinggal d&i benterilg-benteng dan

daerah perbatasan dengan musuh
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g Kaum muslimin yang membutuhkan zakat untuk mengurus zakat
orang yang tidak mau membayar zakat kecuali dengan paksaan.'"

Kelima, yaitu dalam memerdekakan budak belian. Al-Qaradawi menyatakan

bahwa kata B % (3 tersebut berarti segala bentuk perbudakan. Zakat

digunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk
perbudakan. Ini adalah salah satu cara yang ditawarkan oleh Islam untuk
menghilangkan perbudakan yaita melalui zakat. Islam telah menutup semua
pintu yang memungkinkan adanya praktek perbudakan, karena perbudakan
itu melenyapkan kemerdekaan seseorang.

Perbudakan dalam kontekstualisasi modern adalah penjajahan terhadap suatu

negara. Menurut Rasyid Rida bahwa bagian <8} & boleh dipergunakan

untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari pejajahan
apabila tidak ada sasaran membebaskan perorangan.'” Hal yang sama juga
disampaikan oleh Syaikh Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa ada jenis
perbudakan yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan yaitn perbudakan
bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatan.
Perbudakan terhadap perorangan akan lenyap dengan matinya orang itu, akan
tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa akan melahirkan generasi yang

seperti nenek moyangnya, yaitu tetap dalam perbudakan yang umum dan

" Al-Qaradawi, Figh., juz I, him. 595-596.

12 Rasyid Rida, Tafs al-Manaz, (Beirut: Dar al-Fikr, 1), jilid 10, him. 505-508.
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kekal, merusak umat dengan kekuasaan yang korup dan zalim:. Dengan
demikian tidak hanya zakat saja yang dapat digunakan untuk melenyapkan
perbudakan, tapi seluruh harta dan raga.'¥

Keenam, adalah orang yang berhutang yaitu orang yang berhutang untuk
kemaslahatan diri sendiri maupun orang lain. Orang yang mengalami

bencana juga termasuk ke dalam golongan ini.

Ketujuh, ialah 3 b (3 (di jalan Allah). Maksudnya ialah semua usaha

untuk memperjuangkan dan meluhurkan agama Islam. Di antaranya
membebaskan negara Islam dari hukum orang kafir, bekerja mengembalikan

hukum Islam, jihad baik nafs maupun Ilmu dan mendirikan sekolah-sekolah.

Kedelapan, ialah J;Al o). Al-Qaradawi menyatakan bahwa [bny sabil

adalah orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum yang
manfaatnya kembali kepada Islam atau umat Islam. Seperti orang yang
bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang

dibutuhkan oleh negara Islam.'¥

B. Pengelolaan Zakat

Salah satu aspek utama dalam pelaksanaan zakat adalah pengelolaan harta

zakat. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat ini mencakup:

) Mahwud Syaltut, al-Islam ‘Agidak wa Syari’ah, (. tp. : Dar al-Qalam, 1966), him. 111

9 Al-Qaradawi, Figh., juz I, him. 676-677.
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1. Pengumpulan zakat

Dalam uraian sebelumnya sudah disinggung bahwa menurut al-Qaradawi
pengumpulan zakat marupakan tanggung jawab pemerintah dengan membentuk
petugas zakat/amil zakat yang profesional kuat dan amanah. Para amil zakat
mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan
pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat,
macam zakat yang diwajibkan padanya, besar zakat yang wajib dikeluarkan,
mengetahui para mustafiig, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka
dan berapa besar biaya yang dapat mencukupi serta hal-hal lain yang merupakan
urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli, petugas dan para
pembantunya.

Amil Izakat ini dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi dua seksi
yang masing-masing mempunyai urusannya tersendiri, namun mereka
merupakan satu kesatuan sistem kerja. 13

a. Seksi pengumpulan (penghasilan) zakat dan urusannya

Para petugas dalam seksi ini melaksanakan pekerjaan pengumpulan
zakat. Tugas mereka menyerupai tugas para penagih pajak dalam suatu
negara. Di antara tugas-tugasnya ialah melakukan sensus terhadap orang-
orang yang wajib zakat. Kernudiaﬁ menariknya, lalu menyimpan dan
menjaganya untuk kemudian diserahkan kepada seks-i pembagi zakat. Untuk
mempermudah penarikan (penagihan) zakat agar memperoleh hasil yang

maksimal, maka di tiap tempat dan daerah perlu adanya cabang urusan

19 Ibid., him. 580.
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penarik zakat. Pembentukan cabang darni seksi int dibutuhkan karena urusan
lapangannya lebih luas dari urusan petugas perpajakan modem yang hanya
bekerja dalam soal vang saja. Adapun urusan pengumpulan zakat meliputi
bermacam-macam kekayaan yang dikenai zakatnya.
b. Seksi pembagian zakat dan urnsannya

Seksi ini lebih dekat dengan apa yang dilakukan oleh departemen
sosial atau departemen lain yang berhubungan dengan masalah
kependudukan dalam suatu struktur pemerintahan negara. Seksi ini bertugas
memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para musiahig zakat.
Kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-
haknya. Selain itu juga menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah biaya
yang cukup untuk mereka. Kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat
dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi
sosialnya. Bagian ini juga melakukan pembatasan harta zakat yang
diberikan kepada masing-masing bagian dari anggaran zakat yang ada. Dan
seperti halnya seksi pengumpulan, seksi ini juga hendaknya mempunyai

cabang di setiap daerah.'®

Sebagaimana pendapat imam an-Nawawi mengenai amil bahwa wajib bagi
seorang pemimpin (penguésa) untuk mengangkat para petugas untuk mengambil
sadagah atau zakat. Petugas ini disebut dengan amil. *Amil ini terdiri atas ketua,

sekretaris, dan para pembantu yaitu pengumpul harta, pembagi (distributor),

19} mBid, hlm. 580-583.



48

penghitung dan pemelihara harta.'” Hal ini menmunjukkan besamya perhatian
ulama terhadap pengaturan pembagian zakat dan memperhatikan lebih jauh
terhadap para mustahig zakat, sehingga hak mereka dapat sampai dan diterima
dalam waltu secepat mungkin tanpa harus diminta terlebih dahulu.

Keberhasilan dalam pengelolaan zakat ini meripakan tujuan utama. Oleh
karenanya amil mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga perlu adanya
persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang amil yaitu :

1. Hendaknya seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin. Namun

dalam beberapa bagian kerja boleh dari non muslim. ™

2. Mukallaf
3. Jujur
4. Memahami hukum zakat

5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. )

2. Obyek pemungutan zakat

Para ulama sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang
muslim dewasa dan berakal. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ton “Abbas vang
menerangkan bahwa Nabi mengutus Mu’az ke Yaman untuk memungut zakat

dari orang-orang kaya vang ada di daerah itu.

') Abil Bakar Yahya Ibn Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi,Raudal ai-Talibia, (Beirut: Dar al-
Kutub al Hmiyah, 1992) Cel. I, hlm. 175.

¥ Menurut hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dibolehkan dalam urusan zakat
menggunakan amil bukan dari muslim berdasarkan atas pengertian umum dar kata “el-amilins
‘alaiha”, Tbnu Qudamah al-Maqdusi, al-Mugns, jilid 11, him. 654. Penulis memperoleh penjelasan ini
berdasarkan kutipan yang diambil oleh al-Qaradawi, Figh., juz I, him. 586.

9 fbid, Him. 586-587.
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Namun demikian, ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya zakat pada
kekayaan anak-anak dan orang gila. Dalam hal ini perbedaan tersebut dapat

digolongkan menjadi dua :

a. Golongan yang memastikan bahwa kekayaan atau sebagian kekayaan mereka

tidak wajib zakat
b. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan mereka wajib zakat.*”

Dalam menyikapi perbedaan tersebut al-Qaradawi berpendapat, bahwa
anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang
berkaitan dengan kekayaan. Dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak
dan orang gila. Sedangkan yang diminta untuk mengeluarkan zakatnya adalah
wali dari keduanya. Selanjufnya ia menyatakan bahwa untuk menghindari

supaya tidak timbul banyak perbedaan pendapat dan wali tidak terancam dituntut

" Menurut ulama Hanafiyah zakat tidak wajib dalam kekayaan anak kecil dan orang gila.
Dan walinya tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat dari kekayaan keduanya, karena zakat itu
merupakan ibadah mahdah Sedangkan ulama Syafi’iyyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan
bahwa zakat tidak wajib atas anak kecil yang memiliki harta begitu juga orang gila. Akan tetapi wajib
zakat dalam harta milik keduanya apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dan wajib bagi
walinya untuk mengeluarkan zakat dad harta milik keduanya. Terdapat dalam ‘Abd ar-Rahman al-
lazigl, Kitab al-Figh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, (Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1970),
juz 1, him. 590-591.
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untuk mengganti di kemudian hari, maka lebih baik persoalan ini diserahkan

kepada pengadilan agama.*”

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek pemungutan zakat adalah orang

(muslim) kaya dengan harta kekayaan yang telah mehcapai syarat wajib zakat.

3. Waktu pemungutan (pembayaran) zakat dan waktu pembagiannya
(pendistribusian).

Waktu pemungutan dan waktu pembagian, keduanya masih dalam sistem
pengelolaan  zakat. Walaupun demikian, keduanya berbeda dalam
pelaksanaannya. Masalah zakat yang biasa dibicarakan dalam kitab-kitab fikih
maupun hadis adalah masalah kapan kewajiban mengeluarkan zakat oleh
muzakki, bukan masalah pembagian/penyaluran zakat pada umumnya kepada
musitafig.

Pembahasan waktu wajib pengeluaran zakat itu berbeda dengan
pembahasan waktu wajib penyaluran zakat, karena subyek hukumnya berbeda.
Yang pertama pelaku hukumnya adalah muzakks yang menyampaikan zakatnya
kepada petugas zakat, sedangkan kedua pelaku hukumnya adalah petugas zakat
yang menyampaikan pembagian zakat kepada mustahig.

Batasan waktu wajib mengeluarkan zakat ita mempunyai rahasia-rahasia
hukum yaitu

a. Jangan sampai mukallaf (pelaku hukum) menunda kewajiban zakat

yang harus dibebankan kepadanya.

2D Al-Qaradawi, Figh., juz 1 him. 119.
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b. Jangan sampai mukallaf menunda hak mustafig.

Sementara itu, harta zakat itu terbagi ke dalam dua bagian @ perfama,
disyaratkan telah mencapai waktu satu tahun, seperti hewan ternak, emas dan
perak, serta harta perdagangan. Kedua, tidak disyaratkan adanya satu tahun
seperti tanam-tanaman dan buah-buahan. Pembagian ini berkaitan dengan waktu
pembayaran/pemungutan zakat. ™

Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hanati mengatakan:

“ wajib zakat itu adalah bersifat wajib rﬁuwassa' {(dengan waktu yang luas) dan
bagi si pemilik harta boleh mengakhirkan selama belum diminta, karena perintah
untuk mengeluarkan merupakan suatu keharusan. Atas dasar ini, maka tidak
harus mengeluarkan zakat pada waktu pertama dan tidak boleh pada waktu lain,
sebagaimana keharusan di suatu tempat tertentu, tidak boleh di tempat lain,”?
Kaitanya dengan syarat zakat yang telah mencapai waktu satu tahun ini,
maka dapat dipahami bahwa menurut madzhab Hanafi dalam mengeluarkan
zakat boleh kapan saja asal masih dalam waktu kewajiban. Terhadap bagian
yang pertama ini yaitu disyaratkan waktu satu tahun al-Qaragawi lebih condong
menggunakan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa zakat itu wajib
dikeluarkan dengan segera. Karena suatu perintah itu menghendaki
dilakukannya dengan segera dan tidak menghendaki penundaan. Lebih jauh ia

menyatakan :

“Apabila telah terdapat sebab wajib zakat yaitu nisab yang sempurna, maka
boleh mengeluarkan zakat sebelum datang waktu satu tahun, bahkan boleh
mendahulukan untuk masa dva tabun atau lebih. Berbeda dengan mendahulukan
sebelum memiliki nisab, dalam hal ini tidak diperbolehkan ?

) thid, hlm. 812-813.
) Ibid,, him. 821.

™ 1bid
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Untuk menguatkan pendapatnya ini al-Qaradawi mengutip pendapat bnu

Human yang menyatakan :

“Perintah mengeluarkan zakat untuk orang fakir adalah disertai dengan
keharusan segera, karena zakat itu dikeluarkan untuk menutupi kebutuhannya.
Sehingga kalau tidak wajib segera, maka tidak akan tercapai dengan sempurna
maksud diwajibkannya zakat. Ini semua dilakukan selama tidak khawatir terjadi
kemadlaratan baik pada dirinya atau pada hartanya selain harta zakat.>

Mendahufukan membayar zakat sebelum mencapai hau!l dapat didasarkan
rasionalisasi dan qiyas bahwa hal ini adalah mempercepat harta karena ada sebab
yang mewajibkan sebelum kewajiban itu sendiri datang, maka tentu saja
diperbolehkan seperti mempercepat membayar hutang sebelum jatuh tempo. 2

Sedangkan pembagian harta zakat yang kedua adalah tidak disyaratkan
wakti satu tahun. Pada bagian ini Al-Qaradawi menggunakan pendapat yang
tidak memperbolehkan mempercepat pembayaran zakat sebab apabila
mempercepat pembayarannya berarti mendahuiui sebabnya, dan hal ini tidak
diperkenankan.

Pengeluaran zakat ini adalah kewajiban para wajib zakat. Mereka
mempunyai hak untuk menyerahkan langsung kepada mustafig. Namun dengan

menunaikan zakat kepada petugas sebagai penanggung jawab, maka lepaslah

kewajiban muzakki Seorang sahabat nabi datang bertanya kepada Nabi SAW. :

) 1bid.

) Gebab adanya perbedaan pendapat tentang waktu mengeluarkan zakat ini ialah apakah

zakat itu ibadah atau hak fakir miskin yang sifatnya wajib. Barang siapa menyatakan ibadah,
menyerupai salat, maka tidak boleh mengelaurkan sebelum waldunya dan barang siapa menyatakan
dengan hak-hak yang wajib yang ada waktunya, maka boleh mengeluarkan sebelum wakiunya vang
stfatnya sunnah Imam Syafi'i dalam menguatkan pendapatnya mendasarkan hadis dari “Alir.a.;

ke 13 G Bho Ciliaf .o T D)

Ibou Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa an-Nikayat al-Mugtasid, (Indonesia: Dar al-Thya al-Kutub al-
Arabiyah, tt), juz 1, hlm. 200.
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Kemudian, setelah zakat yang ditanik dan para wajib zakat térkumplﬂ,
maka tugas amil selanjutnya adalah membag: zakat. Yang perlu diperhatikan
dalam pembagian zakat adalab mengenai waktu pembagian dan ukuran zakat
yang diberikan. Bagi amil, waktu membagi zakat ini disesuaikan dengan sistuasi
dan kondisi (kebutuhan). Sama halnya dengan zakat yang langsung dibagikan
oleh para wajib zakat yaitu mendahuiukan mengeiuarkan zakat sebelum tiba
waktu wajib dan mengakhirkannya. Berdasarkan hal ini, maka dalam membagi
zakat amilpun dapat langsung memberikan kepada mustahig terutama fakir
miskin atau menahannya terlebih dahulu untuk dikelola agar berkembang lebih
banyak dan membagikannya setelah tiba waktu wajib. Namun sampai tidaknya
zakat kepada sasaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab amil. Sebagai
contoh seorang menyerahkan zakatnya kepada petugas sebelum waktu wajib.
Kemudian zakat itu akan dipindahkan dari tempat wajib zakat kepada fakir
miskin yang lebih membutuhkan sehingga diperkirakan akan sampai kepada
mustafiignya pada waktu satu tahun. Maka bagi wajlb zakat harus
mendahulukan membayar zakat yang sekiranya amil dapat mendistribusikannya

sebelum waktu satu tahun. Jadi dalam pembagian zakat ini, amil harus benar-

*) Muhammad Ibn Ali Thn Muhammad asy-Syaukani. Nail al-Autar, (Beirut: Dar al-Fikr,
1973), juz IV. Him. 219, hadis tersebut dari Anas. Selanjutnya ditulis asy-Syaukani.
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benar memperhitungkan kebutuhan mustafiig dan sampainya harta zakat itu
kepadanya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Sa’id Ibn al-Musyyab, dikisahkan
bahwa Umar mengutus Mu’az sebagai kolektor zakat kepada Bani Kilab atau
Bani Sa’ad Ibn Zibyan dengan segera ia membagikan seluruh zakat tersebut
kepada mustahiq di sana tanpa satu pun tersisa.”>

Diriwayatkan dari ‘Amran Ibn Hasin r.a. bahwa 1a pernah diutus Ziyad
Tbn Abih atau oleh salah seorang penguasa Bani Umaiyyah untuk memungut
zakat. Ketika kembali 1a ditanya “mana harta yang kamu kumpulkan?” ia
menjawab; “apakah anda mengutus saya mengumpulkan harta? Saya telah
memungut dan membagikan zakat seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ">

Dari kedua riwayat di atas dapat dipahami bahwa bagi amil hendaknya
segera membagi zakat setelah terkumpul. Jadi dalam keadaan ini tidak ada
tenggang waktu untuk mengelola zakat supaya berkembang lebih banyak.

Masalah distribusi zakat sebenarnya tidak terpancang pada waktu, akan
tetapi bisa ditunda, disimpan kapan saja berdasarkan pertimbangan amil mana
yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan. Oleh karena itu dalam distribusi
zakat ada dua hal yang bisa dipertimbangkan oleh amil, yaiti :

a. Mendistribusikan zakat dengan segera berapapun jumlah harta zakat yang
berhasil dikumpulkan. Dalam keadaan ini, maka tidak ada kesempatan

untuk mengelola zakat, karena biasanya dana zakat yang diterima bersifat

2 Abu “Ubaid al-Qasim Ibn Sallam, A-Amwal (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 710.

) Asy-Syaukani, Nail, juz IV, him. 215.
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konsumtif tradisional. Jika demikian, maka fungsi zakat hanya bersifat
sementara, artinya bahwa dana zakat yang diterima mustahig akan cepat
habis dan kurang berdaya guna.

b. Petugas mengumpulkan zakat kemudian mengelolanya agar berkembang.
Misalnya dijadikan sebagai modal usaha, setelah usaha berkembang
kemudian diditribusikan baik dalam bentuk bantuan cuma-cuma (sesuai
dengan haknya) maupun bentuk pinjaman yang bersifat fleksibel
(pinjaman lunak). Cara ini juga bisa dilakukan jika terjadi surplus zakat
budget. Surplus zakat budeet adalah jumlah total penerimaan zakat lebih
besar dari pada jumlah total distribusi zakat. Artinya tidak semuanya zakat
yang terkumpul dibagikan secara keseluruhan, namun dibagikan sebagian
dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan
proyek-proyek produktif. Anggaran zakat surplus ini mungkin, karena di
manapun dalam syari’at tidak terlihat juga semua penerima zakat itu harus
dibelanjakan segera. Kelambatan distribusi zakat demi peningkatan
kemaslahatan itu lebih baik. *”

4. Cara Pembagian Zakat
Cara pembagian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai
keberhasilan dalam pengelolaan zakat. Cara pembagian harus dibangun di atas

pondasi yang kokoh dan sehat. Adapun sistem pembagian yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

3 [AIN Raden Intan, Pengelolaan., him. 139. Juga dalam Muhammad Akram Khan, Issues
In Islamic Economics, (Lahore: Islamic Publications, 1983), him. 121
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a. Pembagian zakat di daerah di mana zakat itu dikampulkan (ditarik).
Maksudnya bahwa pembagian zakat kepada mu&fa]_riq yang ada di
daerah pengumpulan zakat lebih utama dibandingkan dengan mustahik yang
ada di daerah lain. Hal ini bisa diterapkan dalam suatu wilayah dengan sistem
kewilayahan (sektor). Mustahig yané ada di daerah tersebut lebih utama
untuk menerima zakat yang dikumpulkan oleh cabang lembaga zakat.
Apabila zakat itu mengalami kelebihan setelah dilakukan pembagian secara
adil, maka daerah/desa yang berdekatan dengannya lebih berhak untuk
menerima kelebihan tersebut berdasarkan wilayah administrasinya. Kemudian
jika surplus juga terjadi di tingkat wilayah dengan telah terpenuhinya

kebutuhan, maka surplus zakat itu dipindah ke lembaga zakat tingkat

propinsi.3 b

Setelah pembagian zakat baik di tingkat desa, distrik maupun propinsi
telah dilakukan dan surplus terjadi, maka dipindahkan ke lembaga zakat di
tingkat pusat. Hal ini dilakukan sebagai persediaan bagi daerah-daerah lain
yang sedikit hasil penarikan zakatnya atau jumlah penduduk fakir miskin dan
yang membutuhkan zakat lebih banyak >?

b. Keadilan antara masing-masing kelompok dan individu

3 Al-Qaradawi, Likay Tanjah Mu’assasabh az-Zakah fi at-Tatbiq al-Muw’asir, ( Beirut:

Mu’assasah ar-Risalah, 1994), hlm. 40. Dalam aplikasinya sesuai dengan konteks Indonesta
pembagian wilayah seperti Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat (Ibukota) sangat
mendukung penerapan konsep ini. Penarikan zakat dar desa, maka zakat yang terkumpul dibagikan di
desa setempat. Apabila surplus terjadi, maka dialihkan ke desa-desa di sekitarnya. Kemudian jika
terjadi surplus juga, maka dialihkan ke tingkat Kecamatan sebagai persediaan dan begitu seterusnya
sampat ke pusat.

2 Ibid., him. 41.
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Dalam pembagian zakat, prinsip keadilan harus selalu dipegang.
Keadilan yang dimaksud di sini bukanlah dalam arti sama rata jumlahnya. Al-
Qaradawi memaknai keadilan dengan memperhatikan kelayakan, kebutuhan
yang mendesak dan kemaslahatan Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam pendistribusian zakat :

1). Hendaknya dalam pembagian zakat itu merata, masing-masing
kelompok mustahig memperolehnya jika hartanya itu banyak, dan
masing-masing kelompok mempunyai kebutuhan yang sama atau
mungkin hampir sama. Pemerataan pembagian kepada delapan
kelompok itu tidak berdasarkan pada kesamaan jumlah harta yang
harus diterima, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan jumiah
personil yang berhak menerima dalam masing-maasing kelompok.
Misalnya dalam satu daerah ada senbu orang fakir dan tidak
“ditemukan kelompok lain kecuali garim dan Ibnu sabil yang
berjumlah sepuluh orang. Bagaimana cara membaginya? Dalam hal
i madzhab Maliki berpendapat bahwa yang lebih utama adalah
kelompok dengan jumlah personil dan kebutuhan yang lebih besar.*®
Pendapat inilah yang dipakai oleh al-Qaradawi.

2). Untuk mewujudkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara’, maka
seluruh zakat boleh didistribusikan kepada sebagian kelompok

tertentu seperti halnya pembagian kepada satu kelompok yang tidak

) Ibid., him. 46-47.

3 Ahmad ad-Dardir, Syarh as-Saghir, (Mesir :-Matba’ah al-Madani), juz I, him. 279-281.
Juga dalam al-Qaradawi, Likay., him. 47. .
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diwajibkan sama rata bagi masing-masing personil, namun boleh
mengutamakan anfara yang satu dengan yang lain sesuai dengan
kebutuhan, karena kebutuhan masing-masing orang itu berbeda-beda.
Dan yang penting bahwa pengutamaan tersebut semata-mata demi
kemaslahatan tanpa adanya kecenderungan kepada salah satu pihak.
¢. Memastikan kelayakan kelompok atau individu sebagai mustahiqg zakat.
Tentang hal ini al-Qaradawi menyatakan :
“Yang dimaksud dengan kepastian di sim adalah tidak membagikan zakat
kepada semua orang yang memintanya tanpa adanya pemeriksaan terlebih
dahulu walaupun orang tersebut terlihat seperti orang yang fakir, mengaku
bahwa dirinya garim atau ibnu sabi?”*.>
Berdasarkan kutipan di atas, sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan
penyeleksian yang ketat dengan cara mencar informasi dari orang-orang adil
yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk

mengantisipasi adanya penipuan, sehingga tidak menimbulkan kerugian

terutama bagi mustahig yang sebenarnya.”®

5. Besar dana zakat yang diberikan kepada mustahiq

Di antara beberapa tugas amil adalah menentukan berapa besar bagian

yang diberikan kepada mustahig terutama fakir miskin. Menurut pandangan
umum bahwa fakir miskin menerima bagian zakat hanya sekedar umtuk
menghilangkan rasa lapar, menutupi kebutuhan selama schari, seminggu atau

sebulan. Fungsi zakat yang dirasakan hanya bersifat sementara. Setelah dana

39 1bid., hlm, 49.

38 Ihid.
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zakat habis, mereka akan kembali meminta kepada orang lain. Dengan mengkaji

maksud syari’ah secara mendalam dan pendapat kalangan fugaha, jelas bahwa

pemahaman seperti itu jauh dari kehendak syari’at Islam. Ada dua pendapat

mengenai ukuran zakat itu diberikan kepada mustahig dan seberapa lama fungsi

zakat 1tu bisa dirasakan.

a. Memberikan dana zakat kepada musialhig terutama fakir miskin untuk
menutupi kebutuhan sepanjang umur.

Maksudnya bahwa dana zakat diberitkan sehingga dapat mengangkat
kehidupan fakir miskin dari keterpurukan ekonominya dan menghilangkan
segala faktor yang membuat hidupnya serba kekurangan Dengan demikian,
mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak memerlukan zakat
lagi. Model pemberian dana zakat ini lebih diarahkan untuk mendayagunakan

dana zakat sebagai sumber dana yang bersifat produktif.

Al-Qaradawi mengutip pendapat imam an-Nawawi yang menjelaskan
bahwa mengenai jumlah zakat yang diberikan kepada fakir miskin dan mustahiq
lainnya adalah bahwa mereka diberi dana zakat dalam jumlah vang
memungkinkan mereka dapat menutupi kebutuhannya secara tetap. Kalau orang
itu memiliki keahlian, ia boleh diberi dana zakat untuk membeli perlengkapan
yang menunjang keahliannya itu meskipun peralatannya mahal. Dengan hasil
usaha itu, diharapkan ia dapat hidup layak menurut ukuran normal. Besar dana
yang diberikan kepada yang membutuhkan berbeda-beda berdasarkan keahlian,
tempat, waktu dan individu. Sedangkan bagi mereka (fakir miskin dan mustahiq

lainnya) yang tidak memiliki keahlian, tidak mampu melakukan usaha apapun,
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maka zakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan selama setahun.’” Hal ini ia
bandingkan dengan pemberian dana zakat kepada seseorang untuk membeli
sebidang tanah yang hasilnya dapat menghidupi dirinya untuk seterusnya.’>

b. Memberikan zakat yang cukup untuk satu tahun

Menurut pandangan ini zakat dibenkan kepada mustafiiq untuk menutupi
kebutuhan diri beserta keluarganya selama satu tahun. Pendapat ini didukung
oleh kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian figaha. Mereka tidak
menganggap perlu memberikan dana zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya
sepanjang umur. Sebab, biasanya zakat didistribusikan setiap tahun, maka setiap
tahun ada dana baru yang berasal dari zakat. ™’

Dan  kedua  pendapat di  atas, al-Qaradawi  mencoba
mengkompromikannya berdasarkan obyek penerapan. Hal ini didasarkan pada
fakta bahwa masyarakat miskin terdiri atas dua tipe, yaitu:

1). Tipe pertama, adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan, tetapi
tidak mencukupi dan mereka yang tidak mempunyai penghasilan sama
sekali. Mereka tidak mempunyai perlengkapan yang cukup untuk
menunjang usahanya atau modal yang memadai untuk membuka usaha.
Biasanya mereka tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian dan

lainnya, sehingga harus diberi dana zakat yang memungkinkan usaha

D Abl Zakasiya Mubyi ad-Din Ibn Syaraf an-Nawawi, a/-Majmi’ Syarh al-Muhazzab,
(Beirut : Dar al-Fikr, 1996), Cet. I, hlm 189-192,

*® Al-Qaradawi, Kiat Dalam Mengentaskan Kemiskinan, alih bahasa Syafril Hatim, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1995}, him, 123.

) 1bid, him. 124.
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merecka berjalan. Ke dalam tipe ini lebih cocok menggunakan pendapat
yang pertama.

2). Tipe kedua adalah orang-orang yang tidak mampu berusaha seperti orang
yang sakit menahun, buta, jompo, janda, anak kecil dan sejenisnya.
Kepada orang-orang seperti ini boleh diberikan dana zakat untuk
memenuhi kebutuhan selama satu tahun, artinya ia diberi gaji rutin,
Boleh juga gaji ini dibagikan perbulan bila dikhawatirkan terjadi
pemborosan wang untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini sama halnya dengan
memberikan gaji pegawat. Pendapat yang kedua lebih cocok wuntuk
diterapkan ke dalam tipe ini.*®

6. Model pendayagunaan dana zakat

Model pendayagunaan atau pengembangan dana zakat ini merupakan
hal pokok untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat. Menurut
konsep Islam bukanlah kewajiban individu yang pelaksanaannya bergantung
kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang
dilaksanakan di bawah pengawasan negara. Negaralah yang mengatur sistem
pemungutan dan pendistribusiannya. Zakat merupakan ibadah bernuansa pajak
atau pajak yang bemuansa ibadah. Dengan demikian kelestariannya bergantung
pada dua faktor. Pertama, faktor ekstern yaitu pengawasan pemerintah dan
masyarakat Islam. Kedua, faktor tenaga penggerak yang berpusat di dalam

nurani setiap muslim.

“©) Ibid , hlm. 128.
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Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa zakat dapat dijadikan
sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui sistem pendayagunanan
zakat yang produktif kreatif seperti yang sudah pemah dilakukan oleh sahabat
Umar ra. Untuk itu perlu dibuat suatu model pendayagunaan dengan sistem
administrasi yang baik.

Administrasi ini meﬁyangkut rancangan anggaran pendapatan dan
belanja khusus. Anggaran tersebut hanya dibelanjakan untuk menangani proyek
yang sudah ditetapkan yaitu proyek kemanusiaan dan keislaman. Melalui suatu
lembaga pendayagunaan, dana zakat digunakan untuk membiayai kedua proyek
tersebut.

Pada dasamya konsep dasar pendayagunaan zakat adalah bahwa zakat
dikelola dan didayagunakan oleh suatu institusi yang dalam menjalankan
operasinya tidak berorientasi mencart laba atau disebut dengan organisasi
nirlaba (non for profit organization). Namun demikian bukan berarti organisasi
nirlaba tidak dibolehkan menerima atau menghasilkan keuntungan dan setiap
aktifitasnya. Hanya biasanya jika memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut
dipergunakan untuk menutup biaya operasional atau kembali disalurkan untuk
kegiatan utamanya lagi.*”

Dalam bentuk kongkritnya, institusi tersebut biasa dikenal dengan nama
bait ¢l mal, di mana dalam rhénjalankan programnya tidak hanya mengelola

masalah zakat saja, tapi juga infaq, sadaqah, &haraj (pajak bumi), jizyah (pajak

D Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akuntansi danManajemen Keuangan Untuk
Organisasi Pengelola Zakat, {Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), him. 5.
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perlindungan), ganimah, f2i’ dan lain-lain. Lembaga ini sudah ada sejak zaman
Rasuluilah.*?

Adapun model pendayagunaan seperti yang ditawarkan oleh al-
Qaradawi adalah bahwa dana zakat yang telah terkumpul dapat digunakan
sebagal modal untuk mendirikan umit-unit usaha dengan mempekerjakan fakir
miskin yang masih mampu bekerja. Misalnya dengan mendirikan industri-
industri kecil, pabrik-pabik, perusahaan dan usaha produktif lainnya. Laba yang
diperoleh dari hasil usaha tersebut digunakan untuk mengeaji para pekerja.*”
Namun dalam operasionalnya harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi
umat baik melalui bantuan-bantuan modal usaha maupun dengan pinjaman.

Nilai lebih yang dapat diperoleh dart pengembangan dana zakat dengan
menjadikannya sebagai modal imi biasanya berkaitan dengan nominal uang,
artinya bahwa harta-harta zakat yang terkumpul dalam bentuk barang dapat
dikonversikan dalam bentuk wang. Modal variabel (uang) dapat memben “milai
lebih” yaitu keuntungan yang diperoleh dam hasil kermja atau usaha. Pada
umumnya modal masyarakat merupakan juga modal perorangan. Karena dapat

dipakai oleh pemiliknya sebagai sumber penghasilan. Namun sebaliknya modal

*? Selama masa pemerintahan khalifah umar Ibn Khattab lembaga bait al-mal mengalami
perubahan yang cukup besar dengan dioperasikannya sistem administrasi yang dikenal dengan sistem
ad-diwan. Ad-Diwan yaitu sebuah register (daftar) dari semua kaum muslimin Madinah dan Makkah
dan tentara-tentara yang menaklukan Harta rampasan dan daerah taklukan harus didistnbusikan
dalam bentuk pensivn perseorangan kepada kaum pria (kadang-kadang juga wanita) yang terdafiar
dalam diwan sesuai dengan pangkat mereka di dalamnya. Terdapat dalam Marshali, G. S. Hudgsor,
The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization, {Chicago: University of
Chicago Press, 1974), Vol. 1, him 207-208. Bait al-mal sekarang ruang lingkupnya sidah dipersempit
yaitu mengurust masalah zakat, infak, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Terdapat dalam UU
No. 38 Takum 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 13.

) Istilah model pendayagunaan ini menurut para ekonom Islam disebut dengan Zakat
Certificates. Muhammad Akram Khan, fssues., hlm. 121.
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perseorangan yang bukan merupakan modal masyarakat. Hal ini terjadi karena
modal perseorangan itu membeku akibat tidak diproduksi seperti halnya bagi
zakat yang dihimpun dan dibagikan begitu saja oleh amil zakat kepada mustahig
terutama fakir miskin yang langsung dikonsumsi atau oleh perseorangan
(muzakki) yang melakukannya dengan cara yang sama. Contoh lain ialah modal
yang dijadikan sumber penghasilan, pemilikan tanpa tergantung pada kerjanya.
Selama 1ini zakat yang diterima oleh mustafig vmumnya tidak
dikembangkan sebagai modal variabel melainkan dikonsumsi. Oleh karenanya
tidak menghasilkan mlai tambah. Namun dengan adanya bagian zakat tersebut

berarti para mustahiq berkesempatan memiliki modal.*?

C. Aktifitas Ekonomi Menurut al-Qaradawi
Dalam agama Islam, aktifitas dan fujuan ekonomi*’ dianggap sebagai suatu
kaidah atau cara untuk mencapai kehidupan Keselarasan ekonomi harus sesuai

dengan tujuan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan falah.®

*) JAIN Raden Intan, Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan
Operatif, (Lampung; TAIN Raden Intan, 1990}, him. 8-12.

) Tyjuan aktifitas ekonomi yang sempurna menurut Islam :
- memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
- memenuti kebutuhan keluarga :
- memenuhi kebutuhan jangka panjang
- menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggatkan
- memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah,
M. Nejatullah Siddiqi, Kegiata Ekonomi Dalam Islam, alih bahasa Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara,
19913, him. 15. Kita dapat membandingkan misalnya dengan Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar
Ekonomi Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979}, hlm. 152.

) Falah jangan disalahtafsirkan dengan istilah “kebajikan” yang dipakai dalam kehidupan
ekonomi moderen. Kebajikan lebih mengacu pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam percaya
akan adanya hari kiamat dan untuk mendapatkan kebajikan di akhirat, maka manusia harus melakukan
usaha yang sama semasa di dunia. Menurut Islam, manusia harus melakukan kebajikan semasa di
dunia agar mendapatkan rahmat di dunia dan akhirat. M. Nejatullah Siddigi, Kegiatar., hlm 3-5.
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Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua
pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep fafah yang terdapat dalam al-
Qur'an.*” Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara
langsung. Untuk mencapai fa/ah, aktifitas ekonomi haru;:. mengandung dasar-dasar
moral.

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain. Ia memiliki
karakteristik tersendiri yaitu ekonomi ilahiyyah, akhlak, kemanusiaan dan
keseimbangan (pertengahan).*® Keempat karakteristik tersebut merupakan landasan
nilai dan moral bagi aktifitas atau kegiatan ekonomi dalam Islam. Oleh karena itu,
segala bentuk kegiatan ekonomi harus selalu dilandasi dengan nilai dan moral.
Dengan landasan ini, maka akan menciptakan suatu keadaan ekonomi yang sehat.

Al-Qaradawi membagi kegiatan ekonomi menjadi empat macam :

1. Produksi
Al-Qaradawi” mengutip pendapat ahli ekonomi yang mendefinisikan produksi
sebagai menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-

sumber kekayaan alam.*” Eksploitasi terhadap kekayaan alam ini tergantung pada

dua hal.

*D Falih yang terdapat dalam al-Qur’an sama artinya dengan “kerelaan Allah”. Perbedaan
antara keduanya adalah bahwa “kerelaan Allah” merupakan ide yang abstrak, sulit untuk dipaparkan
secara jelas. Sementara fazlah merupakan keadaan yang dapat ditihat dan dapat “dipahami”. Dengan
demikian falah merupakan satu-satunya kaidah yang pasti bagi kita uniuk dapat memperhatikan
kerelaan Allah . oleh karena kerelaan adalah suatu “keinginan” maka istilah falah dianggap sebagai
suatu manifestasi yang benar dari keinginan tersebut, QS. Ar-rum (30): 38, Ibid., hlm. 2-3.

*® Al-Qaradawi, Peren Nilai dan Moral dalam Perckomomian Islamalih bahasa Didin
Hafiduddin, (Jakarta: Robbani Press, 1997), him. 25.

) Pengertian produksi dapat juga diartikan sebagai transformasi atau pengubahan faktor-
faktor produksi atau suatu proses dengan mana masukan (fnputs) diubah menjadi luaran (outputs).
Terdapat dalam M. Suparmoko, Ekonomika urituk Manajer, (Yogyakarta: BPFE, 1992), him. 107.
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a. llmu pengetahuan yang didasarkan pada tafakkur dan penggunaan akal yang
dengannya Allah telah membedakan manusia dengan makhluk lain. Ilmu
tersebut adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan berbagai bidang ilmu
pengetaluan dan bidang kehidupan.

b. Amal (usaha). Amal dalam Islam adalah wajib bagi setiap orang yang
mampu. Seorang muslim tidak boleh duduk berpangkutangan, tidak mau
beramal dan berusaba dengan alasan sibuk beribadah. Dengan ilmunya itu ia
berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga

bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Berkaitan dengan hal ini Rasullah

menerangkan dalam hadisnya :
L b S Lgnad 0 ,gb o Cladl daja JA 51 de (Sl 0

(50 a)&»)\ojla_pﬁwLJ\JL.__, Qi‘;ﬂdjﬁ:-i?}

Lebih jauh al-Qaradawi menyatakan bahwa unsur penting dalam produksi
itu ada dua macam yaitu tanah (alam) dan kerja.’" Yang dimaksud dengan tanah
adalah kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia.
Sedangkan kerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan
manusia baik jasmani maupun akal pikiran untuk mengolah kekéyaan alam imi

{ bagi kepentingannya, apakah orang itu bekerja untuk dirinya sendiri atau untuk

*® Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman Abi Bakr as-Suyiifi, al-Jami’ as-Sagit, (Indonesia: Maktabah
Dar Thya al-Kutub al-* Arabiyah, tt), juz 1, him. 24. Hadis Ahmad dan Ibn Majah dari Jubair.

D Bandingkan dengan Abdul Mannan yang menyebutkan bahwa faktor-faktor produksi
yaitu tanzh, tenaga kerja, modal dan organisasi. M. Abdul Mannan, Teori., hlm. 55-62.
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orang lain dengan mendapatkan upah, siapapun orang lain itu, apakah pribadi,
yayasan, perusahaan atau pemerintah.>”
Produksi lahir dan tumbuh dari “perkawinan” manusia dengan alam. Oleh

karena itu telah menyatukan keduanya dalam firmannya :

& P aile N3 Jele O ESO el J6 Bl

Bumi (tanah) adalah lapangan dan medan, sedangkan manusia adalah
pekerja. Apa yang diungkapkan oleh para ekonomi tentang modal dan sistem
tidak keluar dari unsur kerja. Sistem atau aturan tidak lain adalah perencanaan dan
target. Sedangkan modal dalam bentuk alat dan prasarana merupakan hasil kerja.
Modal adalah kerja yang disimpan. Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa unsur
paling penting dalam proses produksi adalah amal usaha.”? Adapun tujuan
produksi adalah sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan hidup individu
Maksudnya bahwa dengan berproduksi, maka dapat merealisasikan pemenuhan
kebutuhan baginya,” baik sandang, pangan, tempat tinggal, ibadah maliyah -
maupun sebagai persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datan

(investasi).

52 Al-Qaradawi, Peran., him. 26.

) Al'Bagarah (2) : 30.

) Al-Qaradawi, Peran., hlm. 147.

) Para pakar hukum Islam menetapkan kebutuhan Pokok mencakup sandang, pangan,

papan, seks, pendidikan dan kesehatan. M. Quraish Shihab, Wawasan al-Our’an Tafsir Maudiu’i atas
PelbagaiPersoalan Umat, ( Bandung: Mizan, 1998), hlm. 457.



68

b. Mewujudkan kemandirian umat
Maksudnya bahwa umat hendaknya memiliki berbagai kemampuan, keahlian
dan prasarana vang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan
spiritual. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban dan sistem
pertahanan negara melalui jalan yang oleh fugaha disebut “furdu kifayah”.
Fardu kifayah ini mencakup ilmu, amal, industri dan kemampuan lainnya yang
dengannya manusia bisa melakukan urusan agama dan dunianya.
2. Distribusi

Di antara kegiatan ekonomi yang terpenting adalah distribusi. Sebagian
ekonom berpendapat bahwa hal pertama yang harus diperhatikan adalah distribusi
dan tidak ada kaitanya dengan produksi. Distribusi adalah proses pemerataan
(pemasaran) hasil-hasil produksi yang berupa barang atau jasa.

Al-Qaradawi membandingkan sistem distribusi kapitalis dan sosialis dengan
sisten distribusi Islam. Distnibusi pada sistem kapitalis terfokus pada pasca
produksi yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk
uang maupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen
produksi yang berandil besar dalam memproduksikannya, yang dalam hal im ada
empat komponen yaitu :

a. upah bagi para pekerja

b. bunga yaitu sebagai ifr.lbalan dari nang modal

c. ongkos sebagai sewa tanah yang dipakat untuk proyek

d. keuntungan yaitu keuntungan bagi pengelola yang menjalankan prakick

pengelolaan proyek dan manajemen proyek.
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Struktur ekonomi kapitalis adalah struktur bersaing. Hal tersebut merupakan
suatu keharusan, karena jumlah persaingan yang cukup sangat dibutuhkan bila
seluruh proses produksi dan distribusi diatur oleh kekuatan pasar.®® Akibat
perbedaan komposisi andil dalam produksi yang dimiliki oleh masing-masing
individu, berbeda-beda pula pendapatan yang diperoleh.

Kaum sosialis menentang masyarakat kapitalis, karena di dalamnya
kekayaan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Dalam ekonomi sosialis,
ekonomi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat.
Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja dalam kekuasaan
negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan adalah sesuai dengan apa yang
ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar.
Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang
meletakkan kebijakkan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa
upah, gaji, bunga maupun ongkos sewa.””

Dan kedua sistem di atas al-Qaradawi membandingkan dengan sistem
Islam mengenai distribusi. Menuruinya ekonomi Islam menolak model yang
ditawarkan kedua sistem tersebut. Islam membangun filosofi dan sistemnya di
atas pilar-pilar yang lain, yang menckankan pada distribusi pra-produksi yaitu
pada distribusi sumber-sumber produksi, di tangan siapa kepemilikannya, apa
hak-hak dan kewajiban kepemilikan tersebut. Hal ini bukan berarti Islam tidak

menaruh kepada kompensasi produksi.

36 M. Abdul Mannan, 7eori., him, 305.

31 Al-Qaradawi, Peran., him. 301-370.
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Dastribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai yang sangat urgen,

yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan,
a. Nilai kebebasan

Nilai kebebasan ini kembali kepada dua hal penting, yaitu :

1). Keimanannya kepada Allah dan men-taufiid-kanNya

2). Keyakinan kepada sesama manusia

Sistem Islam mengakui kebebasan. Dalam hal ini kebebasan tersebut meliputi :

(a). Kebebasan dan kebahagiaan manusia

(b). kebebasan ekonomi dan demokrasi politik

(c). kebebasan dan pertumbuhan kepribadian manusia.
b. Nilai keadilan

Kebebasan ekonomi dalam Islam adalah kebebasan yang terkendali, terkait
dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Hal in1 karena dalam tabiat manusia
ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah sebagai suatu hikmabh.
Dalam Islam keadilan adalah pondasi yang memasuki semua ajaran dan
hukum Islam berupa akidah, syari’ah dan akhlak (moral).

Salah satu contoh distribusi dalam Islam adalah kewarisan. la merupakan
faktor penting dalam pemerataan kekayaan, perluasan landasan dan
pemindahannya dari satu pemilik kepada beberapa pemilik.

3. Konsumst
Sesungguhnya perbaikan maupun peningkatan produksi tidak akan ada

gunanya jika tidak diimbangi dengan adanya konsumsi terhadap hasil produksi.
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Dengan adanya konsumsi, maka akan mendorong masyarakat untuk
berproduksi agar dapat terpenuhi tuntutan dan kebutuhan (permintaan/demand).
Sehingga jika orang menahan diri dar1 konsumsi, maka roda produksi macet dan
masyarakat akan tertinggal karena tidak adanya daya beli yang menggunakan
barang-barang produksi. Karena itu, sebagian negara-negara industri berusaha
untuk membantu sebagian negara-negara berkembang dan membernkan pinjaman
dan jumlah yang cukup besar. Hal itu dilakukan untuk menciptakan daya beli.
Negara-negara industri tersebut dengan pinjamannya —kadang-kadang dengan
bantuan- menciptakan pasar untuk barang hasil produksinya.”®

Dalam hal konsumsi atau pembelanjaan harta, Islam telah mengharamkan
pemborosan dan penghamburan harta. Karena itu Islam meletakkan batasan
ketentuan dalam konsumsi dan pembelanjaan.

a. Batasan pada cara dan sifat
Maksudnya adalah batasan-batasan yang dirurﬁuskan Islam mengenai
konsumsi yang terkaif dengan cara dan macam tanpa melihat kepada kuantitas
sesuatu yang dikonsumsi, yaitu pembelanjaan yang terkaif pada sesuatu yang
diharamkan.

b. Batasan pada kuantitas dan ukuran
Yang masuk dalam kriteria imi yaitu membelanjakan harta untuk yang
diperlukannya dan tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya.

Adanya pembatasan dalam kegiatan konsumsi im ditujukan kepada beberapa

sasaran praktis dan edukatif :

8 Al-Qaradawi, Peran., hlm. 211-212.
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1). Pendidikan moral
Yaitu semacam pendidikan moral psikologis, karena sikap berlebih-lebihan
bukan moral yang baik.

2). Pendidikan sosial
Pendidikan sosial ini dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan
kesenjangan sosial yang terjadi antara orang kaya dengan miskin. |

3). Pendidikan ekonomi
Maksudnya yaita pendidikan ekonomi bagi setiap individu, karena sikap
berlebih-lebihan dalam konsumsi adalah menyia-nyiakan semua usaha untuk
penambahan produksi. Jika sikap keseimbangan dalam belanja dan berhemat
dalam konsumsi sudah menjadi prilaku umum di masyarakat, maka akan
tersedialah harta dalam jumlah besar dan beralihlah dari pola pembelanjaan
konsumtif menjadi pola pembelanjaan produktif.

4). Pendidikan kesehatan dan jasmani
Pendidikan kesehatan dan jasmani imi maksudnya adalah bahwa sikap
berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat mempermudah
timbulnya penyakit

5). Pendidikan kemiliteran dan politik

Yaitu pendidikan yang mempersiapkan umat untuk menghadapi musuh-

musuh mereka yang memiliki kekuatan yang tangguh. Umat yang cenderung

hidup berlebih-lebihan dan beménang-senang akan cenderung kepada hidup
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santai dan mewah. Gaya hidup seperti ini dapat membunuh jiwa

patriotisme.sg)

Sikap berhemat dalam kegiatan konsumsi semakin menjadi keharusan jika
barang-barang penghasilan berkurang seperti di masa kvisis. Maka dalam
menghadapi keadaan seperti ini negara boleh ikut campur tangan dalam
membatasi konsumsi pada hari-hari sulit demi kepentingan umum.

4. Sirkulasi

Sirkulasi berarti penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukaran
komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi
lain atau suatu komoditi ditukar dengan uang. Menurut ahli fikih Islam sikulasi
diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan menukarkan barang-
barang tersebut dengan orang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.®” Sirkulasi
menurit para ekonom ialah sejumlah transaksi dan operasi yang dipakai orang
untuk sirkulasi barang dan jasa. Dengan kata lain perputaran barang dan jasa
melalui cara jual beli, /easing, penyewaan, perwakilan, agensi, perseroan dan
sebagainya dari berbagai sarana transaksi dan bisnis.

Sirkulasi d.alam Istamn bukanlah suﬁtu sisterﬁ penukaran barang dan jasa
secara liar, akan tetapi ada keséimbangan dalam jumlah barang dan jasa yang

beredar di pasar, schingga akan terjadi keseimbangan harga dengan menghindari -

% Ibid,, hlm. 262-274.

S0 Afralur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo & Nastangin, (Yogyakarta:
PT. Dana Bhakti Wakaf, 199 ), him. 71.
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sistem pasar monopoli atas barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh
konéumen.

Islam memiliki prinsi-prinsip dan nilai-nilai dalam rangka menciptakan
pasar yang memiliki “kebebasan terkendali” yaitu kebebasan yang terikat oleh
keadilan dan prinsip-prinsip agama serta moral. Prinsip dan nilai tersebut
meliputi:

a. Larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
b. Kejuyjuran, amanah dan nasthat

c¢. Sikap adil dan pengharaman niba

d. Kasih sayang dan pengharaman monopoli

e. Toleransi, ukhuwah dan shodagoh

f. Persiapan sebagai bekal menuju akhirat.

Aktifitas-aktifitas ekonomi di atas dapat terwujud dan mencapai
keseimbangan antara satu dengan yang lainnya apabila dalam masyarakat sudah ada
kemapanan ekonomi. Permasalahan sosial yang ditimbulkan akibét kemiskinan dan
keterpurukan ekonomi sudah dapat diatasi. Di smilah zakat dapat berperan untuk
mendukung terwujudnya akfifitas-aktifitas di atas melalui sistem pengelolaan yang
professional yang diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat.
Misalnya, dengan dana zakat yang diterima, maka seseorang memiliki dana untuk
dijadikan modal produksi. Kemmdian hasil produksinya didistnbusikan kepada
konsumen sehingga ia akan memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan tersebut ia
dapat melakukan konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuban hidupnya, hingga pada

suatu saat ia akan berubah menjadi orang yang wajib membayar zakat (muzaki?).



BAB IV
ANALISIS ATAS PEMIKIRAN AL-QARADAWI TENTANG KONSEP
PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN

EKONOMI UMAT

A. Analisis Konsep Pengelolaan

Memandang pengelolaan zakat sebagai urusan pribadi jelas bertentangan
dengan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-
negara Islam sejak zaman Nabi SAW, Khalifah, dan pemerintahan Islam sesudahnya
ditangani oleh aparat pemerintah yang disebut amil zakat.

Di samping amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas
sama dengan amil zakat yaitu bait al-mal.L Bait al-mal ini ada empat macam :
1. Bait al-mal khusus zakat

2. Bait al-mal khusus untuk menyimpan pajak dan upeti

D Perbedaan antara amil zakat dan bait al-mal, amil zakat adalah petugas pengelola dana
zakat. Jadi lebih pada penyebutan personainya. Sedangkan bai? al-mal adalah lembaga harta dimana
harta-harta yang merupakan pemasukan kas negara dikumpulkan Oleh karenanya bait al-mal ini
dikelompokkan menurut jenis/sumber harta yang dikumpulkan. Petugas/pegawai yang bekerja pada
bait al-mal khusus zakat secara otomatis ia adalah amil zakat dan berhak menerima bagian zakat.
Sedangkan petugas yang bekerja pada bait al-mal yang lain, misalnya pajak bukanlah termasuk amil
zakat, karena sumber hartanya berbeda. Pajak bumi merupakan kewajiban yang dibebankan
pemerintah kepada pemilik tanah karena kepemilikannya di bawah administrasi kekuasaan
pemerintah. Ketentuannya pun tidak sama dengan zakat seperti adanya nisab, haul, berkembang dan
sebagainya. Di samping itu asas teorl wajib pajak berbeda dengan asas teori wajib zakat. Asas teori
wajib pajak meliputi; Teori perjanjian, para filosof abad ke-19 berpendapat bahwa pajak diwajibkan
atas dasar hubungan timbal balik negara dengan warganya. Menurut pendapat ini bahwa pajak itu
dianggap sebapai imbalan jasa yang diperoleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala
kepentingan umum dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara negara
dengan warganya. Jeori kedaulatan negara. Dasar filosofis teori ini adalah bahwa dalam
melaksanakan fungsinya negara memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu negara mempunyai hak
untuk mewajibkan pendudukmya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan
tingkat kemainpuan warganya. Al-Qaradawi, Figh az-Zakah Dirasah Muqaranah L Ahkamiha wa
Falsafatiba i Daw’ al-Qur’an wa as-Sunnah, (Beirut: Mu’assasatur-Risalah, 1980), juz II, hlm. 1006-
1008, .
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Buait al-mal Xhusus untuk ganimah

4. Bait al-mal khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau ahli warisnya,

akan tetapi tidak bisa dikembalikan.?

- Dalam masalah zakat, peran bait al-mal khusus zakat inilah yang nantinya

akan mengelola, di samping juga mengelola sumber-sumber lain seperti infaq,

sadaqah.

Apabila pengelolaan maupun urusan zakat sepenuhnya diserahkan kepada

pribadi-pribadi tanpa campur tangan pemerintah, maka dapat menimbulkan hal-hal

yang negatif antara lain:

l.

Para muzakki yang belum mantap kesadaran beragamanya atau mempunyai sikap
mental matenalistis vang berlebihan, egoistik tidak akan tergugah hatinya untuk

menolong sesama melalul zakat.

. Fakir miskin dan musfafig lainnya secara psikologis lebih terhormat (tidak

merasa malu ataupun segan) apabila mereka menerima zakat dart pemerintah dan

pada langsung dan muzak&r.

. Distribusi zakat tidak merata kepada mustahig, tidak efisien, kurang produktif,

sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama dari zakat.

Zakat dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan peningkatan ekonomi
bagi masyarakat, dan sumbér dana yang tetap dan besar melalui zakat ini tidak
akan terkumpul apabila pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada

kemauan muzakks,

2 Ibid, hlm. 757-758.
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Karena itu, pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah, karena
pemerintahlah yang mempunyai aparat yang lengkap, sarana dan prasarana yang
memadai serta memiliki wewenang memaksa kepada para wajib zakat yang enggan

membayar zakat.?

Al-Qaradawi menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan zakat melalui
pemberdayaan ekonomi umat, sehingga kemiskinan terhapus, terjaminnya kecukupan
kaum fakir serta terpenuhinya kebutuhan pokok dengan menggunakan dana zakat
dan sumber-sumber lain dapat mencapai keberhasilan, jika dipraktekkan dalam
masyarakat Islam yang berpegang teguh pada sistem Islam, baik dalam kehidupan
ekonomi, sosial maupun politik. Karena tidak mungkin satu ketentuan Islam

diberlakukan sedangkan sebagian yang lain ditinggalkan. Sistem Islam tentang

kehidupan dan masyarakat bersifat integral dan saling melengkapi.4) Atau dengan
kata lain Islam sebagai ideologi harus diterapkan dalam bentuk negara dan sistem
pemerintahan secara integral {negara Islam).

Al-Qaradawi mengasumsikan jika sistem Islam seperti zakat, diterapkan
dalam masyarakat yang asing dengan Islam atau tidak menggunakan sistem Islam
secara intergral, fnaka akan melahirkan hal-hal sebagai berikut -

1. Zakat akan terkumpul sedikit sehingga tidak cukup untuk mengatasi problem
| ekonomi umat dan berbagai masalah sosial yang ditimbulkannya. Terbatasnya

penghasilan disebabkan oleh beberapa hal :

? Masyfuk Zuhdi, Masail Fighiyyah, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994) Cet. 1. Him. 50.

* Al-Qaradawi, Kiat Dalam Mengentaskan Kemiskinan, alih bahasa Syafril halim, (Jakasta:
Gema Insani Press, 1995), hlm. 172, juga dalam Al-Qaradawi, Anatomy Masyarakat Islam, alih bahasa
Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Al-Kautsar, 199 ), him. 50
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a. Lemahnya dorongan dan pengetahuan di kalangan masyarakat akibat invasi
pemikiran asing. Kebanyakan orang puﬁ enggan membayar zakat kepada
pemerintah karena sudah terbebani oleh berbagai jenis pajak. Mereka tidak
menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang mengabaikan syan’at Allah.
Mereka memperkirakan bahwa zakat yang dipungut tidak akan didistribusikan
menurut ketentuan syari’at seperti halnya yang terjadi pada pendayagunaan
pajak.

b. Karena mayoritas masyarakat sudah tidak mempunyai kekayaan dan
penghasilan yang cukup sebagai sumber dana. Hal ini disebabkan oleh gaya
hidup yang konsumtif, boros dan mengutamakan kemewahan sebagai akibat
akulturasi budaya setempat dengan budaya asing, sehingga dalain memenuhi
berbagai kesenangan tersebut akhirnya mengambil kekayaan dan sumber dana
yang sebenarmnya digunakan sebagali sumber cadangan/persediaan untuk
memenuhi kebutuhan yang akan datang,

2. Sebagian hasil zakat yang sedikit 1tu akan digunakan untuk membayar pegawai,
administrasi perkantoran dan perlengkapan pengelolaan zakat. Akibat kebutuhan
pembiayaan tersebut dan adanya kecenderungan hidﬁp mewah, dana zakat itu pun
habis sebelum sampai kepada mustafiig.

3. Ketika zakat didistribusikan, sering fimbul kekacauan dan penyimpangan. Banyak
orang- yang berhak tidak mendapat bagian, sementara yang tidak berhak justru
mendapatkannya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya iman dan minimnya

pendidikan agama, baik di kalangan petugas zakat maupun masyarakat.
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4. Akhirnya zakat tidak mampu berperan optimal dalam mengatasi problem ekonomi
umat. Karena hanya sebagian kecil yang mendapatkan dana zakat dan_ Jjumlah
yang ditenmanya pun sedikit. Setelah itu muncul anggapan bahwa zakat tidak
efektif dalam memberdayakan ekonomi umat.”

Asumsi di atas dapat dipahami berdasarkan hubungan struktural antara
pemerintah dengan amil zakat Karena amil diangkat oleh pemerintah, maka tidak
bisa lepas dari sistem pemerintahannya. Kemudian bagaimana amil menjalankan
tugasnya, tidak lepas dari pengawasan pemerintahh dan masyarakat. Di sini ada
hubungan fungsional antara pemerintah, amil dan masyarakat. Hubungan ini dapat
dipertahankan apabila berada dalam satu sistem, baik sistern hukum, politik, ekonomi
maupun ideologi.

Seperti sudah disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa al-Qaradawi
membuat suatu model kepengurusan amil zakat dan tingkat pusat sampai ke tingkat
desa serta mekanisme arus pembagian dan pengalihan dana zakat, sehingga akan

memudahkan dalam menjalankan tugasnya. Jika dibuat dalam bentuk bagan, maka

akan tersusun struktur organisasi sebagai berikut :*

3 Ibid., hlm. 172-174.

® Semua format bagan Lembaga zakat diambil dari buku IAIN Raden Intan, Pengelolaan

Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suaty Pendekatan Operatif, { Lampung: TAIN Raden Intan, 19%0),
hlm. 113-116.
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Struktur Vertikal
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Bagan 2

Struktur Organisasi Amil Zakat Dati X dan Dati II

Badan Fatwa Badan Pengarah
Direktur
Organisast dan Konsuitan
manajemen
Pengarahan Dana Peningkatan Kualitas
Zakat kehidupan
Penyuluhan dan Penataan Pengembangan &| | Pengembangan & Pengembangan
Operasi sumberdaya| | bina kelembagaan| bina ketrampiian bina usaha
Pengarahan dan wira usaha manajemen atau proyek
dan teknologi

g1
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Bagan 3
Struktur Organisasi Amil Zakat Tingkat Kecamatan
Badan Fatwa Badan Pengarah
Direktur
Adminitrasi Penyuluhan Pengarahan Pengembangan pengembangan
dan monitoring dana dan bina kelembagaay dan bina
Pengendalian usaha dan ketrampilan usaha
Bagan 4
Struktur Organisasi Amil Zakat Tingkat Desa
Badan Fatwa
Direktur
| [ | i
Admintrasi & Penyuluhan Pengarahan Pengembangan Pengembangan
Pengendalian tan Monitoring dana & bina kelembagaan, an bina usaha
Usaha sumber daya manusi dan teknologi
[ | L l
Usaha-usaha Industt ramah Industri kecil Perdagangan
Pertanian tangga
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Uraian di atas adalah konsep pengelolaan zakat dilihat dan segi institusional
(sistem kewilayahan/sektor).

Dari segi operasionalnya, pengelolaan zakat atau pendayagunaan zakat
didasarkan pada prinsip tentang fungsi harta dalam ajaran Islam, bahwa harta harus
berfungsi menurut nilai dan daya gunanya (efektif), sehingga harta itu benar-benar

berkembang dan memnberi manfaat yang sebesar-besamya bagi individu dan

S

masyarakat. Dengan demikian harta memiliki fungsi individual dan sosial.” Begitu
pula dengan zakat yang merupakan ibadah harta dan memiliki kedua fungsi di atas,
agar dalam pengelolaannya memenuhi fungsi pokoknya, maka diperlukan konsep
pengelolaan yang profesional dan terarah.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, menurut al-Qaradawi bahwa dana
zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk mendirtkan unit-unit usaha dengan
tenaga kerjﬁ kaum duv’afa. Konsep pengelolaan ini sama halnya dengan sistem
mvestasi melaiui penjualan saham. Bedanya adalah sistim investasi mvestasi saham
konvensional berorientasi profit murmi (profit oriented). Dalam suatu perusahaan
yang pemilikannya berdasarkan saham, maka sepala kebijakannya berdasarkan
kepemilikan saham terbesar. Walaupun tidak sepenuhnya berada di tangan pemilik
saham terbesar, namun lebih mendominasi dalam hal pengambilan kebijakan. Baik
mengenal manajemen peruéahaan, tenaga kerja, pola produksi dan distribusi,
menyangkut pembagian laba perusahaan melalui rapat pemegang saham, serta
administrasi dan keuangan perusahaan. Sedangkan dalam pengelolaan zakat,

pengurapulan dana zakat ﬁntuk mendirikan suatu unit usaha tidak melalui penjualan

" Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: >Grafindo
Persada, 1998), hlm_ 18-19.
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saham namun berdasarkan besarmya kepemilikan harta yang wajib dizakati. Di mana
dalam pengumpulan dana tersebut pemerintah ikut campur tangan dan bahkan
merupakan tanggung jawabnya. Orang yang telah menyerahkan zakatnya tidak
mengorientasikan dirinya pada perolehan laba perusahaan. Ta semata-mata memenuhi
kewajiban agama dengan mengharapkan ke-rida-an Allah. Oleh karena itu dalam
manajemen perusahaan, kebijakan yang diambil tidak berdasarkan kepemilikan
saham, —dalam hal ini orang yang telah menyerahkan zakat- karena ia sama sekali
tidak berhak untuk ikut campur tangan dalam pengelolaannya, namun sepenuhnya
tanggung jawab pengelola zakat yang diangkat oleh pemerintah dengan senantiasa
memperhatikan kepentingan ekonomi umat.

Pengelolaan model ini tentu saja membutubkan dana yang cukup besar,
sistem manajemen yang sehat dan profesional agar tidak terjadi defisit anggaran
untuk operasional perusahaan atan dengan kata lain perusahaan tidak mengalami
kerugian (pailit).

Selain konsep di atas, pengelolaan zakat dengan manajemen koperasi juga
dapat dijadikan sebagai alternatif Dalam memperoleh dana zakat, jumlah

- penerimaan dana oleh mustafig sangat tergantung pada jumlah zakat yang berhasil
dikumpulkan oleh amil. Adakalanya mereka menerima dalam jumlah yang banyak
dan adakalanya mereka menerima dalam jumlah yang sedikit. Yang menjadi
persoalan adalah ketika jumlah yang diterima sedikit, maka akan sulit untuk
dijadikan sebagai modal usaha perorangan. Artinya tanpa adanya mengadakan

kerjasama dengan orang lain dalam bidang ekonomi (joint venture). Oleh Karena itu
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untuk memperoleh nilai tambah, mereka dapat menghimpun modalnya dan
melakukan kegiatan bekerja sama dalam wadah organisasi ekonomi.

Koperasi dapat dijadikan sebagai wadah tersebut, karena koperasi selain
sebagai wadah organisasi ekonomi juga sebagai sistem ekonomi. Koperasi adalah
organisasi ekonomi yang berwatak social dan bukan mempakan kumpulan modal,
melainkan kumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
Dengan demikian agar pengelolaan modal oleh para mustfahig zakat dapat berhasil
mencapai tujuan mepingkatkan kemakmuran dirinya itu, maka mereka dapat bekerja
sama dengan jalan berkoperasi dan sekaligus menerapkan sistem manajemen

koperasi.®

Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang menganut prinsip open
management terhadap anggotanya, hak dan kewajiban mereka bersama. Para anggota
akan membuat rencana (planning) bersama, menyusun organisasi (orgahnizing)
bersama, melakukan pekerjaan (acfuating) bersama, dan mengadakan pengawasan
(controlling) bersama. Jelas bahwa dengan berkoperasi para mustafiig memperoleh
peluang untuk mengembangkan modal usahanya bagi dan oleh mereka bersama.

Dapat dipahami bahwa para mustahigbukan saja miskin dalam harta, tetapi
sangat mungkin juga dalam pengetahuan dan organisasi, terlebih lagi dalam
organisasi ekonomi. Kondisi semacam ini dapat diselesaikan dengan jalan
menyediakan konsultan yang anggotanya terdiri atas teknokrat madya, baik dari

ilmuwan agama maupun kalangan profesional yang terkait.

# JAIN Raden Intan, Pengelolaan., hlm. 10.
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Konsultan tersebut bertugas untuk memberikan bimbingan teknis dan
administrasi secara berkesinambungan sampai jangka waktu di mana koperasi
tersebut mampu berjalan secara mandiri. Apabila menurut hukum syar’/ tidak ada
yang membatasinya, maka konsultan Iebih tepat sekaligus merangkap sebagai amil
zakat. Bimbingan tersebut bertujuan untuk memfungsikan semua alat perlengkapan
organisasi koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, Badan Pemerniksa) dan tugas-tugas
penyelenggaraan organisasi dan usaha serta kepengurusan administrasi batk di
bidang ketatausahaan, ketenagakerjaan, keuangan, kekayaan dan niaga koperasi.

Dalam keanggotaan koperasi demi mempertahankan kelangsungan hidup
koperasi ini, sebaiknya beranggotakan kaum ¢u’afa yang mempunyai profesi sejenis
seperti petani penggarap, nelayan, pengrajin dan sebagainva. Pengelompokkan
semacam ini akan memudahkan pembinaannya oleh konsultan dalam melaksanakan

tugasnya.
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Contoh Proses Pembentukkan Koperasi Petani Penggarap (Tarap)
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B. Sistem Manajemen dan Administrasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat adalah manajemen

pengelolaan :

1. Memilih Amil yang baik
Maksudnya bahwa orang-orang yang dipilih sebagai amil memilki integritas
personal yang bisa diandalkan, seperti etos kerja yang tinggi,, muslim, mengetahui
hukum-hukum zakat, amanah. Dalam siyasah syar’iyyah syarat-syarat tersebut

dikelompokkan menjadi dua yaitu kuat dan amanah, berdasarkan firman Atlah
M eV 5 @l e e O

Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Amil yang kuat sangat

dibutuhkan dalam bidang yang sifatnya membutuhkan kenja fisik. Seperti menarik

zakat dan menyalurkannya kepada mustahik. Sedangkan amanah lebih dibutuhkan

dalam masalah pemeliharaan, pengelolaan, administrasi dan penjagaan harta.

2. Mempermudah dan menghemat biaya administrasi

Dalam mengelola zakat hendaknya menghindan sistem birokrasi yang rumit.

Artinya jauh dari keruwetan, beban dan pemborosan dalam biaya administrasi.

Dalam mempermudah dan menghemat sistem administrasi im1 dapat dilakukan

dengan cara :

a. Mengangkat para petugas zakat yang berasal dan daerah di mana zakat im
ditarik dan menggajinya dengan jumlah yang lebih besar karena mereka
mlenanggung biaya hidup keluarganya. Amil ini bekerja secara full time. Ini

dilakukan agar mereka ‘benar-benar berkonsentrasi terhadap pekerjaannya.

U Al-Qasas (28) : 26.
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b. Mengelompokkan para pekerja sukarela

Kelompok ini bekerja berdasarkan kerelaan semata tanpa mengharapkan

imbalan (gaji). Oleh karena itu mereka perlu dikoordinasikan dengan baik.

. Mengambil harta zakat sebagai ganti dari benda

Maksudnya yaitu apabila wajib bagi pemilik harta, zakat seckor kambing, atau
seekor sapi atau sekuintal beras, maka mengeluarkan jenis-jenis benda tersebut
dengan menyerahkan harganya yaitu dengan uang. Ulama berbeda pendapat,
ada yang melarang secara keseluruhan, ada yang memperbolehkan tanpa
diserta makruh, ada yang memperbolebkan disertai makruh dan ada yang
memperbolehkan hanta benda-benda tertentu saja. Sebab-sebab perbedaan ini
kembali kepada perbedaan pandangan tentang hakikat zakat , apakah ia sebagai
ibadah kepada Allah atau sebagai kewajiban yang tetap dari harta orang-orang
kaya terhadap orang miskin. Dalam menyikapi perbedaan ini, al-Qaradawi
mcnggunakan. pendapat imam Hanafi yang menjelaskan bahwa pada
hakikatnya menonjolkan segi ibadah dalam zakat dan meng-givas-kan dengan
salat dalam memberikan Qayid dengan nas yang bisa diambil tidak sejalan
dengan watak zakat itu sendiri. Berdasarkan pendapat imam Hanafi ini al-
Qaradawi menyatakan:

“Kenyatannya bahwa pendapat imam Hanafi lebih sesuai dengan zaman kita
sekarang ini. Lebih mudah bagi manusia dan lebih mudah menghitungnya dan
terutama jika dalam hal ini terdapat kantor atau lembaga yang mengelola
pengumpulan dan pembagian zakat, karena mengambil jenis benda itu akan

menyebabkan bertambahnya biaya pengelolaan untuk memindahkan benda
zakat itu dari daerah-daerah ke kantor. Demikian pula dengan pemeliharaan

benda tersebut agar tidak rusak teratama pada jenis hewan.”'?

12 Al-Qaradawi,Figh., hlm. 794.
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d. Memperbaiki sistem akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi
pengelola zakat (OPZ)

Akuntansi merupakan tlmu yang sangat dibutuhkan oleh semua organisasi,
baik organisasi bisnis maupun yang bersifat nirlaba. Dengan diterapkannya
akuntanst yang baik, organisasi dapat dikatakan tefah melaksanakan
akuntabilitas dan transparansi yang baik. Karena dengan adanya akuntansi,
organisasi dapat mengetahui kinerja keuangannya dengan disusunnya laporan
keuangan. Terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat dipublikasikan
secara luas.

Jenis akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba termasuk

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah akuntansi dana (Fund Accounting)"
yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mengukur pelaksanaan anggaran yang
telah ditetapkan. Akuntansi jenis ini memiliki unsur-unsur ; dapat terdiri lebih
dar satu entitas (beberapa jenis dana, misal ; dana zakat, dana infaq, sadaqah,
wakaf dan dana pengelola), transaksi baik penerimaan/pengeluaran neraca
(real account) dilaporkan baik dalam laporan neraca maupun laporan aktiﬁtaé

serta sangat dipengaruhi oleh peraturan atau ketentuan perundang-undangan

) Jenis akuntansi ada dua macam yaitu akuntansi dana dan komersil. Akuntansi komersil
biasa dipergunakan untuk organisasi vang bersifat mencari laba (profit Organization), seperti
perusahaan-perusabaan bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur tingkat keuntungan. Unsur-
unsurmya yaitu; hanya terdin dari satu entitas akuntansi, transaksi pengelusran/penerimaan neraca
(real account) tidak dilaporkan dalam laporan aktifitas dan bersifat fleksibel. Terdapat dalam Hertanto
Widodo dan Teten Xustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola
Zakar, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), him, 17-20.
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yang berlaku, sehingga bersifat kurang fleksibel (lebih kaku).'* Adapun tujuan

laporan keuangan OPZ adalah sebagat beril-cut :

1). Menyajikan informasi apakah OPZ dalam melakukan kegiatannya telah
sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.

2). Untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggung
Jawabnya.

3). Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh OPZ dan
kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah QOPZ

adalah :

1). Neraca
Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan
atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada waktu tertentu. Tujuan
laporan ini disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva,
kewajiban, saldo dana dan informasi mengenai hubungan di antara-unsur-
unsur tersebut pada waktu tertentu.

2). Laporan sumber dana dan penggunaan dana
Adalah suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi yang
meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu.
Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan
peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana serta

hubungannya antar transaksi dan peristiwa lainnya.

) Ibid , hlm 20.
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3). Laporan arus kas
Yaitu suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas
keluar pada periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada periode tertentu
yang dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu arus kas dari aktifitas operasi, arus
kas dari aktifitas investasi dan arus kas dari aktifitas pendanaan.

4). Laporan dana termanfaatkan
Laporan ini mengakomodasi transaksi penerimaan dan pengeluaran neraca,

yang selain dilaporkan di neraca juga harus dilaporkan dalam laporan

aktifitas.
5). Catatan atas laporan keuangan
Laporan ini merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan kenangan
sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Biasanya catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal sebagai berikut :
a). Informasi umum mengenai lembaga
b). Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
¢). Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih
lanjut
d). Kejadian setelah tanggal neraca
¢). Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif.



Adapun format laporan keuangan OPZ adalah sebagai betikut :15)

DANA ZAKAT
NERACA
Pertanggal 31 Desember 2002 dan 20001

Aktiva 31Des. 2002 31Des. 2001 | Kewajiban & 31 Des. 2002 31 Des. 2001
Cait. -Rp- -Rp- Saldo Dana Catt. -Rp- -Rp-
Aktiva lancar Kewajiban
Kas RRX xR Jangka pendek XX XX
Bank XX XXX Kewajiban
Total aktiva lancar ~ xxx XXX Jangka panjang 0% 0%
Saldo dana
Dana zakat 00 XXX
Dana termanfa-
atkan XXX MK
Jumiah saldo dana xxx XXX
Total kewajiban
Total aktiva XXX XXX dan saldo dana XXX xxx

1) Semua format Laporan keuangan diambil dari buku Hertanto Widodo dan Teten
Kustiawan, /bid., him. 36-39.




DANA ZAKAT
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001
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SUMBER DANA
1). Zakat profesi
2). Zakat mal
3). Zakat perusahaan
4). Zakat fitrah
Total Sumber Dana

PENGGUNAAN DANA
1). Fakir miskin
2). Gharimin
3). Ibn sabil
4). Rigab
5). Fisabilillah
6). Mu’allaf
Total Penggunaan Dana

SURPLUS (DEFISIT)
TRANSFER DANA
I). Transfer masuk
Pinjaman dari dana... ...
Hibah dari dana.........
2). Transfer keluar
Penyaluran kepada dana pengelola
Pinjaman kepada dana........

SALDO AWAL DANA ZAKAT
SALDO AKHIR DANA ZAKAT

Catt. 31 Des. 2002 31 Des. 2001
_Rp.. _Rp_
XXX XXX
XXX XXX
Xx%X XXX
XXX XX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
xAXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
AXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX




DANA ZAKAT
LAPORAN ARUS KAS

Tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001
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31 Des. 2002 31 Des. 2001
..Rp_ _Rp_
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI
Penerimaan zakat XXX XXX
Penyaluran kepada fakis miskin XXX XXX
Penyaluran kepada gharimin XXX XXX
Penyaluran kepada dana pengelola (amil) XXX XXX
Ars Kas Bersih dari Aktifitas Operasi XXX XXX
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI
Penjualan aktiva tetap XXX XXX
Pembelian aktiva tetap XXX XXX
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi XXX XXX
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN
Pinjaman jangka panjang XXX XXX
Pembayaran pinjaman jangka panjang XXX XXX
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan  xxx XXX
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSTH KAS DAN
SETARA KAS XXX XXX
KAS dan SETARA KAS PADA AWAL PERIODE XXX XXX
KAS dan SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE ~ xxx XXX
DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIFITAS NON-KAS
Zakat yang diterima dalam bentuk emas XXX XXX
Jumlah Aktifitas non-kas XXX XXX
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DANA ZAKAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA TERMANFAATKAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001

31 Des. 2002 31 Des. 2001
-Rp- -Rp-
SALDO AWAL XXX XXX
PENAMBAHAN

Pembenan piutang kepada fakir miskin XXX XXX

Pembenan piutang kepada gharimin XXX XXX

Jumlah penambahan XXX XXX
PENGURANGAN

Penerimaan dari fakir miskin XXX XXX

Penerimaan piutang dari gharimin XXX XXX

Jumlah pengurangan XXX XXX

SALDO AKHIR Xxx XXX

Selanjutnya yaitu manajemen keuangan OPZ. Manajemen keuangan OPZ
tidak diukur semata-mata dan efisiensi dan efektifitas, melainkan diukur juga
dari sejauhmana kesesuaian dengan syari’ah. pengertian manajemen keuangan
dalam OPZ adalah perencanaan, pengelolaan, pengendahian dana untuk
memenuhi ketenfuan syar’l dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya
efisiensi dan efektifitas dana.

Dalam realitas saat ini, masih sedikit OPZ yang memahami dan
melakukan manajemen keuangan. Yang banyak sekarang, adalah OPZ berjalan
apa adanya. Tidak ada target berapa dana yang diharapk.an terhimpun, berapa

Jiwa atau badan usaha yang ditargetkan sebagai muzakki, berapa jiwa akan
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menerima dana zakat baik secara rutin maupun insidentil dan berapa jumlah

amil full-time beserta jumlah upah yang harus dibayar. Kenyataan ini harus

diubah, OPZ harus melakukan manajemen kenangannya.

Manajemen keuangan bagi OPZ memiliki arti penting sebagai berikut :

1). Dana dikelola sesuai dengan syari’ah

2). Pertanggungjawaban kepada muzakki dan masyarakat pada umumnya dapat

diberikan

3). Penggunaan dana lebih tepat guna dan berdaya guna

4). Kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini

5). Keamanan dana relatif tefjamin.

Adapun manajemen meliputi :

a). Perencanaan keuangan

Perencanaan keuangan umumnya diwujudkan dalam bentuk anggaran

(budget). D1 Indonesia, membuat anggaran belum umum dilakukan oleh.
OPZ. Namun di Malaysia, Bait al-Mal Negara Wilayah Persekutuan Kuala

Lumpur —misalnya- biasa menyusun perencanaan tahunannya dengan nama
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Tahun xxx.'

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang
meliputi selurubh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit moneter

dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.

1) Ibid,, hlm. 77.
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(1). Anggaran kas
Untuk pengelola zakat, anggaran yang paling penting terkait dengan
pengelolaan keuangan adalah anggaran kas. Hal imi didasarkan pada
pertimbangan bahwa tugas pokok pengelola zakat ditinjau dari aliran
dana adalah penghimpun dan penyalur dana. Dana ini pada umumnya
dalam bentuk kas. Sehingga dapat dikatakan tugas pokok pengelola zakat
adalah mienyimpan dan menyalurkan kas. Agar kas bisa disediakan
dengan baik dan tepat pada saat diperlukan, maka perlu perencanaan kas
yang berisi proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas.
(2). Metode penyusunan anggaran kas
Penyusunan anggaran kas dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga
metode sebagai berikut :
(a). A priori
Adalah penyusunan anggaran dengan menetapkan proyeksi
penghimpunan terlebih dahulu dan kemudian dijadikan dasar untuk
menetapkan penyaluran.
(b). A posteniori
Adalah penyusunan anggaran dengan cara menetapkan estimasi
penyaluran terlebih dahulu, baru setelah itu ditetapkan target
penghimpunan dengan mengacu pada estimast penyaluran yang telah

ditetapkan.
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(c). Pragmatis
Adalah penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman-pengalaman
periode sebelumnya.'”
Adapuﬁ Langkah-langkah penyusunan anggaran kas adalah sebagai
berikut :
Pertama, Anggaran penghimpunan meliputi :
- Klasifikasi jenis sumber dana yang akan dihimpun
- Tetapkan estimasi dari masing-masing sumber dana berdasarkan tahun
lalu atau target pengeluaran
- Tetapkan nilai anggaran penghimpunan
Kedua, Anggaran penyaluran meliput; :
- Klasifikasi jenis penyaluran berdasarkan aspafdan program.
- Tetapkan estimasi masing—masing asnaf atau program tahun lalu atan
berdasarkan target penghimpunan
- Tetapkan nilai anggaran penyaluran
b}. Pengelolaan keuangan
(1). Penghimpunan dana
Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan
é cara dana diterima. Kemudian cara dana diterima ada tiga macam, yaitu
j melalui rekening Bank, Counter dan “jemput bola”. OPZ dapat

menggunakan salah satu dari ketiganya atau sekaligus.

D 1bid, hlm. 79.
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Dalam hal tentang jenis dana, masing-masing mempunyai karakteristik
sumber dan pembatasan-pembdfasan yang berbeda-beda dalam
penyalurannya. Karakteristik sumber dan pembatasan dapat berupa
ketentuan syari’ah, ketentuan perundang-undangan atau pembatasan yang
berasal dari muzakki Contoh karakteristik sumber dan pembatasan yang
harus dipenuhi oleh pengelola zakat adalah zakat fitrah. Zakat fitrah
adalah kewajiban vyang dikenakan kepada setiap muslim yang
mempunyai kelebihan makanan untuk satu han di akhir bulan Ramadlan
dan harus sudah diberikan kepada mustahig sebelum salat ‘Idul Fitn
dimulai. Berdasarkan karakteristik sumber dan pembatasan tersebut,
maka OPZ harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sesuai
dengan kemampuan untuk memenuhi pembatasan yang melekat pada

dana yang akan diterimanya.

(2). Penyaluran dana

Panduan dalam penyaluran dana setidaknya mencakup penerimaan dana,
ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur penyaluran dana
dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Model penyaluran dan
ini bisa berupa tiga macam :
(a). Hibah

Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah. IArtinya tidak ada

ikatan antara pengelola dengan mustahik setelahnya.
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(b). Dana bergulir-Qardul hasan
Zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola
kepada mustahiq dengan catatan harus gardid hasan, artinya tidak
boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustafig kepada
pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut.
(c). Pembiayaan
Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahig tidak boleh
dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti
sahib al-mai dengan mudarib dalam penyaluran dana.
(3). Prosedur penyaluran dana
Penyaluran dana baik untuk luar pengelola maupun untuk pengelola
sendir harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
(4). Pertanggungjawaban pengeluaran dana
Pengeluaran dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis,
lengkap dan sah, sekecil apapun dana yang dikeluarkan. 18)
c). Dana pengelola
Dalam OPZ sering muncul pertanyaan berapa dana yang dapat
dialokasikan untuk operasional. Untuk menetapkan besar dana yang menjadi
hak pengelola, perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan dana
pengelola. Dana pengelola adalah dana yang menjadi hak pengelola yang
berasal dari bagian amil dalam zakat, bagian tertentu dari dana selain zakat,

hasil mengusahakan dana yang menjadi hak pengelola serta hibah atau

') Ibid., him. 81-92.



103

pimjaman dan pihak lain yang digunakan untuk operasional. Dari definisi
ini, maka sumber dana pengelola adalah :
- Bagian amil zakat
- Bagian tertentu dan dana selain zakat
- Hasil usaha dari mengusahakan dananya sendiri
- Hibah langsung dari orang atau organisasi lain
- Pinjaman dari orang atau organisasi lain.'”
Untuk menentukan jumlah yang menjadi hak pengelola dpat dilakukan
dengan salah satu cara :
(1). Prosentase tertentu
Prosentase tertentu digunakan apabila bagian amil zakat ditetapkan 1/8
bagian atau 12, 5 %. Atas dasar ini, maka bagian atau prosentase bagian
dari dana selain zakat harus ditetapkan juga. Prosentase ditentukan saat
dilakukan penyusunan anggaran.
(2). Secukupnya
Perhitungan secukupnya digunakan apabila bagian amil zakat diambil
sesuai kebutuhan.
d). Pengendalian keuangan
Pengendalian keuangan adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan
kenangan dan operasional organisasi secara sisternatis guna tercapainya
tujuan organisasi. Pengendalian keuangan organisasi dapat diwujudkan

melalui eksis dan sehatnya unsur-unsur sebagai berikut :

) Ibid., hlm. 87-88. Terdapat juga dalam al-Qaradawi, Figh., juz II, him. 590,
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(1). Unit atau orang penanggung jawab keuangan; adanya umt atau orang
dalam OPZ berfungsi sebagai pemisah antara bagian kerja yang satu
dengan yang lam.

(2). Anggaran; anggaran dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam
mengevaluasi kegiatan.

(3). Kebijaksanaan, kebijaksanaan yang jelas dapat menghindarkan
pengeluaran dana oleh pihak-pthak yang tidak berkompeten.

(4). Pelaporan; merupakan sarana pengendalian yang melibatkan antara
muzakki dan masyarakat.

(5). Pencatatan; dengan pencatatan maka setiap transaksi dapat ditelusur.

(6). Prosedur; setiap penerimaan dan pengeluaran harus melalui prosedur
agar sesuai dengan peruntukannya.

(7). Personalia; personalia yang amanah dan professional merupakan unsur
utama pengendalian.

(8). Internal audit; internal audit dapat menghindarkan penyimpangan-
penyimpangan batk sengaja atau tidak berkaitan dengan syari’ah,

maupun etika umum dalam masyarakat.®”

C. Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Aktifitas Ekonomi
Kebijakan Islam dalam menetapkan zakat sebagai suatu kewajiban, ternyata
memiliki dampak terhadap peningkatan aktifitas ekonomi. Pembayaran zakat akan

menaikkan para wajib zakat (muzakk7) untuk menaikkan rasio pada akumulasi nilai

2 Ibid., him. 89-91.
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keuntungan dan tidak hanya pada pendapatan. Pemilik kekayaan harus meningkatkan
rasio tabungannya agar tingkat kekayaannya tidak mengalami penurunan. Sebagai
contoh, jika suku pendapatan pada modal adalah 10 %, maka pemilik kekayaan
membutuhkan tabungan lebih dari 25 % dari pendapatannya untuk menjaga agar
kekayaannya tetap konstan. Pengaruh zakat terhadap tabungan ini disebut de-ngan
the saving effect”

Kemudian zakat juga mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi.
Pengaruh ini dapat dideskripsikan bahwa zakat yang ditarik tiap tahun atas kekavaan
berdasarkan nisab mungkin memperkuat kecenderungan untuk inelakukan aktifitas
konsumsi. Para pemilik kekayaan mungkin meinperoleh kepuasan dari pembelanjaan
yang berlebihan untuk menghindari penarikan zakat yang mengancam kekayaan
mereka. Dengan demikian fungsi konsumsi akan meningkat. Akan tetapi hal itu juga
akan menghasitkan reaksi yang sama sekali berbeda di dalamnya. Untuk menjaga
agar kekayaannya tidak mengal_ami penurunan secara berangsur-angsur, ia dapat
menjalankan kekayaannya yang menganggur (tidak produktif) untuk aktifitas nyaté
atau sumber-sumber keuangan yang lain. Keinginan untuk investasi menjadi kuat.
Pada analisis akhimya, kedua kecenderungan ini (konsumsi dan investasi} akan
menyebabkan naiknya permintaan barang dan jasa untuk diproduksi dalam aktifitas
gkonomi. Penimbunan kekayaan akan dijalankan pada pelaku aktifitas permintaan,
sementara dalam merespon hal itu, investasi juga akan naik, dan hampir dalam

ukuran yang sebanding juga, kekuatan zakat mengikis sumber-sumber kekayaan

2DMonzer Kahf, “A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour in an Islamic
Society”, dalam Khurshid Ahmad {ed.), Studies in Islamic Economics, (Leicester: The Islamic
Foundation, 1980), him. 27.
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yang menganggur. Meningkatnya permintaan dart konsumen dan barang-barang
modal memberikan kontribusi untuk produksi yang lebih besar.*?

Pengaruh zakat pada konsumsi dapat di lihat pada grafik matematika
sebagai benkut ;
Konsumsi

C+Z

Pendapatan

C = Fungst konsums: tanpa zakat
C+7 = Fungsi Konsumsi dengan zakat

Zakat juga berpengaruh terhadap investasi. Investasi atau penanaman modal
dilakukan untuk mendatangkan dapat keuntungan. Dalam hukum Islam keuntungan
tersebut harus diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Di samping itu ada
ketentuan-ketentuan lain yang berpengaruh terhadap mekanisme investasi dalam
Islam, di antaranya adalah aset yang dimiliki dan zakat atas aset untuk investasi.
Dalam ekonomi Islam kasus cost opportunity menjadi nol (yaitu ketika aset yang
tidak produktif tidak diinvestasikan) tidaic akan terjadi. Karena setiap aset yang telah

mencapai nisab dan haul akan dikenakan zakat. Karena itu dalam ekonomi Islam ,

) M. M. Metwally, “Fiscal Policy in an Islamic Economics”, dalam Sayed Afzal Peerzade
{ed.), Readings in Islamic Fiscal Policy, (Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1996), hlm. 21.
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motivasi untuk investasi akan lebih tinggi. Adapun gambaran matematisnya dapat

dilihat pada grafik di bawah ini:

Suku laba yang di
Harapkan (r)

Volumne Inveslasi

o 0 1 Iy
r=EY(E-1)

1

Grafik tersebut menunjukkan bahwa investasi dalam ekonomi Islam dapat
mengambil tempat sejajar jika suku laba yang diharapkan adaiah nol. Baru ketika
suku laba yang diharapkan itu menurun ke nilai negatif yang ditunjukkan oleh r =
E'/(E-1) dimana E' adalah angka zakat pada aset-aset yang menganggur dan E
adalah zakat atas hasil keuntungan investasi, investasi akan berhenti mengambil
tempat.®* Zakat merupakan variable yang sangat menentukan terhadap penentuan
investasi. Permintaan investasi ditentukan oleh tingkat suku laba yang diharapkan,
tetapi unsur-unsur dan tingkat keuntungan tersebut adalah tingkat zakat atas 'aset

yang tidak produktif dan tingkat zakat atas aset keuntungan dari investasi.

27pid, him, 93-94,
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D. Relevansi Pemikiran al-Qaradawi Tentang Pengelolaan Zakat dalam
Kontekstualisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Bangsa Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam adalah warga
negara yang selalu berperan serta dalam pembangunan Nasional. Sumber-sumber
pembangunan utama Nasional saat ini adalah pajak. Dan pajak ini kemudian
digunakan untuk pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, bidang agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan YME, sosial dan budaya, bidang politik, aparatur
pemerintah, hukum, penerangan, media massa, hubungan luar negeri, pertahanan
keamanan. Berdasarkan bidang-bidang ini, maka pajak dalam pengertian luas
merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan didayagunakan untuk
pcﬁgeiuaran—penge]uaran yang bersifat tutin (Current Expenditure). Pengeluaran

rutin ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tugas-tugas pemerintah sehari-

hari.2¥ Pengeluaran-pengeluaran rutin ini mutlak harus dilaksanakan dan sifat dari

pengeluaran ini merupakan pengeluaran operating categories dan consumtif. Tanpa

adanya pengeluaran ini roda pemerintahan tidak akan berjalan sesuai dengan

proporsi yang sebenarnya, bahkan akan macet.”

Sementara itu, potensi zakat sebagai potensi keagamaan yang sesungguhnya
merupakan bagian dari modal besar pembangunan Nasional kiranya sudah sampai ke
tingkat penajaman. Masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan

dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat itu untuk

* Misalnya belanja pegawai, pensiun, tunjangan veteran, belanja barang, belanja
pemeliharaan, belanja perjalanan dan subsidi /bantuan.

. ) Syectl Hadi Permana, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional
(persamaan dan perbedaannya dengan pajak), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), him. 5-9.
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mencapai sasarannya sendiri sebagai ibadah maliyah Ijtima’iyyah, hal ini diwujudkan
dengan pendirian lembaga-lembaga pengelola zakat baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun oleh swasta atau masyarakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa
Peraturan Perundang-undangan, yaitu UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU
No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji No. D/29]1 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Zakat.

Benih pembentukkan Bazis (dan lembaga-lembaga zakat di Indonesia pada
umﬁmnya) dicanangkan oleh presiden Suharto pada tanggal 26 Oktober 1968, pada
saat perayaan [sra’ Mi’raj. la menyampaikan pidato dan menjelaskan mengenai
pentingnya zakat dalam kehidupan dumawi dan ukhrawi. Menurutnya bahwa melaui
mobilisasi zakat, warga musiim dapat membantu pembangunan ekonomi, sosial dan

keagarnaam.26 )

Pernyataan tersebut di atas bukannya tanpa proses. Sebelum perayaan
Isra’Mi'raj, pada tanggal 24 September 1968 ada sebelas ulama terkemuka®’ dan
berpengaruh yang mengajukan permohonan penting dan historis untuk mengingatkan

Presiden akan pentingnya zakat bagi setiap muslim sebagai kewajiban keagamaan

dan sosial serta manfaat zakat bagi Islam, masyarakat muslim dan negara secara

*) Iwan Tryuwono, Organisasi dan Akuniansi Syari'ah, (Yogyakarta : LKiS, 2000), him.
80-81.

) Mereka adalah KH. Hamka, KH. Azhari, KHM. Syukri G., KH M. Sodry, KH.
Taufiqurrahman, KH. M. Sholeh Sungaidi, Uts. M. Ali Alhamdi, Ust. Muhtar Luthfi, KH. A Malik
Ahmad, Abdul Kadir RH dan MA. Zawawi. Dr. Iwan Triyuwono, Ibid, hlm, 80-81
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keseluruhan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan di segala bidang.
Mereka menganjurkan agar Presiden —sebagai kepala Negara dan Pemerintahan-
menyerukan semua warga muslim di Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada
Khususnya untuk mengaktifkan administrasi, mengkoordinasi dan memproduksi
pengumpulan dan distribust zakat, meminta para gubernur di semua propinsi untuk
melakukan hal yang sama.

Sebagai respon atas ajakan tersebut, Gubernur Jakarta —Ali Sadikin-
mendirikan lembaga zakat semi pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat
(BAZ). Lima tahun kemudian pada Desember 1973 Gubernur memperluas cakupan
aktifitas dari lembaga zakat itu yang kemudian direstrukturisasi dan diubah namanya
menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Sadagah (BAZIS). Hal imi kemudian ditkuti
oleh daerah-daerah lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera
Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan
seterusnya sejak tahun 1970-1980-an. Hal 1m tidak lepas dari pendekatan struktural
yang dilakukan oleh penguasa (dalam hal ini bisa presiden).

Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama No.
581 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. /291
Tahun 2000 semakin menguatkan bahwa pemerintah secara struktura] telah
mengakui adanya BAZIS tersebut. Karena; dalam peraturan perundang-undangn di
atas diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu :
a.Badan Amil Zakat

Adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
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b.Lembaga Amil Zakat
Adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat atau
swasta dan dikokohkan oleh pemerintah,

Badan Amil Zakat yang didinkan oleh pemenintah memiliki tingkatan
sebagai berikut :

1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.

2. Daerah Propinsi, dibentuk oleh Gubermnur atas usul kepala kantor wilayah
Departemen Agama Propinsi

3. Daerah Kabupaten atau kota, dibentuk oleh Bupati atau walikota atas usul kepala
kantor Depag kabupaten atau kota.

4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan.

Adapun struktur organisasi BAZ terdin dan tiga bagian yaitu: Dewan
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Pengelolaan zakat melalui
pendekatan struktural seperti ini sesual dengan apa yang diidealkan oleh al-Qaradawi
yaitu bahwa pengelolaan zakat sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemenntah
dengan mendirikan lembaga-lembaga zakat yang berada di bawah kendali
pemerintah, bukannya oleh individu-individu atau swasta. Dalam operasionainya
secara institusional lembaga zﬁkat berada di bawah strukiur pemerintahan, misalnya
Departemen sosial. Departemen ini kemudian melalui kantor-kantor yang berada di

tingkat daerah melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat (pengelolaan zakat) .

%) Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akunfansi., him. 6
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Lebih lanjut al-Qaradawi menyaratkan, karena zakat itu merupakan salah
satu dari sistem Islam, maka pemerintah juga harus menerapkan sistem Islam baik
hukum, ekonomi, politik dan ideologi secara integral. Dengan demikian aparat
pemerintah yang ada di bawahnya juga melakukan hal yang sama, karena
pengawasan pelaksanaan operasional lembaga zakat akan lebih m.udah dilakukan.

Pendekatan yuridis-formal yang ditawarkan oleh al-Qaradawi ini terkait dengan

pemahaman ajaran Islam yang dipandang sebagai sebuah ideologi.”” Karena sebagai
sebuah ideologi, maka sistem politik, ekonomi, hukum dan bidang-bidang lainnya
yang terkait juga berdasarkan ajaran Islam secara totalitas. Keyakinan al-Qaradawi
mengenai keefektifan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui
lembaga yang berada dalam satu sistem merupakan hal yang wajar. Karena sesuatu
apapun apabila berada dalam satu sistem yang integral akan mudah untuk melakukan
pengaturan. Di sisi lain ia adalah salah seorang penganjur tegaknya syari’at Islam
atau Islam formalis.

Dengan demikian, berdasarkan pemikiran al-Qaradawi ini, pengelolaan zakat
yang secara institusional dilakukan oleh pemerintah kurang efektif mengingat bentuk

negara Indonesia itu sendiri bukan sebagai negara yang berideologikan agama

(Islam).

* Istilah pendekatan yuridis-formal ini berasal dari pemikiran penyusun mengenai bentuk
negara menurut al-Qaradawl. Menurutnya, bahwa negara Islam tidak mementingkan bentuk dan
nama, walaupun sejarah Islam sendiri mengungkap adanya Imamah dan Khalifah Keduanya memiliki
pengertian yang luas dan dalam. Negara lslam adalah negara yang berlandaskan akidah dan
pemikiran. Suatu negara yang ditegakkan berdasarkan akidah dan sistem, bukan hanya sebagai sarana
keamanan yang menjamin keamanan warganya darn serangan luar maupun dalam. Bahkan tugas
negara lebih dani itu, yaitu mendidik warganya dengan berbagai ajaran dan prinsip Islam, menyiapkan
situasi yang cocok untuk mentransformasikan akidah, pemikiran dan ajaran Islam ke dalam kehidupan
praktis. Terdapat dalam al-Qaradawi, Min Figh ad-daulah ff al-Istam, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1997),
him 14-34.
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Selanjutnya adalah lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat /swasta.
Lembaga ini bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagaimana BAZ, LAZ
memiliki beberapa tingkatan :

1. Nasional, dikokohkan oleh Menteri Agama
2. Daerah Propinsi dikokonkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah

Depag Propinst

12

Daerah Kabupaten atau Kota, dikokohkan oleh Bupati atau Walikota atas usul
Kepala Kantor Depag Kabupaten/Kota
4. Kecamatan, dikokohkan oleh Camat atas usul kepala kantor KUA Kecamatan.

Untuk dapat dikokohkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan

melampirkan persyaratan sebagai bertkut :

1. Akte pendirian (berbadan hukum)

2. Data muzakki dan mustahiq

3. Daftar susunan pengurus

4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
5. Neraca atau laporan posisi kenangan

6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Zakat dan Infaq (LZI) yang
berlokasi di Universitas Brawijaya. Pendirian L7Z1 diprakarsai oleh Sahri Muhammad
pada tanggal 20 Desember 1988. Menurut Sahri bahwa sosialisasi lembaga tersebut
kepada masyarakat dalam hal mengumpulkan zakat dan miemotivasi muzakki
terutama di dalam lingkungan Universitas perlu dilakukan untuk memperoleh

manfaat dari perkembangan “alami” lembaga itu. Sampai sekarang LZI
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mengandalkan dana zakat, infaq dan sadagah yang dikumpulkan dari masyarakat
kampus. Dengan demikian tidak mengherankan bila LZI hanya beroperasi dalam
sekala kecil dan lokal jika dibandingkan dengan BAZIS. Ini berarti bahwa untuk
mengembangkan Lembaga Zakat tidak perlu menjalankan sesuatu dalam skala besar
dan melakukan pendekatan struktural. Namun bagi Sahri, hal yang lebih penting
ialah bagaimana secara sosial menumbuhkan kesadaran diri individu mengenai
kewajiban keagamaannva (untuk membayar zakat). Untuk bertindak demikian, perlu
manajemen yang bijaksana dalam hal menjalankan lembaga tersebut serta dalam
mengumpulkan dan memobilisasi dana-dana (ZIS) tersebut secara efisien. Dalam
perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga zakat swasta semakin bermunculan,
seperti DD Republika, Dompet Sosial Ummul Quro’ (DSUQ), BMT yang mengurus
dana ZIS, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Jakarta, LAZ Dana Amanah Batam
dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana ZIS.

Dalam operasionalnya, lembaga ini dalam mengusahakan rnuzakki
{penghimpunan zakat) lebih menggunakan pendekatan kultural. Sehingga wajar saja
wilayah kerjanya meliputi wilayah lokal di mana lembaga itu berdiri. Namun ada
juga yang sudah mengembangkan wilayah kerja dengan mendirikan kantor-kantor
cabang di daerah lain. Dan hasilnya hal itu lebih efektif dan efisien untuk
menghimpun dan mengelola zakat dari para muzakkrs.

Dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia, pendekatan kultural
yang digmakan oleh LAZ swasta dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban agama,
didasari pada perjuangan Islam etis dalam masyarakat® Artinya perjuangan bukan

pada Islam ideologis yang mengarah pada bentuk negara. Pengertian negara dari kata
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“daulak” secara tekstual tidak terdapat dalam al-Qur’an. Dalam hal 1ni, kata tersebut

mempunyai arti lain yaitu “berputar” atau “beredar” yaitu dalam ayat
07 Ko oLl o W32 0,50 Y S e

Ini menunjukkan yang dianggap oleh al-Qur’an adalah sistem ekonomi dari sebuah
negara, bukan bentuk dari negara itu sendiri. Islam lebih mengutamakan fungsi
negara dari pada bentuknya. Imi sesuai dengan pembuktian tekstual di atas yang
menunjukkan bahwa Islam tidak memandang penting bentuk negara. *"

Sementara itu negara Indonesia memiliki pluralisme agama dituntut untuk
mengayomi hak-hak semua warga negaranya. Oleh karena itu, apabila Islam sebagai
ideologi diterapkan dalam kehidupan bernegara, ini berarti bahwa warga negara
non-mushim akan menjadi warga negara kelas dua, baik secara hukum maupun
secara praktis. Sedangkan negara RI tanpa menggunakan ideologi agama secara
konstitusional dalam kehidupannya, menghilangkan kesenjangan tersebut dengan
tidak menggunakan agama sebagai ideologi politik yang berakibat pada pemilihan
warga negara muslim dan non-muslim. Maka terjadilah proses alami kaum muslimin
dalam memperjuangkan ideologi masyarakat yang mereka inginkan melalui upaya
menegakkan etika Islam bukannya ideologi Islam. Di mana dalam etika Islam itu ada
kesadaran individu atas imannya yang menimbulkan sensitivitas bagi dirinya untuk
mengimplementasikannya dalam tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk ibadah

(kewajiban agama).

30 Al-Hasyr (59) : 7.

3D Abdurrahman Wahid, Isiam: Perjuangan Etis Ataukah Ideologis, Kedaulatan Rakyat (3
Met 2002), hlm. 1 kolom 6.
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Dengan refleksi pemikiran di atas, LAZ dalam operasionalnya lebih berhasil
dalam menghimpun dana zakat. Hal ini ditunjukkan semakin banyaknya lembaga-
lembaga pengelola zakat didirikan oleh masyarakat, sebagai contoh adalah Dompet
Sosial Ummul Quro’(DSUQ) yang secara resmi berdiri di Bandung pada tahun 1998.
kemudian pada tanggal 2 Juli 2000 membuka cabang di Yogyakarta. Sejak awal
berdini DSUQ berkonsentrasi untuk mewujudkan infrastruktur sosial, ekonomi umat
yang kuat dengan pemberdayaan dana zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf.

Berdasarkan uraian'di atas, pendekatan yuridis formal dalam pengelolaan
zakat yang ditawarkan al-Qaradawi kalau diterapkan dalam kontekstualisasi
pengelolaan zakat di Indonesia, maka akan menemui kesulitan. Karena negara
Indonesia bukan negara yang berideologi agama. Kalaupun dipaksakan,' maka harus
ada perubahan secara gradual mengenai bentuk negara beserta perangkat hukumnya
yang sudah mapan. Namun demikian pendekatan yuridis formal dalam pengelolaan
zakat ini dapat saja dilakukan di negara Indonesia. |

Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengelolaan (pengumpulan
dan pendistribusian) zakat -terlepas dan kategorisasi harta zahir dan harta batin-
merapakan tanggung jawab penguasa. Penguasa dalam konteks kenegaraan
Indonesia lebih dekat kepada lembaga eksekutif yaifu presiden. Persiden dapat -
mengangkat petugas zakat (amil). Amil zakat seperti yang sudah ada di Inonesia
yaitu dikenal dengan Badan Amil Zakat yang merupakan lembaga zakat bentukkan
presiden (pendekatan struktural). Namun demikian presiden tidak berarti “lepas
tangan” begitu saja terbadap kinerja BAZ tersebut. Akan tetapi terus melakukan

pemantauan dan penilaian terhadap manajemen dan kinerja organisasi tersebut.
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Dengan demikian presiden tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pihak
yang bertanggung jawab atas pengélolaan zakat.

Selain BAZ., di Indonesia ada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga mi merupakan
lembaga bentukkan masyarakat/swasta. Dalam hal operasionalnya, lembaga mi tidak terikat
pada kebijakan penguasa Lembaga i memibki hak otonomi wmtuk menyusun kebijakan
organisasinya selama sesuai dengan ketentuan syari’at. Sedangkan peran penguasa terhadap
lembaga i hanya sebatas melegalkan operasional dan keberadaannya saja (de Jure).
Walaupun demikian, ada syarat-syarat tertentu —seperti yang sudah diuraikan sebelumnya-
yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat ini kattannya dengan legalisasi keberadaan organisasi.

Adanya dualisme lembaga zakat yang ada di Indonesia tersebut, bukanlah suatu
masalah Karena pada prnsipnya, keduanya mengelola obyek yang sama yaitu zakat
Sedangkan yang menjadi masalah adalah sejauhmana peran penguasa —dalam hal ini presiden-
terhadap kedua lembaga tersebut Sesvai dengan pemikiran al-Qaradawi bahwa penguasa
bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat baik secara langsung (dinnya sendin) maupun
melalui wakilnya dengan mengangkat petugas khusus zakat Dengan demikdan, relevansi
perikiran al-Qaradawi dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia adalah bahwa
penguasa (presiden) tetap bertangeumg jawab terhadap kedua lembaga zakat yang ada di
Indonesia (BAZ dan LAZ), walaupun secara struktural keduanya berbeda Sebab adanya
integralisasi sistem Islam yang disyaratkan oleh al-Qaradawi dalam pengelolaan zakat sulit
untuk diterapkan di negara Indoﬁmia, karena Indonesia bukanlah negara yang bendeologi
agarr.la yang dituntut untuk mengayomi leme agama yang ada. Oleh karena itu pada poin
ketegasan penguasa yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat inilah yang perlu ditkuti
dan diterapkan —sebagai upaya unfuk merelevansikan pemikiran al-Qaradawi- dalam
kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab terdahulu mengenai 1isi skrpst ini  dapat

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1.

a. Twuan pokok disyanatkannya zakat adalah sebagai upaya Islam untuk

menghapus kemiskinan dengan indikasi weningkatnya perckonomian umat.

Selain tiu adalahh timbulnya rasa persaudaraan dan terjalinnya kasih sayang

antar sesama manusia, kendafi di antara masyarakat yang berbeda agama.

Tujuan penanaman rasa persaudaraan antar sesama manusia inilah yang harus
tertanam dalam jiwa pepunai zakat, sebagal pokok tjuan perintah yang
dinlang-ulang dalam banyak ayat al-Qur’an. Bila tujuan im dirath, maka zakat
sebagai jamunan sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Qaradawi
dapat tercalisasikan dengan terciptanya kemandinan ekonomi umat, hubungan
antar individu yang mehliputi kecintaan, peduli dengan kondisi hidup orang
lain karena tidak dibebani oleh persoalan perekonomian (kemiskinan, hutang,

pengangguran, dan lain-lain) yang merupakan sendi kehidupan manusia.

. Untuk mewuwjudkan tujuan zakat tersebut, maka dibutubkan suatu konsep

pengelolaan zakat yang dapat digunakan untok memberdayakan ekonomi

umat melalui pemanfatan dana zakat Berangkat dari persoalan ini, al-
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Qaradawi menawarkan konsep pengelolaan zakat. Konsep pengelolaan
tersebut dapat digolongkan menjadi dua pendekatan/segi. Pertama adalah
pendekatan struktural (institusional). Menurutnya bahwa operasional
pengelolaan zakat dari zaman Rasulullah, khalifah dan praktek yang
dilakukan oleh Negara-negara Islam sepenuhnya merupakan tanggung jawab
pemerintah. Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang khusus mengurusi
zakat —misalnya Departemen ZIS atau semacamnya- dalam struktur
pemerintahan. Kemudian untuk mempermudah dalam penghimpunan zakat,
dibentuk lembaga-lembaga zakat yang berada di daerah-daerah. Lembaga
zakat yang ada di daerah ini menghimmpun dan mengelola dana zakat
berdasarkan wilayah kerjanya. Lembaga zakat antara tingkat pusat, propinsi,
kabupaten dan daerah selalu mengadakan koordinasi kesja.

Namun al—Qaradﬁw‘i menyatakan bahwa karena zakat merupakan salah
satu sistem Islam, maka untuk mencapai keberhasilan sistem, Islam harus
diterapkan secara integral dalam pemerintahan (yundis-formal), atau dengan kata
lain membentuk Negara Islam yang memberlakukan syari’at Islam secara
totalitas. Pendekatan ini jika diterapkan pada negara yang tidak benideologi
agama, maka dalam hal ini penguasalah yang bertanggung jawab mendirikan
lembaga-lembaga zakat melalui pendekatan struktural. Kedua adalah segl
operasional. Bahwa pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat

dapat dilakukan dengan sistem investasi vyaitu bahwa dana zakat dapat



dipergunakan untuk mendirikan unit-unit usaha seperti pabrik, perusahaan, CV,
Firma untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat kecil/du’afz agar mercka
mendapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar.
Keuntungan dari perusahaan/unit-unit usaha dapat dibagikan antara fakir miskin
dan mustahiglainnya dalam bentuk deviden (laba usaha) tahunan. Selain itu zakat
dapat langsung diberikan kepada mustahiq sebagai bantuan mmodal atau untuk
mengembangkan usaha yang sudah ada.

Sangat mungkin dana zakat yang diterima oleh mustahig jumiahnya kecil.
QOleh karena itu mereka dapat bekerja sama dengan mustahig lain dengan
mengumpulkan dana zakat tersebut sebagai modal usaha dalam sebuah wadah
organisasi ekonomi. Dalam hal ini model koperasi dapat dijadikan sebagai wadah
tersebut. Dengan manajemen yang sehat, koperasi ini dapat berkembang sehingga
bias membuka unit-unit usaha baru yang kenntungannya kembali kepada mereka.

Untuk mempermudah penghimpunan dan penyaluran zakat, al-Qaradawi
menyatakan bahwa dalam hal ini boleh menyerahkan harga dan benda yang wajb
dizakati. Artinya bagi muzakki boleh menyerahkan zakatnya dalam bentuk harga
(nominal uang) bukan dalam bentuk benda. Dengan ini juga akan mempermudah
petugas zakat dalam mengelola zakat.
. Di Indonesia, organisasi pengelola zakat diakui keberadaannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan ada dua macam yaitu :

r}’:K‘—
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a. Badan Amil Zakat yaitu lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah
b. Lembaga Amil Zakat yaitu lembaga zakat yang didirikan oelh inasyarakat
atau swasta.

Badan Amil Zakat dalam pembentukkan dan operasionalnya menggunakan
pendekatan struktural. Sesuai dengan pemikiran al-Qaradawi, pendekatan ini akan
berhasil jika diterapkan dalam Negara Islam. Sedangkan yang kedua adalah
Lembaga Amil Zakat. Dalam operasionalnya lebih cenderung menggunakan
pendekatan kultural. Misi pokok leinbaga ini adalah untuk menumbuhkan
kesadaran individu atas kewajiban agamanya terutama kewajiban membayar
zakat. Peran penguasa terhadap lembaga ini hanya sebatas melegalkan
keberadaannya saja (de jure). Sedangka secara de facto operasional organisasi
sepenuhnya merupakan hak lembaga tersebut. Fungsi penguasa negara seperti
inilah yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan pengelolaan zakat. Oleh
karena 1tu dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia, pengelolaan
zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta akan
lebili efektif dan efisien dalam mencapai keberhasilan jika penguasa negara ikut
bertanggung jawab atas kinerja kedua organisasi baik secara formil (de jure)

maupun secara materiil (de facto).
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B. Saram-saran

Zakat merupakan sumber yang potensial untuk mem'ngkatkan' tarap hidup
masyarakat. Namun kesadaran hal itu nampaknya belum sepenuhnya tumbuh di
kalangan masyarakat, terutama kesadaran terhadap fungsi sosial zakat. Oleh karena
itu adalah tugas kita untuk berusaha menumbuhkan kesadaran tersebut baik pada diri
kita sendiri maupun bagi masyarakat demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Selain ifu juga perlu adanya pengajian ulang tentang zakat kaitannya dengan
kontekstualisast zakat di Indonesia. Sebagai contoh adalah tentang zakat
pertanian/tanam-tanaman dalam hal syarat wajibnya (hanya menggunakan nisab
bukan haul).

Demikian luasnya, zakat dapat dikaji dari berbagai segi. Oleh karena itu demi
memperluas khasanah keilmuan Islam, bukanlah suatu masalah apabila kajian tentang
zakat tidak hanya berhenti sampai di sini saja, akan tetapi terus dikembangkan.
Dengan demikian dapat menggali potensi zakat sebagai suatu alternatif untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan sostal. Wallahu A’lam bi as-Sawab.



123

DAFTAR PUSTAKA

. Kelompok al-Qur’an dan Tafsirnya

Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Alwaah,
L.t.

Rida, Muhammad Rasy?d, Tafsir al-Manar, 12 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1.1.

Shihab, M. Quraish, Wawasan al-wur'an Tafsir Maudlu’l atas Pelbagar
Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah, ar-Tafsir al-Munir i al-‘Aqgidah wa asy-Syarr’ah wa al-
Manhaj, 16 jilid, Beirul: Dar al-Fikr al-Mu’asir, {.t.

. Kelompok Hadis dan Syarfi-nya

Al-*Asqalani, Ahmad Tbn ‘Ali Ibn Hajar, Fath al-Bari, 13 jilid t.tp: Maktabah
as-Salafiyah, t.t.

Al-Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ismall, Sahlh al-Bukhari, 4
jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

As-Sajistani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’at, Sunan Abi Dawud, 2 jilid,
Semarang: Toha Putra, t. t.

Asy-Syaukani, Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad, Nai/ al-Aurar, 4 jilid,
Beirut:Dar al-Fikr, 1973

As-Suyuti, Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar , al-Jami’ as-Sagir i
Abhadis al-Basyir an-NaZir, Indonesia: Maktabah Dar Thya’ al-
Kutub al-*Arabiyyah, t.t.

- Kelompok Figh dan Usul al-Figh

Al-Andalusi, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn
Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahuid wa an-Nihayah
al-Mugtasid, Indonesia: Dar Thya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

Assyaukanie, Luthfi, Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih
- . Konfemporer, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Ad-Dardir, Ahmad, asy-Syarh as-Sagir, 5 jilid, Mesir: al-Madani, t.t.



124

Tbn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘Al ad-Dar al-Mukhtar, 5 jilid, Beirut: Dar al-
Thya’ at-Turas al-‘ Arabi, 1987.
Tbn Sallam, Abu Ubaid al-Qasim, al~Amwal, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Al-Jazir, ‘Abd ar-Rahman, Kitab al-Figh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, 55 jilid,
- Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1970.

‘Imarah, Muhammad, A/-Is/lam wa Usul al-Hukm Ii ‘Ali ‘Abd ar-Razig,
Beirnt: al-Mu’assasatul- Arabiyah li ad-Dirasal wa an-Nasyr, t.1.

Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, ‘ffm Ushuf al-Figh, t.tp: Dar al-Qalam, 1987.

Al-Mawardi Abu Hasan ATl Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basn al-Bagdadi,
al-Ahkam as-Sultaniya wa al-Walayat al-Islamiyah, t.tp: Dar al-
Fikr, 1960

Al-Mubarak, Muhammad, Nizam al-Islam al-Iqtisad Mabadi wa Qawa’ld
‘Ammaf, Beirut: Dar al-Fikr, €.1.

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi ad-Din Ibn Syaraf, a/-Majmu’ Syarh al-
Muhazzab, 20 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

, Raudah at-Talibin, 8 Juz , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah,
1992.

Al-Qardawi, Yusuf, Figh Zakah Dirasah Muqaranah [i Ahkamiha wa
Falsafatiha fi Dau’ al-Qur’an wa as-Sunnah, 2 jilid, Beirut:
Mu’assasah ar-Risalah, 1981.

, ljtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan,
alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Guati, 19985.

. Likay Tanjah Mu’assasah az-Zakat 1] at-Tatbiq al-Mu’asir,
Beirul: Mu’assasah ar-Risalah, 1994.

Fatwa-Fatwa Kontemporer, 2 jilid, alih bahasa As’adalah
Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

, Min Figh ad-Daulal 1 al-Is/lam, Kairo: Dar asy-Syurug, 1997.
Rahmawati, “Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang Etika
Ekonomi Islani’, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: TAIN
Sunan Kalijaga, 2000.

Rasyid, Sulaiman, Figh Is/am, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindb, 1994,



125

Sartono, “Studi terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang Hukum
Zakat Mady’, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: JAIN Sunan
Kalijaga, 1999.

Syaltut, Mahmud, al-Islam Agidah wa Syari’ah, t.ip: Dar al-Qalam, 1966.

Asy-Syafi’i, Abu ‘Abd Allah Muhammad Tbn Idris, a/-Umm, 5 jilid, Beirut:
Dar al-Fikr, t.1.

Zuhdi, Masyfuk, Masail Fighiyvyah, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, alih bahasa Agus
Effendi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

. Kelompok Buku Lain

Ali, Muhammad Daud, Sisfermn Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Ul
Press, 1988.

Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Muhammad ‘Abd al-Karim, Sistem,
Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa Imam Saefudin,
bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Khwrshid (ed.), Studies In Isiamic Economics, Leicester: The
Islamic Foundation, 1980.

Al-Bunni, Djamaluddin Ahmad, Problematika Harta dan Zakaf, Surabaya;
Bina Ilmu, 1983.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, lakarta:
Gramedia, 1996.

Esposito, John L., The Oxford Encyclopedia of The Modemn Islamic World, 4
jilid, New York: Oxford University Press, 1995.

Fakultas Syari’ah, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah TAIN Sunan
Kaljjaga Yogyakarta  (Keputusan  Dekan  Nomor
O05/KPTS/DS/AII/1992), Y ogyakarta: Fakultas Syari’ah, 1998.

Al-Hasani, Bagir dan Abbas Mirakhar, Essays on Igtisad The Isiamic
Approach to Economics Problems, USA: Nur Corp., 1989.

Hudgson, Marshall G. S., The Venture of Islam Conscience and History in. a
' World Civilization, Chicago : University of Chicago Press, 1974."



126

JAIN Raden Intan, Pengefofaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu
Pendekatan Operatif, Lampung: [AIN Raden Intan, 1990.

Khan, Muhammad Akram, Issues In Islamic Economics, Lahore: Islamic
Publicaiions Ltd., 1983.

Krippendorf, Klaus, Analfisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi, alih
bahasa Farid Wajdi, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Mas’udi,Masdar F., Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam,
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Al-Maududi, Abu al-A’la, Dasar-dasar Isfam, alih bahasa Achsin Mohammad,
Bandung: Pustaka, 1984.

Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Isfam, alih bahasa Nastangin,
Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

MD, Muhammad Mahfud, Demokrasi Konstitusi di Indonesia, Y ogyakarta:
Liberty, 1993.

Munawwir, A. Warson, al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Permono, Syechul Hadi, Sumber-sumber Penggalian Zakat, Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1992.

, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan
Nasional (Persamaan dan Perbedaannya Dengan Pajak), Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1992,

Peerzade, Sayed Afzal (ed.), Readings in Islamic Fiscal Policy, Delhi: Adam
Publishers and Distributors, 1996.

Qadir, Abdurrahman, Zakar Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta:
Grafindo Persada, 1998.

Al-Qaradawi, Yusuf, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, alih bahasa
Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Anatomi Masyarakat Islam, alih bahasa Setiawan Budi
Utomo, Jakarta : Kautsar, 1999,

Peran Nifai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, alih bahasa
Didin Hafidhuddin d.k.k, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Isfam, 2 Volume, alih bahasa Socroyo
dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.



127

Rahnema, Ali (ed.), Para PerintisZaman Baru Isfam, alih bahasa Ilyas Hasan,
Bandung: Mizan, 1995.

Ra’ana, Irfan Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Pemerintahan Khalifah
Umar Ibn Khattab, alih bahasa Mansuruddin Djoely, Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1979.

Siddiqi, M. Nejatullah, Kegiatan Fkonomi dalam Islam, alih bahasa Anas
Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Suparmoko, Ekonomika Untuk Manajer, Yogyakarta: BPFE, 1992.

Talimah, Isam, Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradawi, alih bahasa Samson
Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Triyuwono, Iwan, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah, Yogyakaria: LKiS,
2000.

Tunggal, Hadi Setia (penghimpun), Undang-undang No. 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Harvarindo, 2000.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen
Kevangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, Ciputat: Institut
Manajemen Zakat, 2001.

Kedaulatan Rakyat, edisi 3 Mei 2002.

Panji Masyarakat, Nomor 743, xxxiv, 11-20 Januari 1993.



LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR’AN, AL-HADIS DAN
KUTIPAN BERBAHASA ARAB

Bab

Him.

Footnote

Terjemah

I

1

13

1

10

18

Islam dibangun di atas lima (pilar) yaitn bersaks:
bahwa tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali
Allah, (bersaksi) bahwa Muhammad adalah utusan
Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji (ke
Baitullah) dan puasa di bulan Ramadan.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan
mereka, dan mendo’alah untuk mereka.

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. mengutus
Mu’az ke Yaman Nabi Berkata: “ajaklah mereka
untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah
dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka
Apabila mereka mematuhinya, beritahukanlah kepada
mereka, bahwa Allah SWT. telah mewajibkan dari
sebagian harta-harta mereka untuk bersedekah.
Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada
mercka yang fakir. Apabila mereka mematuhimu
dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan
harta mereka dan takutlah akan do’a orang yang
teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara do’a
mereka itu dengan Allah.

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-
orang faki, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, para mw’allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalamn
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.

Ambillah zakat dan sebagian harta mereka, dengan
zakat ity kamu membersihkan dan menyucikan
mereka, dan mendo’alah untuk mereka.

34

12

Sesungguhnya jika kamu sekalian mendirikan salat
dan menuanikan zakat serta benman kepada Rasul-
Rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu
pijjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu, dan
sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam
Syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. I




Maka barang siapa yang kafir dt antaramu sesudah itu,
sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang Jurus.

111

40

40

41

51

63

65

23

43

45

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat 1tu kamu membersihkan dan menyucikan
mereka, dan mendo’alah untuk mereka.

“Hadis ini bisa dijadikan alasan bahwa penguasa
adalah yang berfugas untuk mengumpulkan dan
membagikan zakat baik ia sendirt secara langsung
maupun wakilnya. Maka barang siapa di antara
mereka menolak mengeluarkan zakat hendaknya zakat
diambil dari orang-orang itu dengan cara paksa”.

Pada tanaman yang diairi dengan sungai dan air
sumberan, zakatmya adalah sepersepuluh, dan yang
diairi dengan bantuan binatang (sawani), maka
zakatnya adalah setengah dari  sepersepuluh
(seperduapuluh).

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dafam
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.

“Wahai Rasulullah, apabila saya telah menunaikan
zakat kepada amil anda, apakah saya telah bebas dari
tuntutan Allah dan Rasul-Nya?” jawab Nabi: “ya,
apabila kamu telah membayar (menunaikan) zakatmu
kepada amilku, maka kamu telah bebas dari tuntutan
Allah dan Rasul-Nya, dan kamu memperoleh
pahalanya. Sedangkan dosanya adalah tanggung
jawab amil yang menyelewengkannya.

Sungguh seorang di antara kamu membawa tambang,
lalu dipergunakan unfuk mengikat kayu bakar pada
punggungnya, lalu ia menjualnya dan dengannya
Allah telah menyelamatkan air mukanya, adalah lebih
baik baginya dari pada meminta-minta kepada orang,
lalu orang-orang memberinya atau tidak memberinya.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:
“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi”.

Supaya harta itu tidak berputar di antara orang-orang
kaya dari kamu,

88

il

Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
yang kuat lagi dapat dipercaya.

1o
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29

Agar harta tidak berputar di antara orang-orang kaya
dar kamu. '

it




LAMPIRAN 2

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

1. Imam Malik

Malik Ibn Anas al-Agbahi, keturunan Yaman, lahir di Madinah
pada tahun 713 dan Hidup di sana hingga wafatnya pada tahun 795. dia pemah
meninggalkan Madinah hanya untuk berhaji ke Makkah. Oleh karena itu, dia
menjadi symbol keterpelajaran penduduk Madingh. Imam Malik memiliki
doktrin hukum yang terikat pada tradist. Dia sering menandaskan bahwa
dininya tidak akan menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh gurunya
atau dari consensus para ulama Madinah.

Di antara murid-murid Imam Malik terdapat Muhammad Ibn al-
Hasan asy-Syaibani, Muhammad Idris asy-Syafi’l. Dan para pengikuinya
antara lain Yahya al-Laisi, yang disebut sebagai periwayat Karya Imam Malik
al-Muwatta’, Asad Ibn al-Furai (w. 828) dari Tunisia dan ‘Abd as-Salam at-
Tanukhi yang dikenal sebagai Sahnun dari Kairouan. (w. 854), Fugaha dani
Andalusia yang memadi terkenal antara lain al-Walid al-Baji, Ibn Rusyd dan
Muhammad ‘Abd Allah Ibn al-¢ Arabi.

2. Imam Syafi’l 3

Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’l lahir di Gaza,
Palestina pada tahun 767 dan wafat di Mesir pada tahun 820. Dia pergm ke
Madinah untuk belajar Figh di bawah bimbingan Imam Malik. Pada waktu
Imam Malik wafat, Imam Syafi’l bekerja pada Gubemur Yaman dan
belakangan dibawa ke Irak atas perintah Khalifa Harun al-Rasyid untuk
menjawab tuduhan bahwa ia simpatisan ‘Ali. Pembelaannya yang fasih
ditambah dengan ungkapan yang berpihak padanya dari Qadl Muhammad Ibn
al-Hasan asy-Syaibani telah menyelamatkan jiwanya. Kemudian dia menetap
di Irak untuk belajar figh kepada asy-Syaibani. Karya Imam Syafi’l yang
terkenal yang merupakan rumusan basis-basis 1eoritis hukumnya adalah ar-
Risafah. Kitab ini ditulis di Bagdad selama kunjungan keduanya dan
diperbaiki ketika ia pindah ke Mesir pada tahun 814-815.

Beberapa Fuqgaha terkenal yang kemudian menyebarkan mazhab
Syafi’l antara lain Abu Ishaq Ibrahim Ibn ‘Ali asy-Syirazi (w. 1083), penulis
kitab al-Muhazzab, Abu hamid al-Gazali (w. 1111) pengarang al-Mustasyfa
dan al-Wagjiz, ‘1zz ad-Din Ibn ‘abd as-Salam (w. 126) penulis Qawa’id al-
Ahkam ff Masalilt al-Anam. '

3. lmam Hanafi _
Abu Hanifah (699-767) nama panggilan Muhammad Ibn Sabit
adalah keturunan Persia dan penduduk asli Kufah. Dia mula-mula
mempelajari ilmu-ilmu skolastik dan kemudian memusatkan diri pada
Yurisprudensi Mazhab.pendidikannya dalam ilmu-ilmu skolastik digabung
dengan pengalamannya sebagai pedagang memberinya kemampuan yang luar
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biasa dalam menggunakan nalar dan logika untuk menetapkan kaidah-kaidah
pada persoalan-persoalan praktis kehidupanDan dalam memperluas kaidah-
kaidah itu dengan menggunakan analogi (giyas) dan preferensi (istihsan).
Sikap bebasnya dalam menggunakan akal dalam perumusan analogi dan
preferensi menyebabkan mazhabnya disebut sebagai ahl! ar-ra’yi untuk
dibedakan dengan ahl al-hadis

Pemikiran Abu Hanifah disebarluaskan oleh para muridnya antara
lain; Abu Yusuf, Zufar Ibn al-Huzail, Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani.
Ulama-ulama terkenal pada generasi berikutnya antara lain; Hilal ar-Ra’y (w.
859), Ahmad Ibn ‘Amr al-Khassaf (w. 870) penulis a/-Hiyal tentang fiksi dan
perangkat Hukum dan Abu Ja’far at-Tahawi (w. 933) penulis al-Jami’ al-
Kabir fi asy-Syuruy.

4, Muhammad Rasyid Rida

Rida dilahirkan pada tahun 1865 di kota Tripoli yang terletak di
sebelah utara Beirut, Libanon dan yang sebelum perang dunia I masuk
wilayah Suria. la keturunan Husain Ibn “Afi lbn Abu Talib. Ta bertemu
dengan Muhammag ‘Abduh pada akhir tahun 1882, Perkenalan yang
sebenarnya dan mempengaruhi pandangan keagamaan dan politiknya adalah
sewaktu ‘Abduh kembali ke Bemrut dari Eropa tahun 1885 dan sebelum pulang
ke Mesir pada tahun 1889,

5. Asy-Syaukani

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn
‘Abdillah asy-Syaukani as-San’am. Lahir di Yaman Utara pada tahun
1173/1759 M. putra dani ‘Afi Syaukani, ulama terkenal pada masa Dmasti
Zaidiyyah. Dia sendiri melalui karimya sebagai Hakim Agung dalam usia 36
tahun sampai meninggal dunia pada tahun 1250/1934 M. Asy-Syaukani
adalah ulama besar yang moderat dari Syi’ah Zaidiyyah yang memang
berpusat di sana. Di samping sibuk menjadi hakim ia juga aktif mengajar dan
menulis buku, bahkan sebagai sekretaris negara yang cakap yang pernah
berhubungan serta mendukung gerakan Wahabi. Tulisannya tersebar di
berbagai perpustakaan karena lebih dari 278 judul buku Karya yang terkenal
antara laivy;, Irsyad al-Fuhul (Usul ai-Figh), Durar al-Bahiyyah (Figh), Nail al-
Autar (hadis).

6. Al-Bukhari :

Adalah ahli hadis, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibn
Isma’ll Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Bukhari. Ia kemudian
terkenal dengan sebutan al-Bukhari, diambil dari tempat kelahirannya, ia
terkenal pengumpul hadis sahth yang dikenal dengan nama-hadis-hadis sahih
dengan sistematika figh. Kitab ini berisi 9082 hadis yang disebutkan secara
berulang-ulang. “Hadis sejumlah -ini dipthh dari 600.000 hadis yang
diterimanya selama 16 tahun.

Kelebiban dan keistimewaan al-Bukhari banyak dikemukakan oleh”
ulama sezaman dan generasi berikutnya Maslamah menyebutkan bahwa al-
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Bukhari termasuk ulama yang menguasai benar-benar hadis dan ia sigah.
Ishag 1bn Rahawaih pemah menyerukan kepada para ulama lainnya agar
mengambil  hadis darinya, karena kualitas hadis-hadisnya, keluasan
pengetahuannya terhadap 1lmu agama khususnya bidang hadis.

7. An-Nawawi,

Nama lengkapnya ialah Muhyi ad-Din Abu Zakariya Yahya lbn Syaraf
ibn Marri al-Khazami dan dikenal dengan sebutan al-Hafiz Muhyi adalah-Din
an-Nawawi. Beliau meninggal di usia 45 tahun dan belum sempat menikah.
Seorang Mujtahid, Syeikh Islam yang produktif, ahli di bidang hadis, figh dan
bahasa. Kesibukan beliaun lainnya adalah muzdkarah. 1a dikenal sebagai ulama
madzhab Syafi’l yang kritis terhadap perkembangan sosial, tetapi dalam
masalah dunia ia berlaku zuhud, wara’, qanaah dan rida serta memiliki pola
hidup yang sederhana. Tidak salah bila beliau dipercaya oleh kalangan
syafi’iyyah sebagai panutan pertama dalam urutan pengambilan hukum
madzhab syafi’i. Karya-karyanya yang terkenal antara lain di bidang hadis :
al-Arba’In an-Nawawi, Al-AZkar, Riyad as-Salihin. Di bidang figh; al-
Fatawa, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, at-Tibyan fi Hamlah al-Qur’an dan
lainnya.
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